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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur penulis atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan 
Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat.” Penulisan Skripsi ini diajukan 
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan 
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
  Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam 
menyusun skripsi ini tidaklah mudah dan tidak dalam waktu singkat. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan 
dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi 
berkat kemauan yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras 
tentunya dukungan tenaga, pikiran dan do’a dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya dan mengucapkan banyak terima kasih yang 
setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, ayahanda Drs.H.Harun 
MM dan ibunda Hj. Arabiah yang senantiasa  memberi dukungan yang 
luar biasa kepada penulis dalam kelancaran studi penulis baik berupa 
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setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai 
kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh 
Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan 
penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, 
melimpahkan rezeki serta kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun 
di akhirat kelak. Amin. 
 Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan 
hormat penulis haturkan kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
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Hasanuddin 
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta 
seluruhnya stafnya. 
3. Bapak Dr. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu 
Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh stafnya. 
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan FISIP Unhas  
5. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang 
sering mengontrol dan mengingatkan penulis untuk cepat ujian 
skripsi, telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing 
vi 
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penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data terkait. 
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I N T I S A R I 
Megawati, Nomor Induk Mahasiswa E12113519, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Hubungan Eksekutif 
dan Legislatif  dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi 
Barat, dibawah bimbingan  Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai 
Pembimbing I dan Bapak A.Murfhi, S.Sos,.M.Si. sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perancangan, 
pembahasan, dan penetapan Perda (peraturan daerah) APBD 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Provinsi Sulawesi Barat 
serta faktor yang berpengaruh didalamnya. Metode Penelitian yang 
digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perancangan, 
pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda APBD di Provinsi 
Sulawesi Barat telah mengikuti prosedur penyusunan APBD  yang ada. 
Namun, dalam proses perencanaan Perda  APBD  tidak maksimal. Hal 
ini ditunjukan dengan dikembalikannya KUA (kebijakan umum anggaran) 
PPAS (prioritas plafon anggaran sementara)ke pihak eksekutif akibat 
adanya kendala seperti perubahan kelembagaan di lingkup 
pemerintahan Sulawesi Barat dan tidak sesuai dengan rancangan awal. 
Hal ini membuat proses pembahasan cenderung lamban dan dinamis. 
Sedangkan proses penetapannya dilakukan tepat waktu. Dalam proses 
tersebut melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, namun dalam 
hubungan antar keduanya terlihat tidak terlalu baik. Hal ini terlihat dalam 
proses pembahasan, dimana pihak eksekutif dan legislatif saling 
mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan 
lambatnya RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah) diserahkan ke Mendagri (menteri dalam negeri).  Proses 
perancangan, pembahasan dan penetapan APBD 2017 di Provinsi 
Sulawesi Barat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung 
maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan 
perundang-undangan dan komunikasi yang baik. Sedangkan Faktor 
penghambat meliputi perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan 
sulawesi barat, pemahaman Sumber Daya Manusia, Partisipasi 







Megawati, E12113519 The Study Program of Government Science, 
Faculty of Social Science and Political Science Hasanuddin University 
essay with the tittle of Analysis Of Executive and Legislative Relations in 
the Making PERDA APBD in the Province West Sulawesi. Under the 
guidance of Dr. Jayadi Nas, M.Si as the  counselor I and A.Murfhi, 
S.Sos,.M.Si. as the counselor II 
This research aims to determine the planning, discussion, and 
determining process PERDA (local regulations) APBD (budget of income 
and expenditure) in the Province West Sulawesi and the factors that 
influence. The researh method used is research qualitative with parse the 
data is descriptive. The technique collection of the data by observation, 
interview, literature review, and docomentation by using technical 
analysis descriptive qualitative. 
The result of the reseacrh showed  that planning, discussion and 
determining process in the making PERDA  APBD in the Province West 
Sulawesi has followed the procedure of preparing APBD is there. But in 
the planning process PERDA APBD  was not maximal. This is showed 
with returned of KUA (General Policy of Budget) PPAS (priority of the  
provisional budget ceiling) to the executive due to contraints such as 
institutional changes in the government of west sulawesi and deos not 
correspond with the initial draft. This makes discussion proccess tends 
slow and  dynamic. While determining proccess is done on time. In the 
proccess involving executive and legislative, but in the relations between 
them does not look to good. This is apparent in the discussion proccess, 
which the axecutive and legislative mutual defend opinions each others 
that cause is slow RAPBD (The draft budget of income and expenditure) 
summitted to the Interior Minister. The designing, discussion, and 
determining process APBD 2017 in the Province West Sulawesi is 
influnced many factors, both supporting factors and inhibiting factors. The 
supporting factors iclude legislation and good communication. While the 
inhibiting factors include intitutional changes in the government of west 
sulawesi, understanding human resources, government Organizers 







1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat). 
Wawasan ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia tidak 
didasarkan atas kekuasaan semata-mata, melainkan atas hukum. 1 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia 
yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan 
dibawahnya.2 
Dalam konstitusi Negara Indonesia tersebut, diatur sistem 
pemerintahan Indonesia beserta unsur-unsur penyelenggara Negara 
yang terlibat di dalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. 
Ketiga unsur penyelenggara negara tersebut mempunyai fungsi dan 
wewenang masing-masing yang saling bersinergi dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan 
konsep trias politika seperti yang dikemukakan Mountesque, dimana 
penyelenggaraan pemerintahan dibagi kedalam 3 penyelenggara, yakni 
Legislatif, Eksekutif dan yudikatif.Hal ini diterapkan di tingkat pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah.Pemisahan ketiga fungsi kekuasaan 
                                                             
1
Dasril Radjab, 2005.Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.27 
2
Sekretariat Jendral MPR RI, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Neg Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Jakarta, Hlm. xiii 
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ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan 
kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik. 
Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pengaturan 
agar tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini, 
pemerintah mengeluarkan produk-produk hukum yang mengatur tatanan 
bernegara.Pada era otonomi saat ini, salah satu bentuk produk hukum 
yang vital dalam pembangunan kesejahteraan rakyat adalah peraturan 
daerah. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara 
kesatuan yang hanya mempunyai konstitusi  di tingkat pusat  dan pada 
tingkat provinsi tidak ada konstitusi tersendiri, namun hanya diberikan 
kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan produk hukum 
lainnya.3 
Peraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk 
hukum lainnya yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat digolongkan 
sebagai legislatif act yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. 
Peraturan daerah harus dibentuk dalam satu kesatuan hukum nasional,  
baik dalam materi muatan yang dikandungnya, maupun pada aspek 
formil pembentukannya. 
                                                             
3
Ramadhany, Irsyadi. 2015. Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. 
Yogyakarta: TRussmedia Publishing. Hal. 18. 
3 
 
Peraturan daerah secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-
Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, 
yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 
persetujuan bersama Gubernur. 4  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan 
bersama Bupati/Walikota.5 
Rumusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) sebagai unsur pemerintahan daerah sebagaimana diatur 
dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut 
dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
juga harus didasarkan pada prinsip Negara hukum. Hal tersebut dapat 
dilihat pada unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 
dari Pemerintah Daerah  sebagai eksekutif yang dalam bahasa latin 
disebut execure yang dapat diartikan “melakukan atau melaksanakan”, 
dan legislatif sebagai badan yang membentuk hukum  yang akan 
dilaksanakan oleh eksekutif. Pemahaman diatas menunjukkan bahwa 
                                                             
4
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penyelenggaraan pemerintahan di level daerah juga harus dilakukan 
dalam konteks rechtsstaats maupun rule of law yang segala bentuk 
kegiatan penyelenggaraan kekuasaanya didasarkan pada hukum, bukan 
kekuasaan belaka. 
Ditegakkannya prinsip Negara hukum di level pemerintahan 
daerah tersebut, maka pemerintahan daerah diberikan hak untuk 
membentuk produk hukum atau peraturan di daerah. Hal ini merupakan 
dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan di daerah, agar tidak terjadi kesan adanya kesewenang-
wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak tersebut 
merupakan hak atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi. UUD 
1945 pasal 18 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak 
membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu 
harus memperhatikan program-program yang prioritas dan merupakan 
kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Pembuatan Peraturan 
Daerah APBD melibatkan eksekutif dan legislatif yang bersama-sama 
dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah (Perda) serta 
bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah 
(Perda) tentang APBD. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara 
dua lembaga Negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan 
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bersifat kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah. Itulah sebabnya 
dalam pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bersama-sama 
membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini 
berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan 
merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya. 
Peraturan daerah tentang APBD merupakan pedoman pemerintah 
daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu tahun, sehingga 
proses pembentukan perda tersebut menjadi kunci lahirnya Perda APBD 
yang harus mampu mengatasi masalah dan tantangan pokok dalam 
pemerintahan. Pembentukan perda APBD sangat penting bagi suatu 
daerah, maka dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 
tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017  
yang akan menjadi pedoman bagi eksekutif dan legislatif agar mampu 
menyusun  APBD 2017 yang benar, sebagai acuan untuk melaksanakan 
pembangunan jangka waktu 1 tahun kedepan. 
Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh 
informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2014-
2019, menggambarkan bahwa dalam pembuatan Perda APBD Provinsi 
Sulawesi Barat terdapat berbagai macam masalah dalam 
pembentukannya, baik dari pihak pemerintah daerah yang mengajukan 
ranperda APBD maupun pada tahap pembahasan yang dilakukan di 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Masalah –masalah diantaranya adalah:  
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1. Dalam pembahasan APBD terlambat dilaksanakan karena Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD) yang diketuai oleh 
sekretaris daerah Provinsi, Draf APBD nya tidak lengkap, atau 
belum siap untuk dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Dalam pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Barat sering terjadi 
keterlambatan dalam pembahasan karena program yang 
dimasukkan dalam pembahasan APBD oleh Tim anggaran 
Provinsi berdasarkan dengan kemauan bukan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat. 
3. Dalam pembahasan APBD, kadang pihak pemerintah dalam hal 
ini Tim Anggaran atau eksekutif melakukan pembahasan secara 
sepihak tanpa mengikut sertakan badan anggaran di DPRD 
Sulawesi Barat yang seharusnya dilibatkan dalam proses 
pembuatan perda.  
Masalah – masalah tersebut di atas merupakan masalah yang 
bersumber dari pihak eksekutif. Sedangkan permasalahan yang biasa 
terjadi dari lembaga legislatif dalam proses pembahasan Peraturan 
Daerah seperti diungkapkan salah satu Anggota di Bidang Persidangan 
yakni : 
1. Terdapat anggaran yang terlalu besar pada beberapa program 
sehingga tidak pro rakyat. Akibat permasalahan demikian, 
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Anggota Legislatif menghapus program yang tidak sesuai tersebut 
dan hanya mengambil program-program yang pro rakyat. 
2. Adanya tarik menarik kepentingan antar Anggota Legislatif. 
Contohnya, Anggota Legislatif yang berasal dari Dapil A tentu 
akan mempertahankan program-program untuk daerahnya, 
begitupula dengan Anggota Legislatif dari Dapil lain. 
3. Pengetahuan teknik pembuatan undang-undang  yang dimiliki 
anggota DPRD masih minim,dalam pembahasan juga tingkat 
emosional anggota dewan tidak bisa dikontrol dalam pembahasan 
karena kadang tingkat emosionalnya tinggi dalam pembahasan 
APBD. 
Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik 
melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui 
hubungan eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan Peraturan 
Daerah tentang APBD dengan mengambil judul penelitian “Analisis 
Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD 







1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka fokus masalah 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses perancangan, pembahasan dan penetapan  
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) 2017 Provinsi Sulawesi Barat ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses 
perancangan, pembahasan, dan penetapan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)2017 
Provinsi Sulawesi Barat? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses perancangan, 
pembahasan dan penetapan  Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Provinsi Sulawesi 
Barat. 
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan Faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses perancangan, pembahasan dan penetapan  
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 





1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya 
yang berfokus pada kajian hubungan eksekutif dan legislatif dalam 
pembuatan perda APBD. 
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pembuatan perda 
APBD dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. 
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi 
mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian 














Tinjauan pustaka merupakan bagian penting untuk memperjelas 
aspek teoritis inti dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 
Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa konsep dan teori yang akan 
digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam 
konsep dan teori yakni tentang pemerintahan daerah, tugas pokok 
pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, hubungan eksekutif dan legislatif, 
peraturan daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pemerintahan daerah  
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah 
Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. 
Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. 
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, 
Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah 
Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara 
demokratis.Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara 
formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban 
Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur 
otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materil, formil, riil. Sebagai 
realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai 




2.1.2 Tugas pokok Pemerintah Daerah 
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara 
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945. 
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa: 
“pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam 
beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak 
dipisahkan6. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-
bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.Pendapat 
tersebut berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan 
bahwa: 
“kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan 
kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and 
balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling 
mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain” 7. 
 
Namun keduanya ada titik kesamaan, yaitu memungkinkan 
adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik 
dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya 
juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan 
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sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang 
memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.  
Menurut de Montesquieu seorang sarjana hukum berkebangsaan  
Perancis yang lahir pada tahun 1689 dalam bukunya yang berjudul: L 
Esprit de Lois disebutkan bahwa dalam suatu kekuasaan pemerintahan 
harus dipisah-pisahkan dalam tiga jenis kekuasaan, baik mengenai 
fungsi dan kewenangannya, maupun tentang alat perlengkapannya. 
Ajaran Montesquieu tersebut dikenal dengan Trias Politica. Secara 
singkat isinya adalah sebagai berikut 8 : 
1. Kekuasaan Legislatif  (le pouvoir legislatif), yaitu kekuasaan untuk 
membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh   
suatu badan perwakilan rakyat (Parlemen / DPRD). 
2. Kekuasaan Eksekutif (le pouvoir executif ), yaitu  kekuasaan  untuk 
melaksanakan undang-undang, mengadakan perdamaian dengan 
negara-negara lain, menjaga tertib, menindas pemberontakan dan 
lain-lain. Kekuasaan itu dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden 
atau raja dengan bantuan kabinet). 
3. Kekuasaan Yudikatif (le pouvoir judikatif), yaitu kekuasaan untuk 
menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan putusan 
apabila terjadi perselisihan antara para warga. Kekuasaan ini 
dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah 
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Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya. Indonesia secara 
eksplisit tidak menganut ajaran Trias Politica. Hal itu diungkapkan 
oleh Moh. Mahmud. MD, bahwa: 
“UUD 1945 tidak menganut ajaran trias politica, karena poros-poros 
kekuasaan di Indonesia tidak hanya terdiri dari tiga melainkan lima, 
yakni legislatif (presiden dan DPR/DPRD), eksekutif (presiden), 
yudikatif (Mahkamah Agung), auditif (Badan Pemeriksa Keuangan) 
dan konsultasi (Dewan Pertimbangan Agung). Disamping kelima 
lembaga tersebut, masih ada lembaga yang sifatnya suprematif, 
yakni Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR). Namun demikian, 
dengan melihat adanya ketiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif 
dan yudikatif, sudah jelas bahwa UUD 1945 sangat dipengaruhi 
oleh ajaran trias politica. Poros-poros kekuasaan Negara yang 
diletakkan pada posisi yang terpisah mutlak, tetapi dijalin oleh satu 
hubungan kerjasama fungsional.9 
Indonesia menganut doktrin trias politica dalam arti pembagian 
kekuasaan, karena pada implementasinya lembaga legislatif, eksekutif 
dan yudikatif adalah lembaga yang paling dominan berperan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Diperlukan 
kemandirian dari masing-masing lembaga tersebut dan tidak adanya 
intervensi satu sama lain. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga 
wibawa masing-masing lembaga tersebut. 
Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti 
diatur di dalam UUD (konstitusi) suatu Negara. Pemerintah dalam arti 
luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang 
bersangkutan disebut pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini 
terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945. Kekuasaan 
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pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Pemerintah 
dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan 
eksekutif saja.10 Ryaas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 
bagian yaitu : 
1. Fungsi pelayanan (public service ) 
2. Fungsi pembangunan (development ) 
3. Fungsi pemberdayaan ( empowering ) 
4. Fungsi pengaturan (regulation )11 
Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan 
adalah menjaga  ketertiban dalam kehidupan  masyarakat sehingga 
setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan 
damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan 
kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya 
sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 






                                                             
10Talidziduhu Ndraha,Op cit,  hlm 74 
11
Afan Gaffar,Syaukani,Ryass Rasyid .Otonomi Daerah.Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian 
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2.1.3 Eksekutif (Pemerintah Daerah) 
Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang terdiri dari Gubernur,Bupati, atau Walikota, dan perangkat 
daerah. Dalam sistem Pemerintahan Daerah, Pemerintah atau Kepala 
Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi yang dapat diartikan sebagai 
perangkat daerah untuk menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan 
jalannya pemerintahan. 12 
Eksekutif berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana. 
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi 
pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh 
pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan 
eksekutif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang 
melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan Negara, untuk 
mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.  
Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-
masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas 
wewenang, dan tanggung jawabnya.   
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah pada pasal 65 menegaskan bahwa Kepala daerah 
mempunyai tugas yang berkaitan dengan pembentukan Perda sebagai 
berikut: 





1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 
pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
bersama DPRD 
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD 
kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan 
menetapkan RKPD 
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
untuk dibahas bersama. 
4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Adapun wewenang kepala daerah yang berkaitan pembentukan 
perda adalah sebagai berikut : 
1. Mengajukan rancangan perda 
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama 
DPRD 
Berdasarkan uraian di atas, tugas dan kewenangan Kepala 
Daerah merupakan hal yang sangat vital di setiap daerah.Hal ini menjadi 
penentu arah setiap kebijakan yang harus dan tidak semestinya 
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dilakukan oleh pemerintah di daerah. Legalitas mengenai tugas dan 
kewenangan tersebut secara jelas diatur dalam peraturan perundang-
undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Salah satu tugas dan kewenangan Kepala Daerah yang berkaitan 
dengan Peraturan Daerah yakni mengajukan rancangan Perda dan 
termasuk APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama 
DPRD. Realitas tersebut menunjukan keterkaitan hubungan yanang erat 
antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melahirkan peraturan yang 
memuat kepentingan rakyat. Selain mempunyai tugas dan kewenangan, 
Kepala Daerah juga  mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :  
1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan 
daya saing daerah. 
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan 
pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi 
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam, dan sumber daya lainnya. 
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Pemerintahan Daerah tidak hanya memiliki kepala daerah  tetapi 
juga memiliki wakil kepala daerah agar mampu bersama-sama 
menjalankan roda pemerintahan. Adapun tugas wakil kepala daerah 
menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah pasal 66 yaitu : 
1. Membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan 
hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan 
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 
hidup. 
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. 
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
diwilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala 
daerah kabupaten/kota.Memberikan saran dan pertimbangan 
kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.  
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diberikan oleh kepala daerah. 
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6. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 
daerah berhalangan. 
 
2.1.4 Legislatif (DPRD) 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah13. DPRD dibentuk sebagai legislatif 
di daerah, kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, 
keanggotaan DPRD dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat.Hal 
ini agar anggota DPRD lebih meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat 
yang telah memilihnya. 
Adapun fungsi DPRD Berdasarkan Undang-Undang No.23 
Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Fungsi DPRD : 
a) Fungsi Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan 
daerah. Hal ini tidak mungkin terwujud apabila mekanisme 
penyusunan Peraturan Daerah bersifat eksklusif dan tertutup. 
Untuk itu, mekanisme penyusunan Perda yang dituangkan dalam 
Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar 
mampu menampung aspirasi rakyat. Fungsi ini dilaksanakan 
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dengan cara membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau 
tidak, menyetujui rancangan Perda Provinsi, mengusulkan usul 
rancangan Perda, menyusun program pembentukan Perda 
bersama Gubernur. 
b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk 
persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang 
APBD provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh 
Gubernur.  
c) Fungsi pengawasan. Dalam hal ini, pihak legislatif mengontrol 
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan 
pemerintah daerah 
  Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan,selanjutnya DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa  
Keuangan, kemudian DPRD provinsi melakukan pembahasan  terhadap 
laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Serta DPRD provinsi dapat 
meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan 
keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
  Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk 
peraturan daerah provinsi bersama  gubernur. Membahas dan 
memberikan persetujuan rancangan  peraturan daerah mengenai 
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anggaran pendapatan  dan belanja daerah Provinsi yang diajukan oleh 
gubernur, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  peraturan 
daerah dan anggaran pendapatan dan  belanja daerah provinsi, 
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  gubernur dan/atau 
wakil gubernur kepada Presiden  melalui Menteri Dalam Negeri untuk 
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian, 
memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
gubernur. 
  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada  pemerintah 
daerah provinsi terhadap rencana  perjanjian internasional di daerah, 
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja  sama internasional 
yang dilakukan oleh pemerintah  daerah provinsi, meminta laporan 
keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan 
pemerintahan  daerah provinsi, memberikan persetujuan terhadap 
rencana kerja  sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga  yang 
membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya 
kewajiban daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, dan  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur  
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  DPRD provinsi memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk 
meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah 
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Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Hak angket adalah hak DPRD 
Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah 
Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Hak 
menyatakan pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar 
biasa yang terjadi  di daerah provinsi disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi 
dan hak angket. 
2.1.5  Hubungan Eksekutif dan Legislatif 
  Sistem presidensial (presidensil), atau disebut juga dengan 
sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di 
mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan 
kekuasaan legislatif 14 . Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet 
Presidensial merupakan kabinet yang menteri–menterinya bertanggung 
jawab kepada presiden, agar para menteri tidak berlindung di bawah 
kekuasaan presiden apabila melakukan kesalahan. Badan legislatif 
(perlemen) dengan badan eksekutif (presiden dan menterinya) harus 
saling mengawasi secara ketat (checking power with power). 
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 Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan 
perwakilan rakyat. Sangat sedikit media tempat di mana eksekutif dan 
legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu alat Daerah disamping 
Kepala Daerah. Di dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut 
diterangkan bahwa: 
“Kontruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang 
serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk mencapai tertib Pemerintahan di daerah .Dengan 
demikian ,maka dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ,ada 
pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama 
tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yaitu kepala Derah yang memimpin di bidang Eksekutif dan Dewan 
Perwakian Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif”15. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tugas 
Pokok Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan Daerah 
atau Administrator, sedangkan tugas pokok DPRD adalah menetapkan 
kebijksanaan Daerah atau Administrator, se-Daerah. Kebijaksanaan itu di 
wujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. Jadi secara singkat DPRD mempunyai dua fungsi, 
yakni: 
(1) Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan 
daerah  
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(2) Sebagai pegawas atau pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang 
dijalankan oleh Kepala Daerah . 
DPRD sebagai mitra kerja eksekutif, tentu dikaitkan dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, DPRD sebagai mitra 
eksekutif bukanlah berarti bekerja sama untuk memenuhi kepentingan 
masing-masing pihak dalam arti kepentingan perseorangan, kelompok 
dan atau kepentingan partai, akan tetapi semata-mata antar dua 
lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan – kebijakan yang telah 
disepakati secara bersama-sama dapat diimplementasikan untuk 
kepentingan rakyat di daerah dan negara. Masing-masing lembaga 
dalam pelaksanaan fungsinya bisa saling memahami akan tugas yang 
melekat pada masing-masing lembaga tersebut secara proporsional, 
tanpa saling mencurigai, membawahi, lebih menonjolkan/mendominasi 
dan lain sebagainya. 
 Pola hubungan antar kepala daerah (eksekutif) dengan DPRD 
(legislatif) terdiri dari 3 pola hubungan  yang secara realistik dapat 
dikembangkan. Ketiga hubungan itu yakni pertama, bentuk komunikasi 
sebagai salah satu proses penyampaian pikiran, perasaan dari 
seseorang kepada orang lain16. Istilah komunikasi (Indonesia) diambil 
dari Perkataan Inggris yaitu Communication.Istilah ini bersumber dari 
bahasa Latin communis, yang dalam bahasa inggris berarti common, 
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yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sama 17 .  
Berkomunikasi berarti kita membangun kebersamaan dengan 
membentuk suatu kontak dalam perhubungan. Ini berarti individu-individu 
saling memberi keterangan, pikiran dan sikap-sikap dalam melakukan 
hubungan18 
 Menurut warther dan Davis bahwa organisasi tidak dapat berdiri 
tanpa komunikasi. Komunikasi merupakan suatu cara untuk 
menghubungi orang-orang lain dengan perantaraan ide, fakta, pikiran 
dan nilai dan merupakan jembatan pengertian diantara orang-orang 
sehingga mereka dapat membagi apa yang mereka rasakan dan yang 
diketahuinya.  
 Kedua, Bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah 
dan pengembangan regulasi.Secara etimologi kerjasama berasal dari 
bahasa Inggris “Cooperation” yang memiliki arti yang sama yakni 
kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang 
atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. kerjasama kemudian 
berkembang dengan munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih 
kontemporer sesuai dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa 
lalu identik dalam usaha perdagangan, pada masa sekarang kerjasama 
menyentuh semua bidang. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun 
politik.  
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 Kerjasama khususnya dalam bidang politik yaitu antara eksekutif dan 
legislatif mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada 
umumnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah (Gubernur) bersama DPRD. Hal ini sesuai 
dengan pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pembahasan 
rancangan Perda dilakukan oleh DPRD  bersama kepala Daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama. Kedua lembaga ini mempunyai 
kedudukan yang sederajat dan memiliki hubungan timbal balik yang 
saling mempengaruhi. DPRD disamping sebagai badan perwakilan 
rakyat, juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan 
kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan. 
Ketiga, klarisifikasi diatas berbagai permasalahan. Klarifikasi 
merupakan bentuk penjelasan dalam hal pembenaran suatu 
masalah.Pada pembahasan pembuatan Perda dibutuhkan klarifikasi agar 
mampu mewujudkan klarifikasi agar mampu menghasilkan keputusan 
yang maksimal. Pada prinsipnya urgensi jenis hubungan antara eksekutif 
dan legislatif tersebut meliputi hal-hal berikut, yaitu: representasi, 
anggaran, pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, 
pengangkatan sekretaris daerah, pembinaan dan pengawasan. Kesemua 
hal tersebut dapat terwujud dan berjalan sebagaimana diharapkan 
bilamana  eksekutif maupun legislatif memiliki visi bersama yaitu suatu 
visi yang bukan saja menyangkut kelembagaan, tetapi juga secara 
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individual mereka merasa benar-benar terikat (committee), karena hal 
tersebut mencerminkan visi pribadi masing-masing. 
Hubungan antara Pemerintah Daerah  (eksekutif) dan DPRD 
(legislatif) dalam konteks tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif 
bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Karena itu 
pola hubungan yang seimbang antara dua lembaga tersebut perlu terus 
menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di 
daerah19 
Hubungan legislatif dengan eksekutif akan muncul berkaitan 
dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing terutama 
bidang tugas yang menjadi urusan bersama dalam pembuatan Perda 
APBD . DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama 
melakukan kolaborasi hubungan dalam bentuk komunikasi, kerjasama 
dan klarifikasi yang bersifat resiprokal (dua arah), artinya memiliki 
hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara kedua  lembaga 
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2.1.6 Peraturan Daerah  
Peraturan Daerah (Legislasi)  dalam arti sempit merupakan proses 
dan produk pembuatan undang-undang. Legislasi dalam arti luas 
termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-
peraturan lain yang mendapat pendelegasian kewenangan dari undang-
undang (delegation of rule makingpowerby the laws).  Hukum Bambang 
Palasara menuturkan bahwa Peraturan Daerah mempunyai kedudukan 
yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.20 
Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional,Perda memiliki 
beberapa fungsi, yaitu: 
1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah 
dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 
dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.  
2. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta 
penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya 
tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.  
3. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 
daerah.  
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4. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.21 
 Proses pembentukan suatu Undang-Undang atau perda dapat 
diurut sebagai berikut: 
a) Tahap Perencanaan 
Tahap pertama pembentukan UU atau perda (provinsi maupun 
kabupaten/kota) pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan 
tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk program legislasi. 
Untuk program pembentukan undang-undang disebut program legislasi 
nasional (Prolegnas), sedangkan untuk program pembentukan perda 
disebut program legislasi daerah (Prolegda) provinsi, kabupaten/kota. 
Program legislasi nasional (Prolegnas) adalah instrument perencanaan 
program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, 
terpadu dan sistematis sedangkan program legislasi daerah (Prolegda) 
adalah instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah yang 
disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. 
b) Tahap Perancangan 
1) Perumusan Ranperda dilakukan dengan mengacu pada naskah 
akademik; 
2) Hasil naskah akademik akan menjadi bahan pembahasan 
didalam rapat konsultasi; dan  
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3) Pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk 
memantapkan konsepsi terhadap ranperda yang direncanakan 
pembentukannya secara menyeluruh (holistis). 
4) Pembentukan Tim Asistensi.Tim asistensi dibentuk guna 
membahas/ menyusun materi ranperda dan melaporkannya 
kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang 
dihadapi. 
5) Konsultasi Ranperda dengan pihak-pihak terkait 
6) Persetujuan Ranperda oleh kepala daerah. 
 
c)  Tahap Pembahasan 
Pada tahap pembahasan, Ranperda dibahas oleh DPRD dengan 
Gubernur, Bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
Sebagaimana diketahui Ranperda dapat berasal dari DPRD dan dapat 
pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan rancangan 
peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan rancangan 
peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan peraturan 
daerah.  Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah 
tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak 





d) Tahap Pengundangan 
Undang-undang atau perda yang telah ditetapkan, selanjutnya 
diundangkan dengan menempatkannya didalam lembaran daerah oleh 
sekertaris daerah, sedangkan penjelasan perda dicatat didalam 
tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah, atau oleh kepala biro 
hukum/ kepala bagian hukum. 
e) Tahap Sosialisasi 
Meskipun Perda telah diundangkan didalam lembaran daerah, 
namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa 
masyarakat telah mengetahui eksistensi perda tersebut. Oleh karena itu, 
Perda yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula 
disosialisasikan. 
f) Tahap Evaluasi 
Untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh sebuah Perda 
setelah diberlakukan, maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui evaluasi 
akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan Perda yang sedang 
diberlakukan, yang selanjutnya guna menentukan kebijakan-kebijakan, 
misalnya apakah perda tetap dipertahankan atau perlu direvisi22.   
 Namun, berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
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menyatakan bahwa Pembentukan Perundang-undangan mencakup 
tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan dan pengundangan. Tahapan tersebut adalah prosedur baku 
yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Perudang-
undangan termasuk Peraturan Daerah. 
 Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan Kepala 
Daerah bersama DPRD. Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 
tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah menyatakan bahwa 
inisiatif pembentukan peraturan yang berasal dari kepala daerah 
dilakukan oleh sekretariat daerah/bagian hukum dengan mekanisme 
berikut ini:  
1. Rancangan peraturan daerah disusun oleh pimpinan unit kerja 
berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dan rancangan 
peraturan daerah dibentuk oleh tim antar-unit kerja dimana ketua 
tim berasal dari pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala 
daerah. 
2. Konsep rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh unit kerja 
harus dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari: 
maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan 




3. Konsep yang telah disusun oleh kerja disampaikan kepada 
sekretariat daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat 
daerah menugaskan kepada biro/ bagian hukum untuk melakukan 
harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. 
4. Biro hukum atau bagian hukum akan mengundangkan pimpinan unit 
kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep 
peraturan daerah yang diajukan. 
5. Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan (konsep final) untuk 
diteruskan kepada kepala daerah kemudian kepala daerah 
mengadakan pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah. 
6. Konsep rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh 
kepala daerah berubah menjadi rancangan peraturan daerah. 
7. Rancangan peraturan daerah disampaikan kepala daerah kepada 
ketua DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan 
dewan.23 
   Sementara tata cara  penyusunan rancangan peraturan daerah 
yang berasal dari inisiatif DPRD diatur di dalam peraturan tata tertib 
DPRD. Misalnya, pasal 138 Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 01 tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat menyatakan bahwa :  





1. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang Anggota DPRD yang 
mengajukan usul prakarsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah; 
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan 
kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Ranperda disertai penjelasan 
secara tertulis dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD; 
3. Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada 
Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan 
Musyawarah; 
4. Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat(3); 
5. Pembicaraan mengenai suatu usul prakarsa dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada : 
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya; 
b. Gubernur untuk memberikan pendapat; 
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para  
anggota DPRD dan pendapat Gubernur. 
6. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para  
pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya 
kembali; 
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau 
menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD; 
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8. Tata cara pembahasan Ranperda atas prakarsa DPRD mengikuti 
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Ranperda atas prakarsa 
Gubernur. 
  Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan 
tahap pembicaraan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu 
tahap pembuatan peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan 
daerah dilakukan setelah tahap rancangan peraturan daerah telah 
disetujui dan layak dibahas pada sidang paripurna. 
Dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan rancangan 
peraturan daerah merupakan tahap pengambilan keputusan 
terbentuknya suatu peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang 
telah disetujui pada tahap pembahasan, disampaikan kembali oleh 
pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai 
peraturan daerah. 
2.1.7Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017, Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan  pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Struktur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 bahwa 
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Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan 
Daerah; 2. Belanja Daerah dan; 3. Pembiayaan Daerah.  
1. Anggaran pendapatan daerah, terdiri atas:  
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 
penerimaan lain-lain.  
2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.  
3) Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana 
darurat.  
2. Anggaran belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.  
3. Pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 
Tahapan Penyusunan APBD, sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan 
bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di daerah untuk jangka 
panjang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen 
tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini dijelaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang 
menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, 
dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada 
RPJP Daerah.   
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci 
tiap tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang 
dikenal dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 
harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur). Sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa 
penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum 
tahun anggaran berkenaan.  
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya 
menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini 
berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara 
keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra 
SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana 
Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) 
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dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang sudah ditetapkan.   
Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), 
dokumen-dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas 
yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang 
menjadi dasar bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan 
daerah, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 2) bahwa : RKPD menjadi pedoman 
penyusunan RAPBD.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 
ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan 
Kebijakan Umum APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan 
bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD 
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.   
Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang 
menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan 
Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran 
Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan 
APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  Selanjutnya 
dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa berdasarkan kebijakan 
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umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD 
membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang 
disampaikan oleh kepala daerah.   
Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan 
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa 
setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku 
ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan 
rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu 
I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun.  
Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen 
perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk 
dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 
berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni.   
Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran 
DPRD. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas 
selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing 
dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama 
antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Pasal 87 
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ayat 3) dijelaskan bahwa : Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang 
telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya 
disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun 
anggaran berjalan.  
Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama 
sebagaimana dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan 
Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 
sebagai acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam 
menyusun RKA SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan menurut 
bentuk dan tatacara yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman 
Penyusunan RKA-SKPD seperti telah disebutkan, para Kepala SKPD 
beserta staf melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas 
dan fungsinya serta menurut ketentuan lainnya yang berlaku. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) dan (2) 
menyatakan bahwa :  
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.  
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya 
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  
Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek 
seperti kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen 
lainnya dan dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan 
42 
 
RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan 
penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan.  
Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya 
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 
PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.  
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
Pasal 103 ayat (1), (2), (3) dan (4) selanjutnya dinyatakan bahwa :  
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun 
oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 
(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD 
disosialisasikan kepada masyarakat.  
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi 
mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat 




(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 
dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan 
keuangan daerah.  
Jika telah dilakukan sosialisasi oleh Sekretaris Daerah, Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
tersebut beserta Nota Keuangannya kepada DPRD untuk dibahas lebih 
lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama, yang dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 43, menyebutkan 
bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah 
tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 
pendukungnya pada Minggu Pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya 
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.   
Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah 
Daerah dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan 
tata tertib DPRD yang bersangkutan, antara lain dengan melalui rapat-
rapat kerja dengan SKPD. Dengan kata lain bahwa pembahasan di 
DPRD melibatkan SKPD yang bersangkutan, apabila SKPD tersebut 
sudah mendapat kesempatan untuk dibahas rancangan kegiatan dan 
anggarannya yang tercantum dalam Rancangan APBD. Setelah melalui 
pembahasan di DPRD antara pemerintah daerah/SKPD dan DPRD, dan 
telah menemukan atau menghasilkan kesepakatan dalam bentuk 
keputusan bersama, maka dianggap bahwa pembahasan pada tingkat 
44 
 
daerah di DPRD sudah berakhir, untuk dilanjutkan pada tahap 
berikutnya.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 
ayat (1) dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan 
Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 
yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan 
bersama antara Kepala daerah dengan DPRD selesai, maka 
pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir 
dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD seperti tersebut di atas, Kepala Daerah 
selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD.  
Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Provinsi tersebut 
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sedang 
Kabupaten/Kota ke Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi 
terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang 
menegaskan bahwa : (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur 
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tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri 
untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan 
dimaksud. Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh Gubernur yang 
bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di 
daerah. 
Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi 
Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya 
dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur dan 
selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Mengenai 
ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut:  
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(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD 
dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.  
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 
tahun anggaran sebelumnya.   
Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka 
berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan 
APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses 
atau tahap perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah 
berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan.  
Berdasarkan penjelasan Tahapan Penyusunan APBD yang telah 
dijelaskan diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut : 









KUA dan PPAS 






Rancangan KUA dan 
Rancangan PPAS 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD  Provinsi 
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2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
DPRD sebagai lembaga Legislatif adalah badan atau lembaga 
yang berwenang untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) dan sebagai 
kontrol terhadap Pemerintahan. Sedangkan Eksekutif adalah lembaga 
yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya 
tersebut maka antara pihak Legislatif dan Eksekutif dituntut untuk 
melakukan kerjasama yang baik dalam proses pembuatan Perda. 
Peraturan daerah yang merupakan produk hukum daerah dapat 
dibagi dalam dua kategori yakni perda yang bersifat  insedentil dan perda 
yang bersifat rutin. APBD Perda yang bersifat insedentil dapat 
dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dan Pemerintah Daerah 
(Kepala daerah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. 
Sedangkan  perda yang bersifat rutin (APBD) merupakan kewenangan 
eksekutif dalam hal perancangannya. Tahap perancangan Perda APBD 
pada dasarnya merupakan ranperda yang diusulkan oleh eksekutif 
namun pembahasan dan penetapannya tetap bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(legislatif). 
Peraturan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dibuat untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pengelolaaan 
keuangan daerah selama 1 tahun pemerintahan. Penyusunan Perda 
APBD harus berdasar pada Peraturan Menteri yang dikeluarkan setiap 
tahunnya yang menjadi pedoman penyusunan Perda APBD. Seperti 
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halnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31 tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017.Dalam proses pembuatan Perda APBD tersebut 
dimulai dari tahapan perancangan sampai pada tahap penetapan Perda 
yang merupakan kewenangan Kepala Daerah dan DPRD. 
Proses pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat telah 
mengikuti prosedur penyusunan APBD yang ada. Namun, dalam proses 
perancangan Perda APBD tidak maksimal. Hal ini ditunjukan dengan 
dengan dikembalikannya KUA PPAS ke pihak eksekutif akibat adanya 
berbagai kendala. Hal ini membuat proses pembahasan cenderung 
lamban dan dinamis. Sedangkan proses penetapan dilakukan tepat 
waktu. Dalam proses tersebut melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, 
namun hubungan antar keduanya terlihat tidak terlalu baik. Hal ini terlihat 
dalam proses pembahasan, dimana pihak eksekutif dan legislatif saling 
mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan 
lambatnya RAPBD  diserahkan ke Kemendagri.   
Dalam proses perancangan, pembahasan, dan penetapan Perda 
tentang APBD Sulawesi Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor yang 
mendukung seperti peraturan perundang-undangan dan komunikasi 
yang baik. Sedangkan faktor yang menghambat yakni perubahan 
kelembagaan di lingkup pemerintahan sulawesi barat, pemahaman 
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Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyelenggara Pemerintahan dan 
kepentingan politik. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan secara 
singkat proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda APBD 
yang dapat menunjukan hubungan pihak eksekutif dan legislatif beserta 
faktor yang berpengaruh di dalamnya melalui kerangka konseptual 
berikut 

















- UU No 23 Tahun 2014 
- UU No. 12 Tahun 2011 
- Permendagri No.31 Tahun 
2017 
Proses Pembuatan Perda APBD 












 Perubahan kelembagaan di 
lingkup pemerintahan 
sulawesi barat 
 Pemahaman Sumber Daya  
Manusia 
 Partisipasi Penyelenggara 
Pemerintahan 
 kepentingan politik. 






 Bab III merupakan bagian yang menjalaskan metode penelitian 
yang digunakan penulis pada saat melakukan penelitian, Garis besar 
yang terdapat dalam bab ini, diantaranya lokasi penelitian, latar 
penelitian, tipe penelitian yang digunakan, sumber data,  teknik 
pengumpulan data, infrorman penelitian, yang akan menjadi narasumber 
dalam penelitian serta teknik analisis data yang digunakan sebagai 
tindak lanjut untuk mengolah data yang telah diperoleh dilapangan 
menjadi data yang lebih rinci, jelas, sehingga tujuan penelitian dapat 
tergambar lebih jelas.   
 
3.1 Tempat  dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dimana titik 
pengambilan data pada Kantor Gubernur dan DPRD untuk mengetahui 
proses pembuatan Perda APBD 2017. Penelitian ini dilakukan mulai 
tanggal 20 Desember 2016 sampai 20 februari 2017. 
3.2 Tipe  Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Tipe 
penelitian ini akan memberikan gambaran tentang hubungan eksekutif 




    3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian. Teknik–teknik tersebut meliputi Observasi, Interview 
(wawancara), studi pustaka dan dokumentasi. Lebih lanjut, teknik-teknik 
tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
1) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan 
obyek penelitian. Peneliti mengikuti langsung proses pembuatan 
Perda APBD Sulawesi Barat Tahun 2017. 
2) Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Peneliti telah 
melakukan wawancara langsung dengan informan terkait seperti 
proses perancangan, penetapan dan pembahasan Perda APBD, 
hubungan eksekutif dan legislatif dalam prosesnya, serta faktor-
faktor yang berpengaruh di dalamnya. 
3) Studi Pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 




4) Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 
 
3.4  Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini dipilih karena dianggap paling banyak mengetahui atau 
bahkan terlibat langsung dalam kerjasama pemerintahan daerah dalam 
pembuatan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.Pemilihan 
informan dalam penelitian ini dengan teknik penarikan sample secara 
subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, peneliti menganggap 
bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan 
bagi penelitian yang akan dilakukan.  
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 
2) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
3) Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
4) Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
5) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat 
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6) Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat  
7) Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat 
8) Kepala bagian pemerintahan umum Provinsi Sulawesi Barat 
9) Kepala badan pengelola keuangan pembangunan daerah 
10) Kepala bagian persidangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
11) Kasubag Risalah dan Pelaporan DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
 
3.5 Sumber Data 
Data yang digunakan dalam proposal penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder : 
1) Data Primer 
Data primer terdiri dari : 
a) Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui kondisi 
keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Pemerintah Daerah di Provinsi Sulbar. 
b) Hasil wawancara, dilakukan pada informan baik itu dari pihak 
aparat atau pejabat pemerintah daerah sebagai lembaga 
eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Tujuan akhir 
yang ingin dicapai adalah memperoleh, menganalisis 
hubungan pemerintahan daerah baik itu pemerintah daerah 
(eksekutif) maupun DPRD (legislatif) sebagai mitra dalam 




2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan - laporan, maupun arsip - arsip resmi yang 
diperoleh dari pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sulbar 
 
 
3.6 Definisi Konsep 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian disusun defenisi konsep  yang dijadikan acuan dalam 
penelitian ini antara lain :  
1. Proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimaksud terdiri atas : 
a) Tahap Perancangan. Penyusunan rancangan Perda APBD 
dilakukan oleh pemerintah daerah  sebelum diserahkan 
kepada pihak DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama 
menjadi Peraturan Daerah. 
b) Tahap pembahasan. Ranperda dibahas oleh DPRD dengan 
Gubernur, Bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan 
bersama. 
c) Tahap Penetapan. Proses ini dilakukan setelah RAPBD 
dibahas bersama eksekutif dan legislatif kemudian 
menetapkan RAPBD menjadi Perda. 
2. Fungsi eksekutif atau Kepala Daerah Provinsi dalam pembentukan 
Peraturan Daerah yang dimaksud antara lain: 
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a) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah 
b) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD 
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 
3. Fungsi legislatif atau DPRD Provinsi dalam pembentukan Peraturan 
Daerah yang dimaksud antara lain: 
a) Membahas dan menyetujui Perda atau tidak bersama 
Gubernur. 
b) Menyetujui rancangan Perda Provinsi 
c) Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi 
d) Menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur 
 
 
3.7 Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyempurnaan data kedalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk 
menggambarkan secara sistematis fakta dan data yang diperoleh serta 
hasil penelitian, baik dari hasil studi lapang maupun studi literature untuk 
memperjelas gambaran hasil penelitian. Tahapan analisis data yang 
dilakukan oleh penulis, yaitu: 
a. Pengelompokan data. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang 
dilakukan oleh peneliti  dalam rangkaian analisis data untuk 
mengelompokkan hasil temuan  diantaranya hasil wawancara dari 
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setiap informan, hasil studi pustaka yang dilakukan dan dokumen 
yang diperoleh penulis. 
b. Reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data 
mentah, dengan menggunakan alat seperti alat perekam, catatan 
lapangan serta observasi yang dilakukan penulis selama berada di 
lokasi penelitian. Pada tahapan ini penulis sekaligus melakukan 
proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan data dari 
catatan lapangan dan transkrip hasil wawancara. 
c. Analisis Isi. Tahapan analisis dilakukan berdasarkan hasil reduksi 
data penelitian untuk mendapatkan tingkat perbedaan dan 
hubungan atau korelasi dari setiap temuan baik hasil wawancara, 
studi pustaka dan dokumen. 
d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada Bab ini diuraikan keadaan dan hasil penelitian dilokasi dan 
mendeskripsikannya. Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu tentang 
gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat dari berbagai aspek, proses 
pembuatan Perda APBD Tahun Anggaran 2017 termasuk didalamnya 
proses perancangan, pembahasan dan penetapan, serta faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap proses pembuatan Perda tersebut. 
4.1  Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat 
4.1.1 Sejarah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat 
Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" 
dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling 
memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar. Semangat 
"Sipamandar" inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat 
Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. 
Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan 
Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di 
rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri 




Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana 
pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah 
H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 
1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin 
Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde 
Baru perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang 
akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa 
Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh 
masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang 
diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga 
telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu 
dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung 
Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang 
pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan 
dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan 
Kab. Polman.  
Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di 
atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak 
sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya 
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan 
kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali 
Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.Sejak tahun 2005, 
tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali Mamasa) resmi terpisah 
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dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan 
ibukota Provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali 
Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten 
Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa). 
Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah 
satu daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Sulawesi 
Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting 
yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi 
geografisnya yang bergunung-gunung dengan sarana prasarana jalan 
yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa 
kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering 
berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis 
dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal 
tahun 1960an. 
Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum 
Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa 
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat 
menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang 
sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidak 
setujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan 
Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan 
utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), 
pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan 
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pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap 
Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh 
pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan 
Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di 
Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. 
Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih 
dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh 
permasalahan permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat 
yang belum memiliki titik temu. 
Sulawesi Barat atau disingkat SULBAR merupakan pemekaran 
dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan propinsi ke – 33 dan 
diresmikan sejak 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang Undang Nomor 
26 Tahun 2004, dengan ibukota provinsi adalah Mamuju – Kabupaten 
Mamuju. Letak Sulawesi Barat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi 
5 (lima) Kabupaten yaitu : Kabupaten Mamuju Utara, Kabupatan 
Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan 
Kabupaten Mamasa. 58 Kecamatan, 50 Kelurahan dan 393 desa.Luas 
wilayah 16.937,18 km2, jumlah penduduk sekitar 1.070.475 jiwa dengan 
komposisi penduduk 80% petani dan 7,5% nelayan dengan tingkat 





4.1.2 Keadaan Geografis  
 Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 
0012’ – 30 38’00 Lintang Selatan dan 1180 43’15 – 1190 54’3 Bujur 
Timur, dengan batas-batas wilayah: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Sulawesi Selatan 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
 Sebelah Selatan dengan Sulawesi Selatan. 
Selanjutnya, jarak antara Ibukota provinsi yakni Mamuju ke 
daerah-daerah kabupaten/kota: 
 Mamuju-Majene  : 143 km 
 Mamuju-Polewali Mandar : 199 km 
 Mamuju-Mamasa  : 292 km 
 Mamuju-Mamuju Utara : 276 km 
 Mamuju-Mamuju Tengah : 115 km 
Akhir tahun 2015, wilayah administrasi provinsi Sulawesi Barat 
terdiri dari 6 wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.39 tahun 2015 dengan Luas wilayah tercatat 810,405 Km2, 
dimana kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 2,022 Km2 , 
kabupaten Mamasa dengan luas wilayah 2,985 Km2 , kabupaten Mamuju 
Utara dengan luas wilayah 3,044 Km2 , kabupaten Majene 948 Km2 , 
kabupaten Mamuju 4,999 Km2dan kabupaten Mamuju Tengah 3,014 
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Km2.24 Pembagian wilayah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Barat dipresentasikan dalam gambar berikut. 
Gambar 3. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota  




Sumber: Publikasi Dalam Angka Provinsi Sulawesi Barat, 2016 
 
Presentase gambar pembagian luas wilayah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Barat diatas, dapat dilihat dalam peta Provinsi 
Sulawesi Barat dalam gambar 3 berikut. 







                                                             
24







Majene Polewali Mandar Mamasa
Mamuju Mamuju Utara Mamuju Tengah
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Sulawesi Barat terdapat 2 gunung dengan ketinggian diatas 2.500 
meter diatas permukaan laut. Gunung tersebut ini berdiri tegak di 
kabupaten Mamuju. Luas wilayah provinsi Sulawesi Barat tercatat 
16.937,16 kilometer persegi yang meliputi 5 kabupaten. Kabupaten 
Mamuju sebagai kabupaten terluas dengan luas 8.014,06 kilometer 
persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 47,32 persen dari 
seluruh wilayah Sulawesi Barat. 
 
4.1.3 Wilayah Pemerintahan 
 Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya merupakan bagian dari 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 
Tahun 2004, Sulawesi Barat dimekarkan menjadi sebuah provinsi yang 
otonom. Sejak berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat terlah terjadi 
perkembangan yang cukup signifikan di bidang pemerintahan, dimana 
pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) kabupaten. Pada tahun 2004 
dimekarkan menjadi 5 kabupaten selanjutnya pada tahun 2013 













Tabel 1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Barat, 2015 
Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Kelurahan Unit Pemukiman 
Transmigrasi (UPT) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Majene 8 62 20 - 
Polewali Mandar 16 144 23 - 
Mamasa 17 168 13 - 
Mamuju 11 88 11 - 
Mamuju Utara 12 59 4 - 
Mamuju Tengah 5 54 - 2 
Sulawesi Barat 69 575 71 2 
Sumber: Pemutakhiran Master File Desa, 2015 
 Berdasarkan data di atas, kabupaten dengan jumlah kecamatan 
yang terbanyak yakni kabupaten Mamasa dengan jumlah Kecamatan 
sebanyak 17 dan jumlah Desa sebanyak 168. Sedangkan Kabupaten 
yang mempunyai kecamatan paling sedikit yakni kabupaten Mamuju 
Tengah dengan jumlah 5 Kecamatan dan Desa berjumlah 54. 
 
4.1.4 Penduduk dan Ketenagakerjaan 
 Penduduk Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 
2015 berjumlah 1.282.162 jiwa yang terdiri atas 643.118 Jiwa penduduk 
laki-laki dan perempuan sebanyak 639.044 jiwa.  Dibandingkan dengan 
proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, provinsi Sulawesi Barat 
mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen. Sementara itu besarnya 
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angka rasio jenis kelamin tahun 2010 penduduk laki-laki terhadap 
perempuan sebesar 100,94 
Kepadatan penduduk di provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 
mencapai 76 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah 
tangga 4,5 orang, Kepadatan penduduk di 6 kabupaten cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kabupaten Polewali 
Mandar sebesar 209 jiwa/km2 dan terendah di kabupaten Mamuju 
Tengah sebesar 40 jiwa/km2. 
 
Gambar 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Barat (Km2), 2015 
 
 
Sumber: Publikasi Dalam Angka Provinsi Sulawesi Barat, 2016 
  
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sulawesi Barat pada di 
Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 









Perempuan 83828 215830 75130 130506 75075 58675




jumlah tersebut, 14.261 orang adalah perempuan dan 6.267 orang 
adalah laki-laki.Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 
berpendidikan terakhir Universitas yaitu sebesar 87,88 persen (18.039 
pekerja) 
Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang 
berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan 
Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam 
Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang 
mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka 
yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan 
lainnya. Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Barat pada tahun 2013 
berjumlah 802.824 jiwa.  
Dari seluruh penduduk usia kerja, yang masuk menjadi angkatan 
kerja berjumlah 560.762 jiwa atau 69,84 persen dari seluruh penduduk 
usia kerja. Tingkat angka ini merupakan rasio antara pencari pekerjaan 
dan jumlah angkatan kerja. Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian 
besar penduduk Sulawesi Barat bekerja di sektor pertanian yang 
berjumlah 314.290 orang atau 57,27 persen dari jumlah penduduk yang 
bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar 







Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut 
Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama di Provinsi Sulawesi 
Barat, 2015 
 



























Majene 70890 4133 75023 35747 
Polewali Mandar 195506 7421 202927 94072 
Mamasa 75270 1475 76745 24687 
Mamuju 121587 4776 126363 54010 
Mamuju Utara 74237 1085 75322 30029 
Mamuju Tengah 58415 1754 60169 22350 
Sulawesi Barat 595905 20644 616549 260895 
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, 2015 
 
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.282.162 
jiwa. Penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang bukan merupakan 
angkatan kerja yang paling tebesar ada di kabupaten Polewali Mandar 
sebesar 94072 sedangkan yang terkecil sebesar 22350 
 
4.1.5 Kondisi Sosial  
 Jumlah sarana ibadah di Sulawesi Barat pada tahun 2015 terdiri 
dari tempat ibadah agama Islam berupa masjid 2.151 unit, dan 
mushollah 348 unit. Tempat ibadah agama katholik 105 unit, Kristen 
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Protestan 886 unit, Pura dan Wihara masing-masing sebanyak 44 unit 
dan 4 unit. 
 
Tabel 3. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis 
Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di 
Provinsi Sulawesi Barat, 2015 
 















7-12 1,51 97,25 1,24 
13-15 1,04 87,99 10,97 
16-18 1,63 64,65 33,72 
19-24 2,52 22,72 74,75 
7-24 1,68 73,24 25,07 
Perempuan 
7-12 0,80 98,87 0,33 
13-15 0,19 91,71 8,10 
16-18 0,63 69,92 29,45 
19-24 1,12 21,26 77,62 
7-24 0,75 72,56 26,69 
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2015 
Partisipasi sekolah terendah terjadi pada penduduk umur 19-24 
tahun pada laki-laki dan perempuan. Ada 2,52  persen laki-laki dan 1,12 
persen perempuan pada usia tersebut belum/tidak pernah sekolah. 
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat 
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pada tahun 2015 dengan menggunakan metode baru mencapai 62,96. 
Capaian IPM Sulawesi Barat terus menerus mengalami peningkatan. 
Pada tahun 2010 misalnya, IPM Sulawesi Barat mencapai 59,74. Naik 
menjadi 60,63 di tahun 2011 dan pada tahun 2012-2014 masing-masing 
menjadi 61,01; 61,53; dan 62,24. 
 
Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 

























Majene 26,61 25,92 24,33 24,74 25,79 
Polewali 80,40 78,02 74,50 75,67 77,90 
Mamasa 21,74 20,98 20,63 21,11 22,58 
Mamuju 26,42 25,63 25,20 25,92 17,96 
Mamuju Utara 8,01 7,67 7,03 7,03 7,86 
Mamuju 
Tengah 
- - - - 8,39 
Sulawesi 
Barat 
163,18 158,22 151,69 154,69 160,48 
Catatan: 1. Data tahun 2011-2014 Mamuju Tengah masih tergabung dengan 
Kabupaten Mamuju/Data 2011-2014 
 2. Data tahun 2011-2014 menggunakan data bulan September, 2015 
menggunakan data Maret 
 
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional. 
Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk miskin menurut 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun menurun 
kecuali di Kabupaten Mamasa pada tahun 2015 mengalami kenaikan. 
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Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah pada 
tahun 2015 baru terdata sebab Kabupaten Mamuju baru dimekarkan 
pada tahun 2015. Berikut perkembangan persentase jumlah penduduk 
miskin hingga dari tahun 2011 hingga tahun 2015. 
 
Gambar 6. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin 
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2015 
 
Dari persentase diatas, diketahui bahwa Kabupaten dengan 
persentase tertinggi berada di Kabupaten Poliwali yang mengindikasikan 
bahwa tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun semakin menurun. 
 
4.1.6 Kondisi Sumber Daya Alam 
 Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam yang 
bervariasi mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
peternakan sampai Ha, sawah beririgasi setengah teknis 2.813 Ha. 
Sawah beririgasi non teknis 26.012 Ha, total saluran irigasi mencapai 
29.433  km. Potensi ini belum termasuk lahan palawija seluas 11.441 Ha 
dan lahan holtikultura serta sayur-mayur seluas 5.220.363 Ha. Dengan 





Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara Mamuju Tengah
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253.885 ton yang dipanen di atas areal seluas 59.766 Ha atau sayur 
mayor sebanyak 683.965 ton. 
 Di sektor hutannya 1.120.583 atau 67 % luas wilayah provinsi 
Sulawesi Barat , mempunyai hutan lindung seluas 700.020 Ha, hutan 
terbatas 341.904 Ha dan hutan tetap 78.659 Ha. Hutan-hutan inilah 
menghasilkan 51.306 ton kayu dan 2.927 ton rotan dan damar. 
Sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi ini menghasilkan 18.456 
ton ikan pada 2005, terdiri atas 37.720,4 perikanan laut dan 4.362 ton 
perikanan darat.  
 Di sektor peternakan, pada tahun 2005 ternak besarnya terdiri 
atas 75.301 sapi, 12.421 ekor kerbau dan 8.285 ekor kuda. Sementara 
ternak kecilnya terdiri atas 179.530 ekor kambing dan 102.866 ekor 
babi.Populasi itik berjumlah 1.661.893 ekor, ayam rasnya sebanyak 
178.958 ekor dan ayam kampung mencapai 4.033.456 ekor kerbau. 
10.789 ekor kuda, 243.235 ekor kambing dan 122.948 ekor babi.Populasi 
ungags juga bertambah, mencakup ayam kampung 4.891,449 ekor, 
ayam potong sebanyak 447.795 ekor, ayam petelur sebanyak 180.651 
ekor dan itik sebanyak 180.651 ekor dan itik sebanyak 1.716.252 ekor. 
 Lahan perkebunan seluas 342.917 Ha, terbagi dalam perkebunan 
rakyat seluas 278.014 Ha dan perkebunan besar swasta seluas 64.903 
Ha. Komoditas unggulan di sektor perkebunan adalah kakao dengan luas 
lahan 116.425 Ha menghasilkan 144 ton, kelapa dalam dengan luas 
lahan 54.180 Ha menghasilkan 52.259 ton, kelapa sawit dengan luas 
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lahan 14.890 Ha menghasilkan 6.000 ton dan kopi robusta dengan luas 
lahan 18.835 ha menghasilkan 7.065 ton. 
 Di sektor pertambangan dan energy, potensi sumberdaya 
alamnya meliputi batu bara dengan potensi 322.142.102 ton.Kedua 
potensi ini terdapat di kabupaten Mamuju.Potensi bijih besi sebesar 
88.819 ton terdapat di kabupaten Polewali Mandar, potensi tembaga 
50.000 ton, zeng dan mangan 15.000 ton. Semua potensi ini terdapat di 
Karossa, Kabupaten Mamuju .Potensi pasir kuarsa sangat besar, 
sebanyak 3.534.411 ton dan zeolite di kabupaten Mamasa dengan 
potensi sebesar 17.057.600 ton, kaolin di kabupaten Polewali Mandar 
dengan potensi sebesar 570.937 ton, batu gamping sebesar 3.864.43p 
ton di kabupaten Majene serta potensi marmer dengan potensi sebesar 
570.937 ton.Setelah eksporasi, potensi minyak dan gas bumi terdapat di 
kabupaten Bloka Surumanal Pasangkayu, Kurna , Budang Budong dan 
Karama. 
 
4.1.7. Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
 Menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah, dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah, dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 
 
a. Sejarah Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Kepala daerah (eksekutif) yang biasanya dikenal sebagai 
Gubernur merupakan pemimpin di daerah. Kepala daerah sebagai 
pengatur, pengambil kebijakan dan keputusan dan mengayomi 
masyarakat. Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki kepala daerah sejak 
tahun 2005-2017 sampai saat ini yang telah berganti selama 5 kali dalam 
perputaran roda pemerintahan. Berikut daftar Gubernur Sulawesi Barat 











Tabel 5. Gubernur Sulawesi Barat dari masa ke masa provinsi 
Sulawesi Barat  tahun 2005-2017 
 





















































































b. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaaan Rencana pembangunan 
daerah serta peraturan menteri dalam negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 
tentang pelaksanaan peraturan pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 
tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 
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pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi adalah rumusan umum 
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
 Berkenaan dengan dasar aturan di atas, dan berlandaskan pada 
pencapaian periode sebelumnyaserta upaya-upaya pembangunan yang 
berjalan pada periode ini dilakukan akselarasi untuk mendukung 
perekonomian yang lebih sejahtera, wilayah daerah yang majuserta 
manusia dan masyarakat malaqbi, dengan fokus pada akselarasi”, serta 
mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang 
ada di Sulawesi Barat serta budaya masyarakat, maka Visi 
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2016 adalah 
“Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan 
Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016”. 
Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi, diartikan sikap dan kondisi 
pemerintah dan masyarakat Sulawesi Barat yang memiliki  
komitmen dalam melaksanakan pembangunan yang lebih cepat 
dengan mendayagunakan segala sumber daya ekonomi, social, 
budaya dan politik sehingga Sulawesi Barat dapat mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkeadilan. 
Berkeadilan maksudnya adalah bukan hanya sekedar tumbuh 
lebih cepat tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tetap 
menjamin kelestarian lingkungan. 
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2. Kesejahteraan Masyarakat, diartikan suatu kondisi kehidupan 
masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan social, menikmati 
pelayanan kebutuhan umum yang baik, dalam perkembangan 
daerah yang terus meningkat daya saingnya. 
Misi pemerintah daerah merupakan hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari visi daerah. Misi merupakan penjabaran dari visi yang 
merupakan program umum daerah untuk membantu pencapaian Visi 
daerah. Misi Sulawesi Barat tahun 2011-2016 sebagai berikut: 
1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah 
sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan 
pemerintah. 
2. Memperluas dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana 
ekonomi vital daerah yang signifikan terhadap pengembangan 
agro industri, pertambangan minyak, gas, mineral dan 
batubara serta meningkatkan arus barang dan jasa melalui 
pengembangan jaringan transportasi 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan 
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan 
berwawasan luas melalui peningkatan mutu pendidikan 
4. Meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan, pembentukan 
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera untuk menekan dan 




5. Menerapkan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan 
sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjamin 
terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang. 
Pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, pemerintah 
harus mampu menyusun perangkat-perangkat daerah yang mampu 
bekerjasama dalam mewujudkan tujuan deaerah. Komposisi pejabat 
pemerintah provinsi Sulawesi barat merupakan hak progratif yang dimiliki 
oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat 
daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat  Gubernur sebagai kepala pemerintahan berhak untuk memilih 
orang-orang yang akan menduduki posisi dalam Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Staf ahli Pemerintah Daerah. Susunan struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2014-
2019, sebagai berikut :  
a. H.Anwar Adnan Saleh, sebagai Gubernur Sulawesi Barat  
b. Ir. H. aladin S mengga sebagai wakil gubernur  
c. H.Ismail Zainuddin sebagai Sekda provinsi Sulawesi barat 
Hubungan kerja antara Gubernur dengan perangkat-perangkat 
sekretariat daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan demi 
tercapainya tujuan pemerintah daerah. Selain perangkat diatas, 
pemerintah daerah juga dibantu oleh 5(lima) staf ahli dengan bidang 
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yang berbeda. Susunan staf ahli Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 
Barat, yaitu : 
1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan yaitu Bahrun, 
S.Sos, M.Si 
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia yaitu H. Darno Majid, S.Pd,.M.Pd 
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik yaitu 
Drs.Dominggus.,SH,MM 
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan yaitu Drs.Maddareski 
Salatin, M.Si 
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan yaitu H.Ashari Rasyid, 
S.IP,MSi 
Perangkat-perangkat sekretariat daerah memiliki fungsi, dan tugas 
pokok yang berbeda. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan 
struktural yang ada pada Sekretariat Daerah dan ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur.  
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas 
daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah dengan melihat potensi 
daerah yang dikembangkan. Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala 
dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah dibentuk berdasarkan 
Peraturan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.45 Tahun 2016 
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Tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 
dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Daerah terdiri atas :   
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah; 
2. Dinas Kesehatan Daerah; 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah; 
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah; 
5. Dinas  Sosial Daerah; 
6. Dinas Tenaga Kerja Daerah; 
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah; 
8. Dinas Ketahanan Pangan Daerah; 
9. Dinas Lingkungan Hidup Daerah; 
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah; 
12. Dinas Perhubungan Daerah; 
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah; 
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah; 
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah; 
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 
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17. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah; 
18. Dinas Pariwisata Daerah; 
19. Dinas Pertanian Daerah; 
20. Dinas Kehutanan Daerah; 
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah; 
22. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah; 
23. Dinas Transmigrasi Daerah; dan 
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas 
Gubernur. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh 
Inspektur, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang 
berbentuk satuasan dipimpin oleh kepala satuan, dan yang berbentuk 
rumah sakit dipimpin oleh direktur. Susunan organisasi Lembaga Teknis 
Daerah, terdiri dari : 
1. Inspektorat daerah 
2. Bappeda 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
5. Badan Kepegawaian Daerah; 
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
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8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan  
9. Badan Penghubung. 
10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 
 
4.1.8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 364 Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD bahwa DPRD 
kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
kabupaten/kota yang terdiri atas anggota partai politik peserta unsur 
penyelenggara pemerintahan memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi 
legislasi, pengawasan dan anggaran. 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif 
di daerah untuk memperjuangkan dan sebagai konstituen bagi rakyat. 
Adapun pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari satu 
orang ketua dan tiga orang wakil ketua tahun 2005-2009, masing-masing 
adalah: 
1) Drs.H.Hapati Hasan M.Si yang diusung oleh Partai Golongan 
Karya dari daerah pemilihan kabupaten Mamuju selaku ketua 
Ir.H.Muh.Natsir Nawawi M.AP yang diusung oleh Partai Demokrat 
dari daerah pemilihan kabupaten Polewali Mandar selaku wakil 
ketua 
2) H.Muhammad Jayadi S.Ag SH MH yang diusung oleh Partai 
Amanat Nasional dari daerah pemilihan kabupaten Mamuju Utara 
selaku wakil ketua 
3) H.Arifin Nurdin SE.MS.AK yang diusung oleh partai demokrasi 
kebangsaan dari daerah pemilihan kabupaten Majene yang 
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kemudian di PAW dan digantikan oleh Drs.H.Hasan Sulur pada 
tanggal 10 Februari 2014 selaku wakil ketua. 
 
Kemudian pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009-
2014 terdiri dari : 
1) Drs.H.Hapati Hasan M.Si yang diusung oleh Partai Golongan 
Karya sebagai ketua 
2) Ir.H.A.M Natsir Nawawi, M.AP sebagai wakil ketua 1 
3) H. Muhammad Jayadi, S.Ag.SH sebagai wakil ketua 2 
4) H. Arifin Nurdin, SE, MS.AK sebagai wakil ketua 3 
5) Drs.H.Musakkir Kulasse,MPd sebagai Sekretaris DPRD 
Provinsi Sulawesi Barat 
 
Selanjutnya pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-
2019 terdiri dari: 
1) H.Andi Mappangara,S.Sos sebagai ketua DPRD provinsi 
Sulawesi Barat 
2) Drs.H.Hamzah Hapati Hasan,M.Si menjabat sebagai wakil 
ketua 1 DPRD  
3) Munandar Wijaya S.IP M.A.P sebagai wakil ketua 2 DPRD 
4) Drs.H.Harun MM sebagai wakil ketua 3 DPRD  
 
 
a. Sejarah DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif 
di daerah untuk memperjuangkan dan sebagai konstituen bagi rakyat di 
daerah. DPRD merupakan wakil rakyat dalam menyuarakan  aspirasi 
dari masyarakat dan sebagai penyambung antara rakyat pemerintah 
daerah (kepala daerah). DPRD terbentuk di Sulawesi Barat sejak tahun 
2004 sampai sekarang ini dengan pergantian ketua sebanyak 3 kali. 





Tabel 6 . Nama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Masa ke 
Masa 























































































b. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
Periode 2014-2019 
 Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas kinerja dan 
perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya. Oleh karena itu 
sudah sewajarnya jika tongkat pendidikan menjadi salah satu 
pertimbangan untuk menjadi anggota DPRD. Berikut daftar tingkat 
pendidikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
Periode 2014-2019 
















A. MAPPANGARA, S.Sos 
Dra. H. HAMZAH HAPATI HASAN 
MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP 
Drs. H. HARUN, MM 
SYAMSUL SAMAD 
Ir. H. ABIDIN 
SUKRI 
Ir. YAHUDA, MM 
Drs. H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG 
HASTUTI INDRIANI, SE 
Ir. H. HAMSAH SUNUBA, M.Kes 
H. MUHAMMAD YAMIN, SH.MH 
Drs. SUDIRMAN 
















































H. ARMAN SALIMIN, S.Pd. M.Pd 
Ir. H. MUH. TAUFAN, MM 
RAYU, SE 
H. ALMALIK PABABARI 
YUKI PERMANA, ST 
H. MAHYADDIN MAHDY 
Ir. H. ABD. LATIF ABBAS 
RISBAR BERLIAN BACHRI, SH 
AJBAR 
AHMAD ISTIQLAL ISMAIL 
Hj. FATMAWATI, S.Sos 
Hj. A. MARINI ARIAKATI 
Hj. ANDI AMALIA FITRI, SE, MM 
Hj. SYAHARIAH, SE 
Drs. H. SUKARDY  NOER 
Dra. Hj. A. ANDRIANI HERDIN 
TOMI, ST 
Drs. MUKHTAR BELO, MM 
ABDUL HALIM 
H. ABDUL RAHIM, S.Ag 
MUHAMMAD TASRIF, SE 
WAHYUDDIN 
Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM 
MUHAMMAD RIZAL SAAL, SH 
H. HARIS HALIM SINRING 
Hj. SALMA Y ANDI ARA ARIF 
Ir. H. FIRMAN ARGO WASKITO, ST 
Hj. NURUL FUADA, A.Ma 
































c. Visi dan Misi DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
 Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan tugas, fungsi dan 
tanggungjawab yang terkandung dalam kedudukannya, harus ada visi 
dan misi yang menjadi landasan  untuk menjalankan fungsinya. Sejalan 
dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka dirumuskan Visi dan Misi 
DPRD, sebagai berikut : 
VISI : Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju 
Provinsi Sulawesi Barat yang semakin sejahtera dan berdikari di 
Tahun 2017 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan 
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta penanganan aspirasi 
masyarakat. 
MISI : 
1. Meningkatkan kualitas fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan 
2. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan DPRD 
3. Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga DPRD, 
Pemerintah Daerah dan Forum Muspida 
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses 
pengambilan keputusan DPRD 
5. Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur 
masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga DPRD. 
 
 
d. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
 DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2014-2019 berjumlah 41 
anggota yang terbagi ke dalam fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan 
anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di 
DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan 
tugas DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. 
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Tabel 8. Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
Menurut Fraksi, 2014-2019 
 
NO NAMA JABATAN FRAKSI 
1. SYAMSUL  SAMAD, S.Ip KETUA DEMOKRAT 
2. Hj. A. MARINI ARIAKATI WAKIL KETUA GOLKAR 
3. SUKRI SEKRETARIS DEMOKRAT 
4. H. MUH. THAMRIN ENDENG ANGGOTA GOLKAR 
5. Dra. Hj. JUMIATI  MAHMUD ANGGOTA GERINDRA 
6. ARMAN SALIMIN ANGGOTA PAN 
7. Drs. H. ITOL SYAIFUL ONRA, MM ANGGOTA PDIP 
8. RISBAR BERLIAN BACHRI,  SH ANGGOTA NASDEM 
9. MUH. RISAL SAAL, SH ANGGOTA HANURA 
10. YUKI PERMANA, ST ANGGOTA PKS 
11. AJBAR KETUA PAN 
12. HASTUTI  INDRIANI,  SE WAKIL KETUA GOLKAR 
13. MUHAMMAD TASRIF, SE SEKRETARIS HANURA 
14. Drs. H. SUKARDI M NOER ANGGOTA DEMOKRAT 
15. Ir. H. ABIDIN ABDULLAH ANGGOTA DEMOKRAT 
16. H. MUHAMMAD YAMIN ANGGOTA GOLKAR 
17. SUDIRMAN DARIUS ANGGOTA GERINDRA 
18. RAYU, SE ANGGOTA PDIP 
19. H. MAHYADDIN  MAHDY ANGGOTA PPP 
20. Ir. H. ABDUL  LATIF  ABBAS ANGGOTA PKS 
21. Ir. H. MUH. TAUFAN, MM ANGGOTA PKPI 
22. Ir. YAHUDA, MM KETUA DEMOKRAT 
23. Ir. H. HAMSAH SUNUBA, M.Kes WAKIL KETUA GOLKAR 
24. ZADRAK TO’TUAN SEKRETARIS PPP 
25. Ir. H. FIRMAN ARGO WASKITO ANGGOTA DEMOKRAT 
26. Hj. FATMAWATI, S.Sos ANGGOTA DEMOKRAT 
27. Hj. A. ADRIANI HERDIN, S. Sos ANGGOTA GOLKAR 
28. H. HARIS HALIM SINRING ANGGOTA GERINDRA 
29. Drs. H. MUKHTAR BELO, MM ANGGOTA PAN 
30. AHMAD ISTIQLAL  ISMAIL ANGGOTA PDIP 
31. H. ALMALIK  PABABARI ANGGOTA HANURA 
32. H. ABDUL RAHIM,  S.Ag KETUA NASDEM 
33. Drs. H. SUDIRMAN WAKIL KETUA GOLKAR 
34. ABDUL HALIM SEKRETARIS PDIP 
35. Hj. AMALIA FITRI, SE, MM ANGGOTA DEMOKRAT 
36. Hj. SYAHARIAH, SE ANGGOTA DEMOKRAT 
37. WAHYUDDIN ANGGOTA PKB 
38. Hj. NURUL FUADA,  A.Ma ANGGOTA GOLKAR 
39. TOMI, ST ANGGOTA GERINDRA 
40. Hj. SALMA Y. ANDI ARA ARIF ANGGOTA PAN 
 
 Selain pembentukan fraksi oleh DPRD, berdasarkan amanat UU 
bahwa Provinsi kota membentuk alat kelengkapan DPRD setelah 
anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka terbentuklah Alat 
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Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh rapat paripurna. Alat 
kelengkapan DPRD sesuai dengan Peraturan DPRD sesuai dengan 
Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang 
Tata Tertib DPRD, yaitu : 
a. Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas yaitu : 
1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang 
untuk mengambil keputusan 
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja 
antara ketua dan wakil ketua 
3. Menjadi juru bicara DPRD 
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD 
5. Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan instansi 
pemerintah lainnya sesuai keputusan DPRD 
6. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di 
pengadilan 
7. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan 
sanksi dan rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan  
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam 
Rapat Paripurna DPRD 
b. Badan Musyawarah mempunyai tugas : 
1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja 
DPRD baik diminta maupun tidak diminta 
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2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD 
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul 
perbedaan pendapat. 
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan. 
5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus 
6. Bermusyawarah dengan Gubernur mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya 
apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Gubernur  
Adapun kewajiban Setiap Anggota Badan Musyawarah, yakni : 
1. Mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing 
sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah 
2. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah 
kepada fraksinya masing-masing  
c. Komisi yang terdapat di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : 
1. Komisi 1 : Bidang Pemerintahan  
Bidang kerja komisi 1, meliputi : 
1) Pemerintahan 
2) Ketentraman dan ketertiban masyarakat 
3) Informatika / komunikasi & pengelola data elektronik 





7) Organisasi sosial politik 
8) Organisasi sosial 
9) Kemasyarakatan 
10) Pemberdayaan masyarakat desa 
2. Komisi II  : Bidang ekonomi dan keuangan 
Bidang kerja komisi II, meliputi : 
1) Perdagangan  
2) Perindustrian  
3) Pertanian  
4) Perikanan dan kelautan  
5) Peternakan  
6) Perkebunan  
7) Kehutanan 
8) Pengadaan pangan/logistik 
9) Koperasi dan UKM 
10) Perbankan 
11) Penanaman modal 
12) Keuangan daerah 
13) Perpajakan 
14) Retribusi 
15) Perusahaan daerah dan usaha patungan 
16) Pertanahan Aset daerah  
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3. Komisi III : Bidang Pembangunan 
Bidang Kerja Komisi III, meliputi : 
1) Pembangunan prasarana wilayah 
2) Perumahan & pemukiman 
3) Tata ruang 
4) Sumber  daya air 
5) Perhubungan  
6) Pertambangan & energi dan lingkungan hidup 
7) Perencanaan pembangunan 
4. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Bidang Kerja Komisi IV, meliputi : 
1) Agama  
2) Ketenagakerjaan  
3) Pendidikan  
4) Ilmu pengetahuan & teknologi  
5) Kepemudaan & olahraga  
6) Kebudayaan  
7) Pariwisata 
8) Sosial 
9) Kesehatan dan keluarga berencana  




12) Museum dan cagar budaya  
13) Arsip & perpustakaan 
14) Penanggulangan bencana 
Tugas Komisi, yaitu : 
1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan  nasional serta 
keutuhan NKRI dan daerah 
2. Melakukan pembahasan Ranperda dan rancangan keputusan 
DPRD 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang 
komisi masing-masing 
4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan 
penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan 
masyarakat kepada DPRD 
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat 
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di 
daerah 
7. Melakukan kunjungan kerja komisi  atas persetujuan Pimpinan 
DPRD 
8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat 
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9. Mengajukan usul  pada pimpinan DPRD yang termasuk dalam 
ruang lingkup bidang tugas komisi masing-masing  
10. Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan 
sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-
masing 
11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang 
pelaksanaan tugas komisi 
d. Badan kehormatan yang mempunyai tugas yakni: 
1. Mengamati, mengevaluasi disiplin,etika dan moral para 
anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, 
citra dan kredibilitas DPRD 
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota 
DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD, kode etik serta 
sumpah/janji 
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan 
atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih  
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD 
dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD 
antar waktu sesuai peraturan  perundang-undangan  
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa 
rehabilitasi nama baik, apabila tidak terbukti adanya 
pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD atas 
pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih. 
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e. Badan anggaran  yang mempunyai tugas yakni: 
1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran 
DPRD kepada Gubernur  dalam mempersiapkan Rancangan 
APBD selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum 
ditetapkannya APBD 
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya 
kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam 
rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran sementara 
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam 
mempersiapkan penetapan perubahan dan sisa perhitungan 
APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna 
4. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra 
Rancangan APBD, Rancangan APBD, baik penetapan pokok, 
perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan 
oleh Gubernur kepada DPRD 
5. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah 
tentang APBD dan rancangan peraturan daerah  tentang 
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD berdasarkan hasil 
evaluasi bersama tim anggaran pemerintah daerah 
6. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah 
daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta 
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rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang 
disampaikan oleh Gubernur 
7. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam 
penyusunan anggaran belanja DPRD  
f. Badan pembentukan peraturan daerah yang mempunyai tugas 
adalah : 
1. Mengusulkan inisiatif DPRD dalam membuat Ranperda  
2. Meneliti dan mengevaluasi materi usulan inisiatif DPRD dalam 
mengajukan Ranperda 
3. Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud huruf a dikoordinasikan 
pada pengusul, komisi-komisi dan fraksi-fraksi 
4. Meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang sedang 
berlaku untuk dikaji efektifitas dan kesesuaiannya dengan 
undang-undang yang berlaku 
5. Meneliti dan mengkaji kelayakan Ranperda sebelum memasuki 
pembahasan oleh komisi-komisi dan atau panitia khusus 
6. Melakukan penyelarasan akhir Ranperda sebelum memasuki 
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II 
7. Menyusun program legislasi daerah , dan  
8. Menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas 





g. Panitia Khusus yang mempunyai tugas yakni: 
1. Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu yang memerlukan 
penanganan secara khusus dalam jangka waktu yang 
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. 
2. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada poin (a) 
bertanggung jawab kepada DPRD. 
3. Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada poin (a) dapat : mengadakan koordinasi dan 
konsultasi dengan pihak-pihak terkait yang menyangkut ruang 
lingkup tugasnya melalui pimpinan DPRD; mengadakan rapat 
kerja, dengar pendapat, kunjungan kerja dan studi banding dan 
meminta pendamping tenaga ahli/pakar. 
4. Tindak lanjut hasil rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam 
Rapat Paripurna DPRD 
 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk 
sekretariat DPRD yang terdiri dari pegawai negeri sipil. Berikut daftar 
nama dan susunan organisasi sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 







Tabel 9. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 
Barat, 2014-2019 
JABATAN DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 
DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT 
NAMA PEJABAT 
SEKRETARIS DPRD  Drs. EMAN HERMAWAN  
1. KEPALA BAGIAN UMUM 
a. Ka.Sub Bagian Tata Usaha dan 
Kepegawaian 
b. Ka.Sub Bagian Rumah Tangga dan 
Perlengkapan 
c. Ka. Sub.Bagian Perjalanan / Trans dan 
Keamanan / Ketertiban 
Hj. IMELDA PABABARI, SE 
SYARKIAH, S.Sos 
MUHAMAD FAJRI, SE 
NURJAYANI, SE 
 
2. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN  
a. Ka. Sub Bagian Risalah, Rapat dan Alat 
kelengkapan Dewan  
b. Ka. Sub Bagian Perundang-Undangan, 
Pelaporan dan perpustakaan 
c. Ka. Sub Bagian Komisi dan Panitia  
H. BAKRI, S.Sos, MH 
SAHRING SALATUNG, SH 
SYAHRUDDIN, S.IP 
ALIMUDDIN, SE.M.Si 
3. KEPALA BAGIAN KEUANGAN  
a. Ka. Sub Bagian Anggaran 
b. Ka. Sub Bagian Pembukuan dan 
Pertanggungjawaban  
c. Ka. Sub Bagian Pembiayaan  
Drs. MOH. SALEH RACHIM, M.Si 
KABIANTO, SE.MM 
ARMAN, SE 
ARRUAN SARATU, S.IP 
4. KEPALA BAGIAN KEHUMASAN 
a. Ka. Sub Bagian Humas  
b. Ka. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat 
c. Ka.Sub Bagian Perpustakaan dan 
Pengkajian  
MUH. YASIR FATTAH, SE.M.Si 
RUKMAN, SE 
Drs. MUH. HASYIR YUSUF, M.Si 
HARTONO, SS 
(sumber : sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat) 
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 Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan 
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD 
yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris 
DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung 
jawab kepada daerah melalui sekretaris daerah. 
4.2. Proses Perancangan, Pembahasan dan Penetapan Perda 
APBD di Provinsi Sulawesi Barat 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu 
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. Dalam Proses pembuatan Perda APBD ada beberapa 
tahapan yang dilakukan yakni tahap perancangan, pembahasan, sampai 
penetapannya. Seluruh tahap ini merupakan rangkaian tahapan penting 
dan panjang untuk melahirkan kebijakan penyelenggara pemerintah 
daerah dalam hal pengalokasian anggaran daerah selama satu tahun.  
Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan anggaran dalam 
Undang-Undang Keuangan Negara meliputi penegasan tujuan dan 
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fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan 
pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, 
pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, 
penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan 
penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam pnyusunan 
anggaran,Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan 
ekonomi. 
Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan 
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka 
mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali 
tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara 
jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan 
penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan 
yang diungkap oleh Bapak Hamzah Hapati, bahwa, 
“Setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 
seperti tentang kebijakan-kebijakan, perencanan, maupun 
penganggaran, diharuskan pemerintah dan DPRD membicarakan 
bersama dan mengeluarkan kesepakatan-kesepakatan. Hal ini 
berfungsi agar keduanya mampu mengawal pembangunan dan 
kesejahteraan rakyat”. (Wawancara pada tanggal 21 Desember 
16). 
Tahapan pembuatan APBD ini juga diatur berdasarkan pada 
ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa 
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tahap 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan 
dan pengundangan. Tahapan tersebut merupakan prosedur baku yang 
harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
termasuk Peraturan Daerah. Namun dalam tulisan ini, penulis lebih 
memfokuskan kajian pada tiga tahap, ketiga tahapan tersebut yaitu 
proses perancangan,pembahasan dan penetapan  Peraturan daerah 
tentang APBD di Provinsi Sulawesi Barat 
 Dalam pembentukan APBD  harapannya dapat tepat sasaran dan 
itu dapat dilihat dari diterbitkannya peraturan menteri setiap tahunnya 
yang menjadi pedoman penyusunan anggaran. Penyusunan APBD 2017 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 
2017 didasarkan prinsip sebagai berikut : 
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatuhan  dan manfaat untuk masyarakat; 
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3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan; 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah 
lainnya.25 
Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 juga diatur 
teknis penyusunan APBD, bahwa dalam Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2017, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama  rancangan 
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling 
lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017. 
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi 
jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, mulai 
dari proses penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan 
rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati 
bersama paling lambat akhir bulan juli 2016. Selanjutnya KUA dan 
PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi 
                                                             
25
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
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pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan 
membahas rancangan peraturan daerah  tentang APBD Tahun 
Anggaran 2017 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai 
dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah 
dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang 
APBD Tahun Anggaran 2017; paling lambat tanggal 30 November 
2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat(1) 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. 
Dalam membahas rancangan peraturan daerah  tentang APBD 
Tahun Anggaran 2017 antara kepala daerah dengan DPRD wajib 
mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat 
persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat (3) 
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Berikut disajikan tahapan dan jadwal proses penyusunan 














Tabel 10. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 
No URAIAN WAKTU LAMA 
1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei  
2 Penyampaian Rancangan KUA dan 
Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD 





3 Penyampaian rancangan KUA dan 
rancangan PPAS oleh kepala daerah 
kepada DPRD 
Pertengahan bulan Juni 6 
Minggu 
4 Kesepakatan antara kepala daerah 
dan DPRD atas Rancangan KUA dan 
Rancangan PPAS 
Akhir bulan Juli 
5 Penerbitan Surat Edaran kepala 
daerah perihal pedoman penyusunan 
RKA-SKPD dan RKA-PPKD 
Awal bulan Agustus 8 
Minggu 
6 Penyusunan dan pembahasan  RKA-
SKPD dan RKA-PPKD serta 
penyusunan Rancangan Perda tentan 
APBD 
Awal bulan Agustus sampai 
dengan akhir bulan 
September  
7 Penyampaian rancangan perda 
tentang APBD kepada DPRD 
Minggu 1 
Bulan Oktober 
2 bulan  
8 Pengambilan persetujuan bersama 
DPRD dan kepala daerah 
Paling lambat 1 (satu) bulan 
sebelum tahun anggaran 
yang bersangkutan 
9 Menyampaikan rancangan  Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perda 
tentang penjabaran APBD kepada 
MDN/Gub untuk  dievaluasi  
3 hari kerja setelah 
persetujuan bersama 
 
10 Hasil evaluasi  Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perda 
tentang penjabaran APBD 
Paling lambat 15 hari kerja 
setelah Rancangan Perda 
tentang APBD dan 
Rancangan Perda tentang 
Penjabaran APBD diterima 
oleh MDN/Gubernur 
 
11 Penyempurnaan Rancangan Perda 
tentang APBD sesuai hasil evaluasi 
yang ditetapkan dengan keputusan 
pimpinan DPRD tentang 
penyempurnaan Rancangan Perda 
tentang APBD 
Paling lambat 7 hari kerja 
(sejak diterima keputusan 
hasil evaluasi) 
 
12 Penyampaian keputusan DPRD 
tentang penyempurnaan Rancangan 
Perda tentang APBD kepada 
MDN/Gub 
3 hari kerja setelah 
keputusan pimpinan DPRD 
ditetapkan  
 
13 Penetapan Perda tentang APBD dan 
Perda tentang Penjabaran APBD  
sesuai dengan hasil evaluasi  




14 Penyampaian Perda tentang APBD 
dan Perda tentang penjabaran APBD 
kepada MDN/Gub 
Paling lambat 7 hari kerja 






2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan 
rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, 
kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan 
rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam 
waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan 
kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala 
daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga 
keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan 
dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 akan lebih efektif. 
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, substansi 
KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan 
tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat tekhnis. Hal-hal yang 
sifatnya kebijakan umum, seperti : (a) Gambaran kondisi ekonomi 
makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, 
(b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2017 termasuk laju inflasi, pertumbuhan 
PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, 
(c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan 
rencana sumber dan besaran  pendapatan daerah untuk Tahun 
Anggaran 2017 serta strategi pencapaiannya, (d) Kebijakan 
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belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah 
kebijakan dalam upaya  peningkatan pembangunan daerah yang 
merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara 
pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya, 
(e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan 
surplus anggaran  daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi 
pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan 
pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. 
4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas 
pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin 
dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas 
program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan 
urusan pemerintah daerah yang ditangani dan telah 
disinkronisasikan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan 
nasional, yaitu : (1) Pembangunan manusia dan masyarakat, (2) 
Pembangunan sektor unggulan, (3) Pemerataan dan kewilayahan, 
(4) Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan 
(5) Pembangunan ekonomi yang tercantum dalam  RKP Tahun 
2017, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD 
kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintah 
daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 5 (lima) 
prioritas pembangunan nasional dimaksud, juga telah 
disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang 
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tercantum dalam RKPD Provinsi Tahun 2017. PPAS/PPAS 
Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara 
untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, 
serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran 
sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan 
kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan 
menjadi pagu definitif  setelah rancangan peraturan daerah 
tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala 
daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang 
APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah 
menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD. 
5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama 
antara kepala daerah dan DPRD, kepala daerah menerbitkan 
Surat Edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada 
seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada satuan kerja pengelola 
keuangan daerah (SKPKD). Surat edaran dimaksud mencakup 
prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai 
dengan indikator, tolak ukur dan target kinerja dari masing-masing 
program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk 
setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian 
RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, 
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kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB 
dan standar harga regional. 
Selain itu penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan 
untuk urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar 
berpedoman pada  SPM, standar tekhnis dan harga satuan 
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan 
untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan 
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman 
pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional 
6. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian 
anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan 
pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat 
DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD, rincian anggaran belanja langsung menurut 
program dan kegiatan SKPD. 
7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana 
Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja 
tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
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8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD/Perubahan  APBD Tahun Anggaran 2017 dan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2017. 
Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 
dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. 
Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH 
Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan otonomi 
khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, pinjaman 
daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah 
ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. 
Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar 
dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota 
kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom 
penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2017. 
Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan 
pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, 
pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk 
keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan 
daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, 
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sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 81 ayat(2) 
Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005.                                          
9. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen 
perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin 
konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan 
penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta 
menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan 
penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparatur 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality asurance 
untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan 
penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD, 
Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD,KUA-
PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD 
Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan  sebagaimana 
yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman 
Pelaksanaan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Anggaran Tahunan Daerah. 
10. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi 
Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya 
diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan 
pembiayaan sesuai dengan pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan 
obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
11. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD 
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat 1 
bulan oktober 2016, sedangkan pembahasan rancangan 
peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai 
dengan tanggal 30 November 2016, maka kepala daerah 
menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD 
utuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi 
APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai 
Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 
Rancangan peraturan kepala daerah dimaksud dapat ditetapkan 
setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi 
Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota. 
Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala 
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya 
disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala 
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daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 
Tahun Anggaran 2017. 
Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 2017 harus memperhatikan : 
a. Angka belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah 
dibatasi maksimum sama dengan angka belanja daerah dan 
pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2016 atau APBD Tahun Anggaran 2016 
apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2016; 
b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang 
berifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2017, 
dan 
c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya 
diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk 
kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana 
pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh 
pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target 
pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari 
Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud pasal 109 Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 
12. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah  tentang 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, proses pembahasan 
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2017 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan 
realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara 
pemerintah daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah 
dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2016. 
Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD 
terhadap rancangan peraturan daerah  tentang Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2017 ditetapkan paling lambat akhir bulan 
September 2016.  
Aturan yang menjadi pedoman pembuatan APBD diatas, harus 
dijalankan oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara aturan. Hal 
tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi 







“Setiap langkah dan kebijakan-kebijakan yang kami laksanakan 
telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Persilihan 
pendapat antara DPRD, KPU, bahkan dengan wartawan 
terkadang terjadi, dan kami anggap itu adalah hal yang biasa dan 
lumrah. Biasanya, setelah mereka berdiskusi dan bernegoisasi, 
suasana akan cair kembali dan kembali menjunjung aturan yang 
telah dibuat sebelumnya”. (Wawancara pada tanggal 1 Februari 
2017). 
Secara eksplisit, aturan tentang tahapan-tahapan pembentukan 
Perda APBD juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing 
pihak penyelenggara pemerintahan yakni eksekutif dan legilaitif. Masing-
masing pihak  mempunyai fungsi masing-masing yang saling terkait 
dalam pembentukan Perda APBD dalam setiap tahapannya mulai dari 
tahap perancangan, pembahasan dan  penetapan Perda APBD. Berikut 
akan dijelaskan tentang hubungan eksekutif dan legislatif dalam setiap 
tahapan pembentukan Perda APBD.  
 
4.2.1 Proses Perancangan Perda APBD 
 Perancangan APBD merupakan tahap awal dalam pembuatan 
kebijakan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan rancangan 
APBD merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam 
penyusunannya, sebelum diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan 
disetujui  menjadi Peraturan Daerah Tentang APBD. Tahapan 
penyusunan rancangan APBD yang dilakukan pemerintah daerah 
memiliki tahapan yang panjang sampai akhirnya didapatkan kesepakatan 
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untuk menetapkan RAPBD disertai nota kesepakatan baku yang akan 
diserahkan ke DPRD untuk masuk pada tahap pembahasan RAPBD. 
 Pentingnya proses perencanaan dan penyusunan APBD, 
mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, secara garis besar yakni sebagai berikut : 
1. Penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah; 
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; 
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; 
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; 
5. Penyusunan rancangan perda APBD;dan 
6. Penetapan APBD. 
 Pemerintah Daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif 
merupakan mitra penting dalam proses pembuatan  peraturan daerah. 
Hubungan eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) akan 
muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-
masing. DPRD dan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki 
hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi antara kedua 
lembaga tinggi daerah ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sahrin 
Salatung, Kasubag Risalah Pelaporan bahwa, 
“perencanaaan APBD itu dari eksekutif dan kemudian dibahas di 
DPRD untuk menyetujui anggarannya, apakah belanjanya sesuai 
dengan aturan,kebutuhan masyarakat atau tidak, makanya harus 
sesuai antara hasil reses dengan anggaran, kegiatan kegiatan 
SKPD, itu namanya kerja sama. Pemerintah Provinsi dengan 
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DPRD adalah mitra yang sejajar. Sehingga APBD itu harus 
dibahas secara bersama-sama antara DPRD dan 
Gubernur.”(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017). 
 
 Proses perencanaan diawali dari musyawarah perencanaan 
pembangunan atau musrenbang yang dilakukan pemerintah daerah  
dalam penjaringan aspirasi masyarakat. kegiatan musyawarah 
pembangunan   daerah   atau   Musrenbang  sebagai sarana untuk 
melibatkan   masyarakat   dalam perencanaan   pembangunan di 
daerah.  Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk 
meningkatkan   efektifitas  partisipasi   masyarakat,  antara  lain dengan 
melembagakan prosedur Musrenbang  dalam  Peraturan Daerah 
(Perda); pengembangan Perda transparansi dan partisipasi; keterlibatan 
lebih   besar   DPRD   dalam   proses perencanaan; kerjasama  dengan 
organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan 
anggaran;  serta   pelatihan   metodologi   dan   teknik prioritisasi 
alokasi   anggaran   bagi   fasilitator Musrenbang. 
Selanjutnya, proses perencanaan APBD dilakukan hingga pada 
tahap arah kebijakan umum anggaran serta penentuan strategi dan 
prioritas APBD. Dasar yang digunakan dalam tahap penyusunan 
perencaaan anggaran program daerah yang berasal dari hasil aspirasi 
masyarakat yang telah dimasukkan kepada DPRD dan pemerintah 
daerah berdasarkan Reses DPRD dan hasil musrenbang serta dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJPD,RPJMD 
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dan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Bapak Sahrin Salatung, Kasubag Risalah Pelaporan, 
bahwa, 
“Dalam perancangan, yang dibicarakan itu  usulan semua 
masyarakat dalam musrenbang, semua kegiatan itu dari 
masyarakat, Semua kegiatan itu ditampung, sesuai dengan usulan 
dari masyarakat, usulan masyarakat itu disesuaikan  visi misi 
gubernur, hasil musrenbang desa nanti di seleksi mana 
kewenangan provinsi mana kabupaten. Kita tampung semua 
aspirasi dari masyarakat, itu di selektif mana kewenangan kab dan 
mana provinsi.”(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017). 
 
Proses musrenbang diawali dari musrenbang tingkat Desa, 
Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar 
program-program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam APBD 
Provinsi dapat tepat sasaran kepada masyarakat sampai pada tingkat 
Desa. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sahrin Salatung, bahwa,  
“proses lahirnya perda APBD 2017.Diawali musrenbang di Desa, 
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi. Distulah dibuat program 
kegiatan untuk 1 tahun. Selanjutnya,  untuk APBD 2017 
musrenbangnya dilaksanakan tahun 2016.Kalau pembahasan di 
DPRD itu melalui reses,kemudian dituangkan dalam musrebang, 
resesnya itu 3 kali dalam setahun sesuai dengan tata tertib 
APBD,yakni berdasarkan masa sidang, masa sidang pertama 
yakni di bulan September,ke 2 januari, ke 3 dimulai Mei. 
(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017). 
Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Sahrin Salatung, 
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Junda maulana 
mengatakan bahwa,  
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“Proses  perencanaan ini dimulai dari perencanaan yang berawal 
dari perencanaan yang sifatnya dari pemerintah desa, 
musrenbang kabupaten, kemudian musrenbang provinsi. APBD 
disusun berdasarkan RKPD. RKPD itu bersumber dari hasil 
musrenbang, dari pokok-pokok pikiran DPRD,dari hasil konsultasi 
public, dari hasil penyesuaian terhadap rencana kerja 
pembangunan daerah, baik provinsi maupun rencana 
pembangunan jangka menengah nasional, itusemua di 
selaraskan,maka lahirlah yang namanya rencana kerja pemerintah 
daerah itu yang dirumuskan menjadi KUA PPAS, jadi masyarakat 
tidak terlibat lagi disini, saat musrenbang saja.” (Wawancara pada 
tanggal 24 januari 2017). 
 
Sebelum masuk ke tahapan musrenbang, ada beberapa hal yang 
harus dilalui, seperti mensinkronisasikan proses yang berupa top down, 
button Up dan teknokratik. Proses Top Down mengisyaratkan pekerjaan 
yang diberikan oleh Pemerintah yang dikerjakan oleh bagian 
dibawahnya. Kemudian proses yang dinamakan button up adalah arah 
kebijakan yang dilakukan baik  dari RPJMN kemudian dijabarkan melalui 
RPJP, RPJPMD, kemudian RKPD. Sehingga dalam hal tersebut 
dipertemukan usulan-usulan dari bawahyang dinamakan button up 
planning yakni perencanaan dari bawah. Kemudian disandingkan dengan 
teknokratik, yaitu berdasarkan arah kebijakan yang ada. Setelah melalui 
proses tersebut, maka dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD. 
Proses perancangan dari musrenbang dihadiri pihak Eksekutif, Legislatif, 
pemangku kepentingan lainnya yang terlibat, pengusaha (sektor privat), 
masyarakat, tokoh masyarakat, agama, dan berbagai stake holder yang 
ada didalam melakukan musyawarah. Proses ini menghasilkan 
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rancangan awal RKPD dan menghasilkan usulan untuk  mengikuti ke 
musrenbang nasional.   
Selain proses perancangan pembuatan APBD yang bersumber 
dari musrenbang, terdapat sumber lain dari visi misi gubernur yang 
dimasukkan. Sesuai hasil wawancara dengan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat, Bapak H. Anwar Adnan Saleh bahwa,  
“Kan setiap tahun ada namanya musrenbang yang berangkat dari 
desa,kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi, nah 
musrenbang inilah yang kita implementasikan dalam perkenaan 
pembangunan daerah tiap tahun.Perencanaan itu berdasarkan 
visi-misi 5 tahun,jadi misalnya saya kan 2 periode, jadi dua kali 
membuat visi misi, apa yang menjadi prioritas utama membuat. 
Visi-misi kan dari janji-janji kampanye yang harus dipenuhi.” 
(Wawancara pada tgl 14 Januari 2017). 
 
Pernyataan tersebut diatas, sesuai dengan pernyataan Ketua 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak H. Andi Mappangara yaitu, 
“Perda APBD adalah merupakan program dan kegiatan yang 
tertuang dalam APBD dalam rangka mencapai dan misi 
pemerintah provinsi, jadi di APBD itu semua programnya didorong 
untuk pencapaian visi misi itu. APBD ini kita buat dalam rangka 
mencapai visi misi pemerintah yang didalamnya terdapat 
kepentingan masyarakat.”(Wawancara pada tanggal 21 januari 
2017). 
Program-program yang dimasukkan ke dalam APBD harus  
dibuatkan skala prioritas yang disesuaikan dengan visi-misi gubernur. 
DPRD akan melihat program-program yang sesuai misalnya visi misi 
yang berkaitan dan difokuskan pada infrastruktur, maka program yang 
ada harus terkait dengan bidang tersebut dengan menyesuaikan dengan 
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jumlah anggaran. Setelah mempunyai kerangka acuan maka dituangkan 
didalam KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS yang berasal dari 
hasil musrenbang. Setelah masuk didalam proses  perancangan awal 
RKPD dan ditetapkan mejadi RKPD maka dilakukan penyusunan 
kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(KUA PPAS). Jadi PPAS merupakan penjabaran dari pada KUA. KUA 
adalah kebijakan yang memuat seluruh anggaran yang ada dan tertuang 
didalam KUA sedangkan PPAS adalah penjabaran dari KUA. PPAS 
sifatnya sementara, maksudnya tidak final. Hal ini dikarenakan PPAS 
dibuat hanya oleh Eksekutif yang kemudian dimasukkan dan dibahas di 
DPRD dan bisa diubah sebab DPRD melihat dari hasil reses dan hasil 
penerimaan aspirasi masyarakat yang dikombinasikan. Kemudian 
setelah KUA-PPAS sudah disepakati maka dituangkan di dalam RAPBD. 
Setelah disepakati, lalu dituangkan kedalam RKA (Rencana Kerja 
Anggaran) yang merupakan rencana kerja SKPD. Dari KUA-PPAS itu 
melahirkan RAPBD. Masing-masing SKPD membuat RKA nya untuk 
dimasukkan kedalam RAPBD. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 
oleh Bapak Sahrin Salatung, bahwa,  
“Sebelum disetujui kan dibahas dulu secara bersama, setelah 
diserahkan KUA PPAS ke DPRD, tim anggaran membahas KUA 
PPAS,kemudian disetujui berama, setelah disetujui bersama, 
itulah dasar untuk membuat RAPBD, harus KUA PPAS dulu yang 
dibuat, itu dasar untuk pembuatan RAPBD, jadi ada semacam 
Prioritas plafon anggaran sementara, itulah disitu dia rancang 
secara macro atau umum , kalau di KUA PPAS tidak ada kegiatan 
dimsukkan dalam program, kegiatannya tertuang dalam RAPBD.” 
(wawancara pada tanggal 24 Januari 2017). 
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Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas, proses 
penyusunan hingga RAPBD dapat digambarkan secara ringkas dalam 
skema berikut.  
Gambar 7. Mekanisme Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 
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Selanjutnya, dalam perancangan APBD dilakukan oleh eksekutif 
atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) daerah provinsi.TPAD 
diketuai oleh Sekretaris Daerah dan sekretarisnya adalah Kepala 
Bappeda. Sedangkan anggotanya yakni Biro Keuangan, Biro Ekbang, 
Biro Hukum dan beberapa SKPD  lain yang merupakan prioritas dari 
program tersebut. Kemudian RAPBD diserahkan ke DPRD untuk dibahas 
bersama dalam bentuk Rancangan APBD. Hal ini sesuai hasil 
wawancara dengan Bapak Drs. H. hamzah hapati hasan M,Si bahwa, 
“Harus disesuaikan dengan visi-misi, kan 5 tahun mau diukur visi 
misinya gubernur.ketika jadi RAPBD sudah klop maka dibahas lah 
di DPRD melalui komisi-komisi. Tadi banggar, jadi yang menyusun 
kebijakan-kebijakan itu adalah badan anggaran untuk di DPRD. 
TPAD dengan banggar yang meramu jadi APBD. Jadi ketika 
RAPBD nya jadi maka dibahaslah dikomisi-komisi. Ada namanya 
rapat stengah kamar, yang pertama rapat iru Banggar bersama 
TPAD. Banggar itu terdiri dari anggota fraksi dan anggota komisi 
yang mewakili lembaga DPRD dia namanya badan anggaran, 
banggar itu badan anggaran, kalau di kantor gubernur namanya 
TPAD yaitu tim anggaran pemerintah daerah.inilah yang harus 
bertemu melahirkan KUA-PPAS dan RAPBD. Nah begitu, jadi dia 
punya siklus pembahasan itu diawali dengan musrenbang, 
kemudian ada namanya rapat kerja SKPD.” (wawancara pada 
tanggal 21 Desember 2016). 
Setelah Eksekutif menyerahkan RAPBD ke DPRD melalui rapat 
paripurna yang pertama, beserta nota keuangan, DPRD membahas 
RAPBD dan KUA PPAS yang telah diserahkan oleh TAPD yang akan 
dibahas dan disepakati bersama dengan Gubernur. Hal ini sesuai 




“Pertama masuk KUA-PPAS, kemudian dibahas antar banggar 
dan TPAD,disepakati,setelah disepakati,pimpinan dan gubernur 
menyepakati,Kemudian masuk rancangannya, ranperda tentang 
apbd, masuk itu kemudian dibahas. Kalau mekanisme 
pembahasnnya itu kan pertama masuk dipimpinan,masuk di pak 
ketua, kemudian dibawa ke badan musyawarah, kan di badan 
musyawarah disepakati jadwal, pada saat pembahasan di bamus 
dipanggil pemda untuk menyepakati jadwalnya,sudah disepakati 
jadwal kemudian di bawa ke rapat paripurna”. (Wawancara pada 
tanggal  25 januari 17) 
Realitas yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat terkait penyerahan 
rancangan KUA PPAS 2017 tidak tepat waktu. Hal ini disampaikan oleh 
Bapak  H.Harun bahwa, 
“pada penyerahan KUA PPAS, pemerintah tidak merincikan 
programnya dalam KUA PPAS itu,  kemudian berdasarkan hasil 
pembahasan Pimpinan DPRD, Rancangan KUA/PPAS APBD TA 
2017 tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena belum mengacu 
pada susunan perangkat daerah yang baru, sehingga pada saat 
DPRD mempelajari dikembalikan pada Pemerintah Provinsi untuk 
dilengkapi, jadi pada APBD  2017 tidak tepat waktu diserahkan 
dikarenakan DRAF APBD tidak lengkap untuk dibahas.” 
(wawancara pada tanggal 15 Februari 2017). 
Senada dengan pendapat tersebut, Bapak Sahrin Salatung 
mengatakan bahwa, 
“Untuk  2017 tidak tepat waktu, alasannya karena adanya 
perubahan kelembagaan, tahun ini agak terlambat, karena waktu 
diserahkan itu KUA PPAS, itu masih mengacu pada kelembagaan 
yang lama, makanya waktu itu dikembalikan dulu  dia punya KUA 
PPAS untuk di sesuaikan dengn kelembagaaan baru”  sebenarnya 
bukan terlambat diserahkan, tapi karena banyak SKPD yang 
dilebur, ada dibentuk yang baru, disatukan sehingga 
memperlambat kerja. (wawancara pada tanggal 24 Januari 2017). 
 
  Selain Karena faktor perubahan kelembagaan SKPD, penyebab 
keterlambatan penyerahan KUA PPAS ke DPRD diakibatkan karena 
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pihak DPRD terlambat menerima laporan hasil Keputusan dari BPK. Hal 
ini disampaikan oleh Ketua DPRD, Bapak Andi Mappangara bahwa, 
“Kua ppas nya  lambat,selalu terlambat, banyak faktornya, antara 
lain : terlambat kita terima laporan hasil keputusan dari bpk, itu 
kan urutan-urutannya begini kan, di tahunan itu agenda wajib di 
DPRD kan ada namanya RKPJ kepala daerah, lalu ada namanya 
Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 
lalu, itu harus ada laporan pertanggungjawaban disitu. Disitulah 
menghasilkan silva, ada silva disitu lalu setelah ini masuklah kita 
membahas, kan biasanya bersamaan  ini RKPJ dengan 
pembahasan Ranperda pertanggungjawaban, bersamaan itu.” 
Keterlambatan penyerahan KUA PPAS ini, menjadi dinamika 
dalam proses pembuatan Perda APBD yang dimulai dari tahap 
musrenbang sampai kepada penyusunan KUA PPAS. Proses ini 
merupakan proses perencanaan dalam pembuatan Perda APBD. 
Dilihat dari pembahasan perencanaan APBD diatas, terlihat 
bahwa realitas yang terjadi keterlambatan penyerahan KUA PPAS di 
Provinsi Sulawesi Barat, ini diakibatkan karena adanya kelembagaan 
baru, pada tahun 2017 terlambat, karena waktu diserahkan itu KUA 
PPAS, itu masih mengacu pada kelembagaan yang lama, sehingga KUA 
PPAS yang telah diserahkan ke DPRD dikembalikan untuk di sesuaikan 
dengan kelembagaaan baru,penyerahan KUA-PPAS tidak terlambat 
diserahkan, tapi karena banyak SKPD yang dilebur, ada dibentuk yang 





4.2.2 Proses pembahasan Perda APBD 
Pada tahap pembahasan, Ranperda  APBD dibahas oleh DPRD 
dengan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
Sebagaimana diketahui Ranperda dapat berasal dari DPRD dan dapat 
pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan rancangan 
peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan rancangan 
peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan peraturan 
daerah.  Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah 
tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak 
dibahas pada sidang paripurna. Seperti yang diungkakan oleh Bapak Dr. 
Junda Maulana, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, bahwa  
“modelnya dalam pembahasan perda apbd lahir dari kesepakatan 
eksekutif dan legislatif. Dalam pembahasan RAPBD harus melihat 
kelayakan dari pada rancangan, yang dibahas Ini adalah 
rancangan apbd yang dibahas, kemudian disetujui sesuai dengan 
arah kebijakan pembangunan didaerah yang berpedoman kepada 
RPJMD, berpedoman kepada RPJP, dan berpedoman juga 
RPJMN yang kita kenal dengan nawacita di sinkronkan kemudian 
lahir yang namanya rancangan APBD”. (wawancara pada tanggal 
24 januari 2017).   
Selanjutnya, tahap-tahapan pembahasan dapat dirinci sebagai 
berikut : 
1. penyerahan dan penjelasan gubernur tentang RAPBD 
2. pemandangan umum fraksi 
3. jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi 
4. rapat kerja komisi dengan masing-masing mitra kerja 
5. rapat badan anggaran 
6. laporan akhir komisi 
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7. penandatanganan persetujuan bersama tentang APBD 
8. evaluasi di kemendagri tentang APBD 
9. rapat banggar sebagai finalisasi” 
Sebelumnya, RAPBD diserahkan dan dibahas bersama DPRD, 
RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara 
Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan 
sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun 
oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya 
disampaikan kepada kepala daerah. Ranperda tentang APBD harus 
dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut ini : 
a. Ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan 
b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi 
c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, dan kegiatan 
e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara 
f. Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan 
g. Daftar piutang daerah 
h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah 
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i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah 
j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain 
k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini 
l. Daftar dana cadangan daerah, dan 
m. Daftar pinjaman daerah. 
Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum 
disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus 
disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat 
memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah 
serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang 
direncanakan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda 
APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator 
pengelola keuangan daerah.  
Penyerahan RAPBD yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Barat 
pada tanggal 15 Desember 2016 telah mengalami keterlambatan selama 
kurang lebih 2 (dua) bulan dari waktu yang diatur dalam permendagri. 
Ketentuan penyerahan RAPBD harus dilakukan minggu I bulan oktober  
yang kemudian diberikan toleransi waktu dalam tata tertib DPRD yang 
seharusnya dilakukan paling lambat pada minggu I bulan Desember.  
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Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah selama 
berjalannya pemerintahan belum mampu untuk menjalankan aturan 
dengan tepat, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh Sumber daya manusia 
di pemerintah daerah belum mampu menyusun anggaran dan memiliki 
pengetahuan terbatas tentang pembentukan APBD 2017 khususnya 
pada tahap perancangan serta tingkat kedisiplinan pemerintah daerah 
terhadap peraturan perundang-undangan yang rendah. Terjadinya 
keterlambatan penyerahan RAPBD sudah dapat ditebak, mengingat 
penandatanganan KUA-PPAS yang harusnya dilakukan pada Bulan juli 
mengalami keterlambatan kurang lebih lima bulan yang realisasinya 
dilakukan pada tanggal 14 desember 2016. Rangkaian  proses 
perancangan hingga pembahasan RAPBD 2017 yang tidak sesuai 
dengan aturan yang ada lebih memperjelas keterbatasan yang dimiliki 
sumber daya manusia pemerintah daerah. 
Adapun secara teknis, pembahasan RAPBD pada sidang 
paripurna dipimpin oleh pimpinan komisi yakni ketua komisi. Rapat 
Paripurna dalam rangka penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 
Anggaran 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016. 
Kemudian SKPD mempresentasekan program kerja SKPD,  yang akan 
ditanggapi oleh DPRD. Dalam hal ini, program kerja yang akan 
diutamakan adalah program kerja yang sifatnya prioritas dan 
menguntungkan masyarakat banyak. Hal ini juga disampaikan oleh 
Sahrin Salatung bahwa, 
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“pembahasannya sudah jelas dari jadwal, kita mulai rapat 
pimpinan, musyawarah, kemudian menyusun jadwal kegiatan, 
setelah disusun jadwal kegiatan , kita mulai rapat-rapat persiapan, 
kan tahap persiapan itu dimulai dari rapat pimpinan, rapat badan 
musyawarah untuk menyusun jadwal, rapat-rapat komisi untuk 
persiapan, ketua bamus itu exoviso juga, setelah bamus 
menyusun jadwal, setelah itu penyerahan nota keuangan, 
kemudian paripurna yang ke 2 pemandangan umum, kemudian 
jawaban gubernur, setelah di bahas di rapat kerja semua, setelah 
disetujui di banggar, kita paripurna ke 4”.(Wawancara pada 
tanggal 24 Januari 2017). 
Senada dengan pendapat diatas, Ketua DPRD, Bapak H. Andi 
Mappangara S.Sos mengatakan bahwa, 
“Dalam pembahasan RAPBD itu dibahas disetiap komisi-komisi, 
kemudian setelah komisi-komisi membahas, lalu kemudian ada  
namanya laporan komisi-komisi itu disitulah pengambilan 
keputusan untuk persetujuan bersama antara DPRD dengan 
Gubernur, kalau sudah ada persetujuan bersama maka pimpinan 
DPRD menyerahkan ke gubernur untuk melakukan asistensi/ 
evaluasi ke kemendagri, Kemudian setelah ada hasil evaluasi, dari 
sana,dibawa lagi ke DPRD di Banggar untuk dibahas bersama, 
nah kalau sudah ada kesepakatan lagi disitu, maka keluarlah surat 
keputusan pimpinan, kembali diserahkan ke gubernur untuk 
ditetapkan”. (Wawancara pada tanggal 21 januari 2017). 
 
Dalam pembahasan RAPBD ini, harus dihadiri oleh pihak DPRD 
dan SKPD-SKPD. Namun, berdasarkan Risalah Rapat Paripurna ke 
7/Masa Sidang I dalam agenda penyerahan Nota Keuangan dan 
RAPBD, bahwa sebagian dari jumlah Anggota DPRD tidak menghadiri 
Rapat. Seperti yang diungkapkan Bapak Sahrin Salatung dalam hasil 
wawancara berikut,  
“Dalam RAPBD Itu harus terlibat semua anggota dewan, semua 
terlibat dalam pembahasan, karena pembahas kan semua komisi-
komisi, nah dalam komisi-komisi kan semua anggota dewan harus 
ada. Hasil-hasil pembahasan komisi itu, akan dikembalikan 
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kepada badan anggaran, dan badan anggaran yang memutuskan, 
usulan2 dari misalkan ada permintaan dari komisi, permintaan itu 
dilaporkan ke badan anggaran, apakah setuju atau tidak. Komisi 
itu finalnya ada di banggar. Komisi hanya membahas kegiatan-
kegiatan SKPD.” (Wawancara pada tanggal 24 Januari 2017). 
Selanjutnya, dalam pembahasan RAPBD, dilakukan dalam 3 
tingkatan yang dijelaskan oleh Bapak Hamzah Hapati Hasan pada 
wawancara tanggal 21 desember 2016 sebagai berikut.  
1. Pembahasan tingkat I yakni gubernur menyampaikan pokok-pokok 
pikiran di dalam rapat paripurna. 
2. Kemudian tingkat II mempersilahkan kepada anggota DPRD untuk 
melakukan pertanyaan melalui pemandangan umum. Jadi, anggota 
DPRD melalui fraksi-fraksinya bertanya kepada gubernur terhadap 
RAPBD yang telah dimasukkan. 
3. kemudian pada tahap III, Gubernur harus menjawab pertanyaan 
yang diajuan DPRD terkait RAPBD dalam paripurna. Setelah 
Gubernur menjawab, maka anggota DPRD melakukan peninjauan 
ke lapangan. Kemudian program-program yang ada di RAPBD 
dirampungkan dan dilanjutkan dengan Rapat kerja komisi. 
Namun, secara umum teknis tingkat pembicaraan yang 
diungkapkan Bapak Hamzah Hapati Hasan ini telah digolongkan menjadi 
2 tingkatan, yaitu  Pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. 
Pembicaraan Tingkat I mengagendakan tentang pembahasan RAPBD. 
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Sedangkan Pembicaraan Tingkat II mengagendakan Penetapan RAPBD 
untuk menjadi APBD. Alur sidang Pembicaraan Tingkat I sebagai berikut: 
Pembicaraan pada Tingkat Pertama 
a. Penyampaian Surat Gubernur Sulawesi Barat tentang Nota 
Keuangan dan Draf Ranperda APBD kepada DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat 
b. Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk 
membicarakan persiapan Pembahasan Nota Keuangan dan 
RAPBD 
c. Rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka penyusunan dan 
penetapan jadwal  pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD 
d. Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk 
membicarakan persiapan  Pembahasan Nota Keuangan dan 
RAPBD 
e. Rapat Badan Anggaran DPRD dalam rangka persiapan 
Pembahasan RAPBD 
f. Penyerahan secara resmi Nota Keuangan dan RAPBD oleh 
Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam 
rapat Paripurna DPRD 
g. Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota Keuangan 
dan RAPBD dalam Rapat Paripurna DPRD 
132 
 
h. Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi 
atas penjelasan  Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota 
Keuangan dan RAPBD melalui Rapat Paripurna DPRD 
i. Gubernur menyampaikan jawaban atas Pemandangan Uum 
Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD pada Rapat Paripurna 
DPRD 
j. Komisi-Komisi DPRD melakukan Rapat Kerja bersama SKPD 
terkait yang menjadi mitra kerja dalam rangka pembahasan 
RAPBD 
k. Komisi-komisi DPRD melakukan kunjungan kerja di wilayah 
Provinsi Sulawesi Barat dan di luar Provinsi Sulawesi Barat dalam 
rangka untuk menampung, menerima masukan, menerima saran 
dan pendapat terkait pembahasan RAPBD 
l. Komisi-komisi DPRD melakukan Rapat Kerja bersama SKPD 
terkait dalam rangka lanjutan pembahasan RAPBD berdasarkan 
hasil kajian dari hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPRD 
m. Rapat Gabungan Komisi DPRD dalam rangka menyampaikan 
hasil rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat untuk dilanjutkan kepada Badan 
Anggaran DPRD 
n. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat melakukan Rapat Badan Anggaran dalam 
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rangka finalisasi pembahasan RAPBD dan persiapan 
pembahasan tahap akhir. 
Berdasarkan dokumen-dokumen pelengkap yang didapatkan dari 
objek penelitian seperti Risalah Rapat dan laporan-laporan komisi, maka 
dapat dijelaskan secara umum kegiatan dan poin-poin penting dalam 
rapat pembahasan RAPBD 2017 antara Pemerintah Daerah dan DPRD. 
Gambaran pelaksaaan sidang dijelaskan sebagai berikut. 
1. Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda 
Penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 
dan penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota 
Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 
Sidang pembahasan dengan agenda yang dimaksud diatas 
merupakan sidang yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan pada 
tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.00-11.00 Wita dengan dihadiri oleh 
23 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 
Hal-hal penting yang tersirat dalam pembahasan sidang tersebut 
bahwa adanya penjelasan dari pimpinan DPRD yang menyatakan bahwa 
proses pelaksanaan penyusunan RAPBD diawali dengan penyusunan 
KUA/PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, untuk dijadikan 
acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2017. Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2016 
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dibahas sesuai mekanisme DPRD sebagaimana diatur dalam tata tertib 
DRPD yang diawali dengan rapat pimpinan Diperluas DPRD dan rapat 
Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 14 
Desember 2016, untuk persiapan pembahasan dan penyusunan jadwal 
pembahasan.  
Pada hari yang sama juga dilaksanakan beberapa rangkaian 
kegiatan rapat-rapat DRPD dalam rangka persiapan Pembahasan yang 
diawali rapat-rapat Badan Pembuatan Peraturan Daerah serta rapat 
intern komisi-komisi DPRD dan rapat fraksi-fraksi untuk penunjukan 
pembawa pemandangan umum fraksi, dan dilanjutkan Rapat Badan 
Anggaran DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Barat untuk 
persiapan Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 
2017. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Rapat 
Paripurna DPRD akan menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 
Anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas 
bersama-sama.  
Selanjutnya, dalam sidang pembahasan tersebut terdapat 
penjelasan Gubernur secara umum tentang RAPBD Tahun Anggaran 
2017 yakni menyatakan hal-hal penting sebagai berikut : 
a. RAPBD TA 2017 mengacu pada tema pembangunan untuk tahun 
2017 yakni “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan 
Kesejahteraan melalui Peningkatan Daya Saing dan Kualitas 
Hidup Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi”. 
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b. Penyusunan KUA TA 2017 disusun berdasarkan pendekatan 
holistic, tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran 
belanja berdasarkan Money Follows Program dengan cara 
memastikan hanya program yang benar benar bermanfaat yang 
dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi  
c. Dalam RAPBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2017, rencana 
penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 1,843 Triliun lebih,  
meningkat 7,44 persen atau Rp.137,2 miliar lebih dari penerimaan 
pendapatan daerah pada APBD TA. 2016 yang sebesar Rp.1,706 
triliun lebih. Peningkatan tersebut bersumber dari pendapatan asli 
daerah (PAD) sebesar Rp. 296,3 miliar lebih, dana perimbangan 
sebesar Rp.1.545 Trilun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang 
sah sebesar Rp. 1,741 Miliar lebih. 
d. Alokasi belanja daerah pada TA.2017 dianggarkan sebesar 
Rp.1,963 Triliun lebih menurun sebesar Rp. 191,2 Miliar lebih atau 
9,74%b dibandingkan TA.2016 sebesar 2.155 Trilun lebih. 
Komponen belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan 
belanja langsung. 
e. Belanja Tidak langsung dalam rancangan APBD TA.2017 
dialokasikan sebesar Rp.1,056 Trilun lebih, meningkat 22,50% 
atau Rp. 237,7 miliar lebih dibandingkan TA.2016 yang sebesar 
Rp.818,7 miliar lebih. 
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f. Belanja langsung dalam RAPBD TA.2017 dianggarkan sebesar 
Rp.907,3 Miliar lebih menurun 47,28% dibandingkan TA.2016 
yang sebesar Rp. 1,336 Triliun lebih. 
g. Terhadap kebijakan pembiayaan daerah TA.2017 adalah sebesar 
Rp.120,2 Miliar yang disetimasi dari penganggaran pinjaman dari 
lembaga bukan BANK sebesar Rp.128,2 Milyar lebih, dan Rp 8 
Miliar digunakan untuk melakukan pengeluaran pembiayaan 
daerah berupa penyertaan modal pada PT.BANK SULSELBAR. 
Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan Money Follows 
Program. Hal tersebut bergtujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 
perencanaan program dan kegiatan serta memperluas efektifitas dan 
efesiensi penggunaan anggaran. Kebijakan belanja saat ini terbagi atas 
belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung 
merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program 
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi 
perangkat daerah (OPD). Sedangkan belanja langsung adalah belanja 
yang dialokasikan secara langsung guna pelaksanaan program dan 
kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).  
Dalam belanja tidak langsung terdapat komponen anggaran yang 
dapat dialokasikan untuk secara langsung dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Sehingga peningkatan alokasi belanja tidak langsung dapat 
menggambarkan keberpihakan pemerintah provinsi Sulawesi barat pada 
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kebutuhan masyarakat secara nyata, memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pendidikan dan kesehatan, dan 
pencapaian sasaran pembangunan secara langsung. Alokasi anggaran 
melalui belanja tidak langsung dilaksanakan dalam rangka memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut 
kewenangan pemerintahan.  
Kebijakan penganggaran belanja langsung dalam RAPBD 
TA.2017 tetap dalam kerangka penggunaan anggaran yang efisien dan 
efektif berdasarkan pendekatan Money Follow Program dengan 
memberikan perhatian khusus pada pengalokasian belanja daerah 
menganut prinsip efektif dan efisien. Berdasarkan data yang dirangkum 
peneliti dalam pembahasan RAPBD tingkat I maka dapat digambarkan 


































2) Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan atas 
Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota Keuangan 
dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 
Surat gubernur perihal 
penyampaian 
rancangan apbd 





Rapat badan pembentukan 
perda DPRD dalam rangka 
meneliti dan mengkaji 
kelayakan RAPBD 
Rapat badan musyawarah 
dprd dlm rangka 
penyusunan dan 
penetapan jadwal 
pembahasan   
Rapat fraksi-fraksi 
dprd dlm rangka 
persiapan 
pembahasan 
rancangan apbd  
Rapat komisi-komisi dprd dlm 
rangka persiapan 
pembahasan rancangan rapbd  
Rapat badan anggaran dprd 
dlm rangka persiapan 
pembahasan rancangan apbd  
Rapat paripurna dprd dlm rangka 
penyerahan/penyampaian nota keuangan 
dan rancangan apbd oleh gubernur 
kepada dprd dirangkaikan dengan 
penjelasan gubernur terhadap nota 
keuangan dan rapbd  
Rapat paripurna dprd dlm rangka 
penyampaian pemandangan umum 
faksi-fraksi dprd atas penjelasan 
gubernur terhadap nota keuangan 
rapat paripurna dprd dlm rangka 
jawaban gubernur atas 
pemandangan umum fraksi-fraksi 
dprd terhadap nota keuangan dan 
rapbd  
Rapat kerja komisi-komisi dprd bersama 
skpd/mitra kerja dalam rangka pembahasan 
rapbd  
Kunjungan kerja komisi-komisi dprd dalam 
rangka monitoring, evaluasi, studi banding 
dalam rangka pembahasan rapbd 
Lanjutan rapat kerja komisi-
komisi dprd bersama 
skpd/mitra kerja dlm rangka 
pembahasan rapbd 
penyusunan laporan akhir 
komisi  
Rapat gabungan 
komisi dprd dlm 
rangka pembahasan 
tahap akhir terhadap 
rapabd  
Rapat badan anggaran 
dprd dlm rangka 
pembahasan tahap 
akhir terhadap rapbd 
139 
 
Rapat pemandangan umum fraksi dilakukan pada tanggal 15 
Desember 2016 pukul 14.30-16.00 WITA. Rapat ini merupakan rapat ini 
bersifat terbuka, yang dihadiri oleh 24 anggota DPRD Provinsi Sulawesi 
Barat, pemerintah provinsi, undangan, dan para SKPD yang berada 
dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sidang 
tersebut terdapat 7 fraksi yang menyampaikan pemandangan umum atas 
penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota Keuangan, dam 
RAPBD Tahun Anggaran 2017. Fraksi-fraksi tersebut antara lain : 
1. Fraksi Partai democrat : Hj.Fatmawaty,S.Sos 
2. Fraksi partai gerindra : Andi Irfan Sulaiman,SE.,M.A.P  
3. Fraksi partai PAN : Drs.H.Muchtar Belo,MM 
4. Fraksi partai PDIP : Abdul Halim 
5. Fraksi Indonesia hebat : Ir.H.Muh.Taufan,MM 
6. Fraksi keummatan : Yuki Permana,ST 
Selanjutnya untuk Fraksi Partai golkar tidak hadir, sebab seluruh 
anggota Fraksi pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan partai diluar 
daerah sehingga untuk pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar 
terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017, tidak dapat 
dibacakan, namun berdasarkan kesepakatan Anggota Fraksi Partai 
Golkar yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD, bahwa pembahasan 
Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 Fraksi Partai Golkar 
setuju untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. 
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Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut terdapat 
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari 
Pemerintah Provinsi. Secara umum, pemandangan umum fraksi DPRD 
menyampaikan rekomendasi, saran, pertanyaan pada setiap kebijakan 
anggaran, dan pernyataan serta kesepakatan terhadap belanja daerah 
yang disusun berdasarkan pendekatan Money Follows Program kepada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan agar Pemerintah 
Provinsi lebih serius terhadap pelaksanaan program kinerja sehingga 
berjalan maksimal mengingat pada saat tersebut Pemerintahan Provinsi 
dianggap memasuki masa transisi sehingga diperlukan kehati-hatian 
dalam mengelola kebijakan keuangan daerah agar segala yang 
diharapkan dapat tercapai. 
Pernyataan dan rekomendasi dari fraksi melahirkan pertanyaan-
pertanyaan yang intinya tentang antara lain: pertanyaan mengenai 
besaran yang dialokasikan pada program tertentu; upaya keefektifan dan 
keefisienan penggunaan anggaran dalam pembangunan; strategi 
Pemerintah Provinsi pada pengalokasian anggaran dalam  pengalihan 
beberapa  kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi seperti urusan 
pengelolaan pendidikan menengah, kehutanan, ketenagakerjaan, 
EESDM dan perhubungan; dan upaya Pemerintah Daerah agar tidak  
mengalami defisit seperti pada tahun sebelumnya. 
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Pemandangan umum fraksi inilah yang menggambarkan sikap 
politik fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tentang RAPBD yang 
ditawarkan pemerintah daerah. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi di 
DPRD kiranya dapat dilihat bahwa substansi pokok dalam pemandangan 
umum tersebut mengharapkan lahirnya Perda APBD 2017 yang nantinya 
akan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 
3) Jawaban Gubernur Sulawesi Barat atas Pemandangan Umum 
Fraksi terhadap Nota keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 
2017. 
Berkaitan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi, maka 
pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan tanggapan atau 
jawaban. Inti dari jawaban pemerintah daerah bahwa pembiayaan semua 
program yang dituangkan dalam RAPBD merupakan program sesuai 
dengan aturan yang mengaturnya baik pada pembagian porsi anggaran. 
Bentuk penganggaran, serta perumusan program merupakan 
sinkronisasi dari program yang lebih tinggi dan berdasar pada dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan.  
Rapat Jawaban Gubernur Sulawesi Barat atas Pemandangan 
Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 
2017 merupakan rapat yang bersifat terbuka untuk umum yang dilakukan 
pada tanggal 15 Desember 2016, Pukul 20.30 s/d 22.00 Wita yang 
dihadiri oleh 23 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta 
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pemerintah daerah, undangan dan para SKPD yang berada dalam 
lingkup pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Anggota Fraksi DPRD telah menyampaikan Pemandangan Umum 
atas Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota Keuangan dan 
RAPBD Tahun Anggaran 2017, dimana pada umumnya menyampaikan 
tanggapan, saran, pendapat maupun pertanyaan yang perlu mendapat 
jawaban dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 
Setelah mendengarkan Jawaban Gubernur atas Pemdandangan 
Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 
Anggran 2017, maka selanjutnya pemberian kesempatan kepada 
Anggota Fraksi Pembawa Pemandangan Umum untuk memberikan 
tanggapan balik atas Jawaban Gubernur yang baru saja didengarkan 
bersama. 
Pemandangan umum fraksi DPRD menyatakan setuju untuk untuk 
dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya,  adapun tanggapan 
balik, saran, pendapat, maupun pertanyaan dari Anggota Fraksi berisi 
harapan kepada masing-masing Kepala SKPD untuk hadir dalam 
pembahasan dan tidak mewakilkan kepada staf sehingga proses 
pembahasan dapat berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan, harapan 
juga kepada pimpinan  DPRD mengevaluasi kembali kehadiran anggota 
DPRD pada saat Rapat-rapat DPRD, karena sudah sekian kali kehadiran 
Anggota DPRD pada saat rapat-rapat di DPRD sangat kurang, kemudian 
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harapan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya Dinas 
Pertanian, peternakan dan perkebunan untuk aktif dan berpartisipasi 
dalam pembahasan Pansus DPRD terkait permasalahan Tandan Buah 
Sawit yang sedang dibahas di Pansus, dan adapun pertanyaan juga dari 
Anggota Fraksi, yakni tentang Dana Intensif Daerah (DID) dari 
Pemerintah Pusat yang tidak dapat diberikan kepada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016, padahal Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat menetapkan APBD pada bulan Desember 2016. 
 Setelah mendengarkan Jawaban Gubernur serta tanggapan dari 
Anggota Fraksi pembawa Pemandangan Umum, maka dapat 
disimpulkan bahwa pada prinsipnya Jawaban Gubernur Sulawesi Barat 
dapat diterima, meskipun disertai dengan catatan yang akan menjadi 
perhatian Gubernur. 
4. Pembahasan Tahap Akhir terhadap Ranperda APBD Tahun 
Anggaran 2017 
Rapat Pembahasan Tahap Akhir terhadap Ranperda APBD Tahun 
Anggaran 2017 dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016, pukul 16.00 
s/d 17.30 Wita yang dihadiri oleh 19 anggota DPRD dan Tim Anggaran 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum diadakannya rapat ini 
terlebih dahulu dilaksanakan kunjungan kerja komisi-komisi dalam 
rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 16-21 
Desember 2016. Setelah itu, pada hari yang sama tanggal 22 Desember 
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2016 pada jam 09.00 Wita diadakan Rapat Kerja Komisi-komisi bersama 
Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 
2017 dan dilanjutkan dengan Rapat Gabungan Komisi untuk 
menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi-komisi.  
Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
membicarakan Pembahasan Tahap Akhir  terhadap Pembahasan 
RAPBD Tahun Anggaran 2017. Rapat Badan Anggaran dilaksanakan 
untuk mendengarkan hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD bersama 
Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam rangka pembahasan Tahap 
Akhir terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017. Berikut penjelasan hasil 
sementara rapat kerja setiap Komisi bersama mitra kerjanya yang 
diwakili oleh masing-masing juru bicara Komisi. 
Komisi I diwakili oleh Syamsul Samad (Ketua Komisi I) 
1) Pembahasan di Komisi I sampai saat ini masih berlangsung dan 
kemungkinan pembahasannya dilakukan sampai 3 hari kedepan, 
karena pagu anggaran yang diberikan oleh Tim TAPD Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat berubah dari sebelumnya. 
2) Untuk anggaran Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2017 




3) Pada prinsipnya Komisi I sampai saat ini belum siap untuk 
dilakukan evaluasi di kemendagri sebagaimana jadwal yang 
ditetapkan oleh Banmus. 
Komisi II diwakili oleh Ajbar (Ketua Komisi II) dan Rayu (Anggota Komisi 
II) 
1) Prinsipnya Komisi II telah melakukan Pembahasan bersama 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan sepakat untuk dilakukan 
Asistensi di Kementrian dalam Negeri di Jakarta. 
2) Komisi II berharap agar Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 
2017 dapat diketuk pada akhir desember 2016, sebab kalau 
APBD 2017 menyebrang ke 2017 akan mempengaruhi postur 
APBD Tahun 2017. 
3) Komisi II akan melanjutkan pembahasan bersama mitra kerja 
komisi II setelah ada hasil evaluasi Mendagri khususnya terkait 
dengan berapa asumsi pendapatan tahun 2017. 
4) Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah kedepan agar 
meningkatkan pendapatan daerah untuk menambah pendapatan 
2017.  
5) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar menelusuri pendapatan 
dari Pulau lerek-Lerekang yang telah ada kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan tentang bagi hasil. 
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6) Penyusunan program yang berasal dari SKPD belum menyentuh 
kebutuhan masyarakat. 
Komisi III diwakili oleh Ir. Yahuda, MM (Ketua Komisi III) 
Komisi III DPRD pada prinsipnya sudah melakukan pembahasan 
dengan SKPD yang menjadi mitra kerja dan akan dilanjutkan setelah ada 
hasil evaluasi Mendagri untuk dilakukan penyesuaian atau 
penyempurnaan. 
Komisi IV diwakili oleh H.Abdul Rahim,S.Ag.,MH (Ketua Komisi IV) 
1) Komisi IV sepakat pembahasan secara tehnis akan dilanjutkan 
setelah ada hasil evaluasi Mendagri. 
2) Untuk pagu indikatif SKPD di Komisi IV sudah disepakati di 
masing-masing SKPD. 
3) Komisi IV sepakat untuk dilakukan evaluasi di Kemendagri. 
H.M Nur Alam Tahir (Asisten I SETDA) 
1) Kami berharap agar jadwal konsultasi di Kemendagri yang telah 
dijadwalkan oleh Kemendagri sebaiknya dilaksanakan, sebab kalau 
jadwal berubah akan sulit untuk ditetapkan APBD tepat waktu. 
2) Anggaran Bansos sebesar 377 Milyar diperuntukan untuk dana BOS 
sebesar 277 Milyar lebih, 61 Milyar untuk penyelenggaraan Pilkada 
Gubernur 2017, 11 Milyar untuk dana bantuan rumah ibadah dan 
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sisanya untuk bantuan hibah ke organisasi-organisasi diantaranya 
KONI, PMI, Pramuka dan organisasi lainnya. 
3) Kami berharap juga agar proses pembahasan dapat dilakukan sesuai 
jadwal dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 
Ketua DPRD menyatakan bahwa setelah mendengarkan masukan 
dan penjelasan dari masing-masing Komisi dan Anggota Badan 
Anggaran dan Tim TAPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka 
kesimpulan rapat adalah : Pimpinan DPRD memberikan kesempatan 
kepada Komisi-Komisi yang belum menyelesaikan pembahasannya, agar 
segera menyelesaikan pembahasan secepatnya sehingga jadwal 
asistensi di Kemendagri dapat dilaksanakan secepatnya. 
 
5. Rapat Finalisasi Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 
2017 dan penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi 
terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017. 
Rapat Finalisasi Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 
2017 dan penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi 
terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017 dilakukan pada tanggal 29 
Desember 2016 Pukul 15.00 s/d 16.30 Wita yang dihadiri oleh 16 
anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat. 
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 Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
membicarakan kondisi Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi dan Finalisasi 
terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Rapat Badan 
Anggaran DPRD dilaksanakan untuk mendengarkan Laporan hasil Rapat 
kerja Komisi-Komisi DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
dalam rangka pembahasan Tahap Akhir terhadap RAPBD Tahun 
Anggaran 2017 dan Finalisasi pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 
2017, masing-masing Komisi menyampaikan hasil akhir rapat kerja 
bersama dengan mitra kerja masing-masing. 
 Rapat Badan Anggaran DPRD merupakan kondisi Hasil Rapat Kerja 
Komisi-Komisi dalam rangka pembahasan Tahap Akhir terhadap RAPBD 
dan Finalisasi terhadap Pembahasan RAPBD dengan pilihan setuju atau 
tidak setuju dengan penetapan persetujuan APBD tahun Anggaran 2017 
kemudian diketuk palu pada tanggal 30 Desember. Semua Fraksi setuju 
dengan penetapan RAPBD, namun disertai beberapa penyampaian hasil 
rapat kerja bersama mitra kerjanya masing-masing. Penyampaian hasil 
akhir rapat diajukan oleh komisi disampaikan secara langsung dalam 
sidang pembahasan yang dibacakan oleh masing-masing komisi. 
 Ketua Komisi I  : Syamsul Samad, menyampaikan kesimpulan 
terkait dengan penyampaian hasil rapat kerja bersama mitra kerjanya 
dalam APBD 2017 yaitu , 1) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
pada prinsipnya telah menyelesaikan pembahasannya sebanyak 16 
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Mitra Kerja SKPD dan hamper semua SKPD mengalami perubahan pagu 
indikatif yang sebelumnya. 2) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
merekomendasikan kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar SKPD yang mengalami 
kekurangan anggaran, ditambah anggarannya sesuai dengan hasil 
kesepakatan Kerja Komisi, khususnya di Biro Umum Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat minimal dikembalikan 
pagu anggarannya seperti pagu anggaran tahun 2016 yang lalu. 3) 
Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat juga menambahkan pagu anggaran di SKPD yang 
kekurangan biaya belanja rutin misalnya di Satpol PP dan BKD. 4) 
Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat setuju penetapan persetujuan 
APBD tahun Anggaran 2017 diketuk pada tanggal 30 Desember 2016. 
 Sekretaris Komisi I (Sukri), Mempertanyakan terkait informasi 
bahwa pelaksanaan Asistensi RAPBD Tahun Anggaran 2017 telah 
dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta padahal 
pembahasan di Komisi I belum selesai. 
 Kemudian ditanggapi oleh Ketua DPRD (H. Andi Mappangara, 
S.Sos) mengatakan bahwa: terkait dengan informasi bahwa telah 
dilakukan asistensi RAPBD Tahun Anggaran 2017   di Kementrian Dalam 
Negeri oleh Pimpinan DPRD bersifat Konsultasi biasa terkait 
pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017 di DPRD. Menurut Ketua 
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DPRD bahwa konsultasi RAPBD Tahun Anggaran 2017 di Kementrian 
Dalam Negeri setelah ada persetujuan bersama antgara DPRD dan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Rapat Paripurna DPRD yang 
didahului laporan Akhir Komisi-Komsi, dan setelah ada hasil evaluasi 
Mendagri barulah kita lakukan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dan 
Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan 
penyempurnaan RAPBD. 
 Ketua Komisi II : Ajbar, menyampaikan bahwa : 1) Hasil rapat Kerja 
Komisi II sebagaimana disampaikan pada Rapat badan Anggaran DPRD 
yang lalu bahwa Komisi II telah melakukan pembahasan bersama Mitra 
Kerja dan pagu anggaran yang disampaikan kepada Komisi II telah 
disepakati bersama, namun hampir semua SKPD juga meminta 
tambahan anggaran dari pagu awal. 2) Komisi II DPRD prinsipnya setuju 
untuk dilakukan persetujuan bersama terhadap RAPBD Tahun Anggaran 
2017 melalui rapat Paripurna DPRD pada tanggal 30 Desember 2016. 
 Sekretaris Komisi III : Zadrak To’tuan, menyampaikan bahwa : 1) 
Komisi III DPRD pada prinsipnya sudah melakukan pembahasan dengan 
SKPD yang menjadi mitra kerja dan akan dilanjutkan setelah ada hasil 
evaluasi Mendagri untuk dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan.2) 
Diharapkan kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim TAPD Provinsi 
Sulawesi Barat untuk menambahkan anggaran kepada Dinas 
perhubungan sebesar 1,5 Milyar untuk membiayai amdal di kawasan 
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bandara Tampa Padang Mamuju, dalam rangka persyaratan untuk 
penambahan anggaran perluasan bandara Tanpa Padang dari APBN.   
3) Komisi III setuju untuk dilakukan persetujuan bersama terhadap 
RAPBD tahun Anggaran 2017 melalui Rapat Paripurna DPRD yang 
dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016. 
 Ketua DPRD : H. Andi Mappangara, S.Sos mewakili Komisi IV 
menyampaikan bahwa: Komisi IV sebagaimana laporan yang 
disampaikan pada Rapat Badan Anggaran yang lalu  bahwa Komisi IV 
prinsipnya telah melakukan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dan setuju 
pagu anggaran yang diberikan dimasing-masing SKPD, yang selanjutnya 
akan dilakukan penyempurnaan setelah ada hasil Evaluasi Mendagri. 
Setelah Penyampaian hasil akhir Rapat Kerja Komisi-komisi 
bersama mitra kerjanya, H.Ismail Zainuddin (Sekretaris Daerah) 
menyatakan bahwa : 1) Kami akui bahwa hampir semua SKPD 
mengalami kekurangan anggaran, kami berharap agar anggaran yang 
diberikan kepada SKPD tersebut dapat diperuntukkan kepada kegiatan-
kegiatan rutin kantor dan kegiatan prioritas. 2) Kekurangan anggaran di 
SKPD diakibatkan adanya pembiayaan untuk biaya operasional Sekolah 
Menengah Atas/ sederajat yang tahun ini anggarannya dibebankan 
kepada Pemerintah Provinsi sedangkan anggaran dari pusat belum turun 
ke provinsi. 3) Pemerintah Provinsi masih optimis terhadap kondisi 
keuangan di tahun 2017, sebab Pemerintah pusat akan menjanjikan 
152 
 
kuncuran dana melalui APBN Perubahan sebesar 300 Milyar untuk 
menutupi kekurangan anggaran di Provinsi Sulawesi Barat akibat adanya 
pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi. 4) Untuk 
menambah kekurangan anggaran di SKPD, kami sepakat RAPBD Tahun 
Anggaran 2017 ini, defisit 4 milyar. 
Setelah mendengarkan masukan dan penjelasan dari masing-
masing Komisi dan Anggota Badan Anggaran dan Tim TAPD Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat, Ketua DPRD membacakan kesimpulan rapat 
yakni : 
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka 
Persetujuan Bersama terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017 
yang didahului  dengan Penyampaian Laporan Akhir Komisi-
Komisi akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 
pada pukul 09.00 wita. 
2. Pembahasan Akan dilanjutkan setelah ada hasil evaluasi 
Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD tahun Anggaran 2017 
melalui Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama Tim 
TAPD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyempurnaan 
RAPBD Tahun Anggaran 2017. 
Dalam proses pembahasan tersebut diatas, DPRD harus melihat 
setiap usulan program kegiatan yang disampaikan oleh Eksekutif. Setiap 
program harus betul-betul sesuai dengan proses perencanaan dari awal 
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dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. 
Jika ada program dan kegiatan yang di usulkan yang masuk lantas tidak 
memenuhi syarat, program tersebut akan dihapus dari RAPBD.  Sebelum 
membahas RAPBD, yang harus dibahas terlebih dahulu adalah APBD 
perubahan. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai 
upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya 
dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa 
berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun 
pengeluaran, atau sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang ungkapan oleh 
Bapak Andi Mappangara : 
“Sebelum membahas RAPBD, yang harus dibahas adalah APBD 
Perubahan. Setelah itu, pembahasan selanjutnya membicarakan 
APBD Pokok. Jadwalnya pun telah ditentukan, yaitu pada 
pertengahan bulan 11 hingga 30 desember”. (Wawancara pada 
tanggal 22 Desember 2016).  
Setelah RAPBD dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur, 
kemudian diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk 
diperiksa. Hal ini dimaksudkan agar RAPBD yang akan ditetapkan sesuai 
dengan perencanaan dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan dasar 
seperti Visi Misi Kepala Daerah, RPJMD dan lainnya. Hal ini sesuai hasil 
wawancara dengan Bapak Dr. Junda Maulana, Kepala Bappeda Provinsi 






“Setelah rancangan APBD itu dibahas dan disetujui, rancangan itu 
kemudian dibawa ke kementrian dalam negeri untuk dilakukan 
asistensi, nanti kementrian dalam negeri asistensi, ini tidak bisa 
misalnya, ini boleh, ini harus sesuai dengan ini, hasilnya itu  
dibahas lagi antara  TAPD dengan Banggar yang ada di DPRD, itu 
dibahas bersama sama, TAPD itu eksekutif dan banggar itu 
legislative, dibahas, penyesuaian2, lalu disepakati, disepakati 
maka yang diambil lakukan adalah penetapan RAPBD menjadi 
APBD di DPRD”. (Wawancara pada tanggal 24 januari 2017). 
Dalam penyerahan RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri 
tergolong lambat. hal ini dikarenakan keterlambatan pihak Eksekutif 
menyerahkan RAPBD ke DPRD. keterlambatan ini merupakan akibat 
dari proses sebelumnya pada saat penyerahan KUA PPAS pada proses 
perencanaan. Seperti yang diungkapkan Bapak Drs. Eman Hermawan, 
Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Barat bahwa, 
“penyerahan RAPBD itu tidak tepat waktu, karena kalau jadwal 
dari kemendagri 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran itu 
harus diserahkan memang. oktober paling lambat diserahkan, tapi 
tidak tepat waktu. Itu kan tergantung dari pemda. Itu terlambat 
diserahkan dari pemda, karena itu hari ada perubahan organisasi 
atau lembaga, itu hari yang memperlambat itu, karena perda 
kelembagaan itu kan kita tetapkan desember, sementara  KUA 
PPAS yang diserahkan itu kan masih organisasi lama, jadi di ubah 
lagi KUA nya, jadi berubah dari awal lagi penyusunan 
rancangannya, kalau KUA PPAS tepat waktu yakni bulan juni, tapi 
itu masih SKPD lama, pas diserahkan kepada DPRD berubah lagi 
progress nya, baru disusun  kembali lagi, lalu dibawah ke DPRD 
untuk  dibahas, itu bikin lama. (Wawancara pada tanggal 25 
Januari 2017). 
Akibat dari keterlambatan ini, menyebabkan singkatnya proses 
pembahasan RAPBD. Waktu yang disiapkan untuk membahas RAPBD 
yang berisi usulan program-program tidak sesuai dengan yang 
direncanakan. Setiap program-program yang harusnya dibahas tuntas 
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menjadi sedikit. Akibatnya proses pembahasan yang dilakukan tidak 
menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan usulan program 
yang diajukan. Namun, selama pembahasan RAPBD berlangsung, 
dalam setiap sidang, terkadang terjadi perdebatan antara berbagai pihak 
yakni dari Eksekutif dan Legislatif. Perdebatan-perdebatan dilatar 
belakangi berbagai masalah, salah satunya adalah mengenai perwakilan 
dari Eksekutif yang diusulkan rapat bersama DPRD yang diperdebatkan. 
Hal ini dicontohkan oleh Bapak Hamzah Hapati Hasan sebagai berikut. 
“Beberapa komisi di DPRD terkadang tidak menerima pejabat 
eselon 3. Mereka mengingikan kepala dinasnya secara langsung 
menjelaskan. Namun hal ini menjadi dilematis sebab terkadang 
pula kepala-kepala dinas mempunyai agenda rapat lainnya, 
sehingga kepala dinas mengutus sekertaris atau staffnya untuk 
mengikuti rapat di DPRD”. (Wawancara pada tanggal 21 Januari 
2017). 
Hal diatas yang terjadi merupakan hal yang lumrah sebab dalam 
menentukan pilihan yang orientasinya kepada kepentingan masyarakat 
tentu akan mengelurkan banyak pemikiran dan perbedaan pendapat.  
Berdasarkan pembahasan tersebut, proses pembahasan APBD ini tidak 
sesuai dengan aturan yang ada.  Pada tahap  pembahasannya, sering 
terjadi perbedaan pandangan, hal ini disebabkan  pihak eksekutif dan 
legislatif susah bertemu pendapatnya, karena berbagai kepentingan dari 
kedua belah pihak, sehingga tidak sesuai dengan aturan yang sudah 
ditetapkan. Tentang pedoman penyusunan APBD, terlihat dengan 
gambaran risalah rapat mengenai pemberian kesempatan untuk 
menyempurnakan APBD yang telah dibahas, ini menggambarkan bahwa 
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kedua belah pihak hubungannya kurang harmonis, sehingga 
pembahasannya tidak sesuai dengan aturan yang ada.  
4.2.3 Proses penetapan Perda APBD 
 Setelah RAPBD dibahas bersama Eksekutif dan Legislatif dan 
diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Tahapan terakhir adalah 
menetapkan ranperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 
sebelumnya. Pada proses penetapan RAPBD dilakukan oleh pihak 
Eksekutif dan Legislatif. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak 
Hamzah Hapati Hasan bahwa, 
“Setelah RAPBD dibahas dalam rapat paripurna bersama 
Gubernur dan DPRD, barulah kita menetapkan apbd, jadi kita 
menetapkan apbd itu setelah hasil konsultasi. Seperti besok ini 
kita berangkat semua tggl 23. Kita asistensi namanya, di bedah itu 
apbd. Yang kesana tinggal banggar dengan tpad. Yah eksekutif itu 
tapd namanya dalam hal ini sekda dengan itu saya bilang timnya 
tadi dengan kementrian dalam negeri. Setelah kita hasil rapat 
disana,kita nunggu hasilnya pak menteri dalam negeri, 1 minggu 
kemudian datang surat keputusan mendagri.” (wawancara pada 
tanggal 21 desember 2016). 
Penetapan RAPBD menjadi APBD di Provinsi Sulawesi Barat 
dilaksanakan pada bulan Desember 2016. Seperti yang diungkapkan 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak H. Andi Mappangara, 
S.Sos.,  bahwa, 
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“Kemudian kalau apbd tahun 2017 ini  kita tetapkan pas tggl 30 
desember 2016, kan November semestinya persetujuan bersama 
tapi penetapannya desember. Jadi itu urutan-urutannya, tapi 
selama ini kita tidak pernah tepat waktu berdasarkan peraturan 
menteri dalam negeri tentang penyusunan.” (Wawancara pada 
tanggal 21 januari 2017). 
 Penetapan RAPBD tersebut masuk dalam tahap Pembicaraan 
Tingkat II dengan dilaksanakan dengan sidang paripurna. Alur 
Pembicaraan Tingkat II dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut. 
Pembicaraan pada Tingkat Kedua 
a. Persetujuan bersama terhadap RAPBD antara Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
yang didahului oleh penyampaian laporan akhir komisi-komisi 
DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD 
b. Pendapat akhir Gubernur persetujuan bersama terhadap RAPBD 
melalui Rapat Paripurna DPRD  
c. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Anggaran 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan RAPBD dan 
Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran RAPBD 
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi 
d. Hasil evaluasi RAPBD dan Rancangan Peraturan Gubernur 
tentang penjabaran RAPBD oleh Menteri Dalam Negeri, Badan 
Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat melakukan Rapat Badan Anggaran untuk 
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melakukan penyempurnaan dan rasionalisasi terhadap hasil 
evaluasi RAPBD dan Penjabaran RAPBD 
e. Hasil penyempurnaan RAPBD dan Rancangan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran RAPBD sesuai hasil evaluasi 
Menteri  Dalam Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan 
DPRD tentang Penyempurnaan RAPBD. 
Secara ringkas, pembahasan tingkat II digambarkan dalam skema 
sebagai berikut. 







  Selanjutnya, teknis dalam sidang Rapat Paripurna pembicaraan 
Tingkat 2, tentang Penetapan Persetujuan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Penyampaian Laporan 
Akhir Komisi-Komisi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017 dijelaskan 
sebagai berikut. 
Rapat paripurna dprd dalam 
rangka persetujuan 
bersama terhadap rapbd  
Penyampaian rapbd dan 
pergub tentang penjabaran 
rapbd kepada kementerian 
Keputusan pimpinan dprd tentang 
penyempurnaan rapbd hasil evaluasi 
kementerian dalam negeri    
Rapat badan anggaran dprd 
bersama tim anggaran pemerintah 
provinsi sulawesi barat dlm rangka 
penyempurnaan rapbd hasil 
evaluasi kementerian dalam negeri  
Penetapan  peraturan daerah tentang 
apbd oleh gubernur    
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Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Penyampaian Laporan 
Akhir Komisi-Komisi terhadap RAPBD dilakukan pada tanggal 30 
Desember 2017 Pukul 10.30 s/d 11.45 wita, rapat ini terbuka untuk 
umum,dihadiri oleh 29 dari 45 anggota DPRD, pemerintah Provinsi, para 
undangan dan para SKPD yang berada dilingkup pemerintahan Provinsi 
Sulawesi Barat. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, 
memiliki beberapa agenda didalamnya, diantaranya : 
1) Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi   
Sulawesi Barat Tahun 2017. 
2) Penandatanganan keputusan DPRD dan Persetujuan bersama 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat. 
Berdasarkan ketentuan pasal 239 ayat (1), (2), (3) dan (4) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa Perencanaan Penyusunan 
Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan 
Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 
1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan 
Peraturan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD, 
Penyusunan dan Penetapan program pembentukan Peraturan Daerah 
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RAPBD. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, setelah mendengarkan 
bersama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 
2017 yang telah disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Namun, untuk penegasannya 
ditanyakan kepada seluruh anggota DPRD tentang Program 
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 tersebut dapat ditetapkan 
menjadi Keputusan DPRD atau tidak. Anggota DPRD semua setuju 
Pembentukan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi Keputusan 
DPRD.  
Untuk mengetahui Rancangan Keputusan DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, Sekretaris DPRD membacakan 
Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud. Setelah itu, acara 
penandatanganan Keputusan dan persetujuan bersama oleh Ketua 
DPRD dan Gubernur Sulawesi Barat. 
Selanjutnya pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat, disampaikan Laporan Akhir Komisi-Komisi terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. 




 Proses Pembahasan Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun Anggaran 2017,didasarkan Penyampaian Surat 
Gubernur Nomor : 1393/KEU/XII/2016 tanggal 15 Desember 
2016, perihal Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD 
Tahun Anggaran 2017, dan telah tercatat dalam agenda 
Sekretariat Dewan Nomor 675. 
Dengan dasar surat tersebut, Pimpinan DPRD menyepakati 
bahwa Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017, 
diproses sesuai mekanisme DPRD. 
 Pada tanggal 15 Desember 2016 dilaksanakan Rapat 
Paripurna DPRD dalam rangka penyerahan Nota Keuangan 
dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 dan dilanjutkan Penjelasan 
Gubernur terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 
Anggaran 2017. 
Kemudian pada siang hari, dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD 
untuk penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas 
Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat. Dan pada malam hari dilanjutkan 
Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan Jawaban Gubernur 
Sulawesi Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Pada 
tanggal 21 - 23 Desember 2016, dilaksanakan Rapat Kerja Komisi-
Komisi DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
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Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan berikut, akhirnya 
pada tanggal 29 Desember 2016, dilaksanakan Rapat Pimpinan 
diperluas dalam rangka Persiapan Penyampaian Program Pembentukan 
Peraturan Daerah Tahun 2017 dan persiapan Penyampaian Laporan 
Akhir Komisi-Komisi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017, kemudian 
dilanjutkan Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Rapat Finalisasi 
pembahasan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017. Penyampaian 
Laporan Akhir Komisi-Komisi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017 
dijabarkan sebagai berikut : 
 Komisi I dengan juru bicara oleh Syamsul Samad,S.I.P 
menyampaikan bahwa, berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi 1 dengan 
14 Mitra Kerja pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016 tepatnya jam 
09.00 wita diruang rapat Komisi I Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat, kepada masing-masing SKPD Lingkup Provinsi Sulawesi 
Barat. Staf Pendamping dari Bappeda dan Biro Keuangan dan Staf 
Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil rapat semua SKPD 
yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari 14 
SKPD, berdasarkan pagu anggaran tahun 2017 dengan Rincian 
berdasarkan SKPD sebagai berikut. 
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1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp. 14.226.000.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 =     Rp. 8.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan =        Rp. 7.500.000.000,- 
Catatan : Program Bangun Mandar yang sudah dicanangkan 
sesuai dengan Perda disesuaikan dengan pokok pikiran DPRD 
dikarenakan biaya anggaranyang terlalu besar dan kurang terarah 
maka Komisi 1 mengharapkan kepada BPMPD untuk 
menrasionalisasikan Program tersebut dengan Program kegiatan 
yang lain. 
2. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp.6.587.645.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 =     Rp.4.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan = Rp. 4.000.000.000,- 
Catatan : Pengalihan urusan Mess Dari Biro Umum dialihkan ke 
Badan Penghubung Provinsi. 
3. BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROV.SULBAR 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp.39.526.160.000,- 
Pagu indikatif T.A 2017 =     Rp.45.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan =        Rp.45.000.000.000,- 
Catatan : akan dibicarakan ke tingkat  pimpinan untuk 
penambahan 3 miliar 
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4. BADAN PENGEMBANGAN SDM 
Pagu Anggaran T.A.2016 = Rp.8.945.300.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 = Rp.6.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan = Rp. 6.000.000.000,- 
5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp.7.939.255.968,- 
Pagu indikatif T.A 2017 = Rp.6.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan = Rp. 6.500.000.000,- 
Catatan : Penambahan 500 juta untuk seleksi jabatan 
6. INSPEKTORAT 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp. 6.592.298.800,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 =Rp. 6.000.000.000 
Setelah Pembahasan = Rp. 6.000.000.000,- 
7. BIRO HUKUM SETDA PROV.SULBAR 
Pagu Anggaran T.A 2016 =Rp.3.262,298.800,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 =Rp.4.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan = Rp. 4.000.000.000,- 
8. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Pagu Anggaran T.A 2016 =Rp.5.736.864.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 = Rp.4.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan =Rp.4.000.000.000,- 




9. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV.SULBAR 
Pagu Anggaran T.A 2016= Rp.5.467.200.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 = Rp.6.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan = Rp.6.000.000.000,- 
Catatan : Penambahan pengadaan video tront akan dibicarakan 
ditingkat pimpinan. 
10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 
KEBAKARAN 
Pagu Anggaran T.A 2016= Rp.4245.780.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017=Rp.4.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan =Rp.6039.836.000 
Catatan : Penambahan 2.039.836.000,- untuk pembayaran gaji 
SATPOL PP dan BOP TU.  
11. BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA PROV. 
SULBAR 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp.4.296.000.000,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 = Rp.4.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan = Rp.4.000.000.000,- 
12. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROV.SULBAR 
Pagu Anggaran T.A 2016 = Rp.66.308.110.400,- 
Pagu Indikatif T.A 2017 =Rp.55.000.000.000,- 




13. SEKERTARIAT DPRD 
Pagu Indikatif T.A 2017 = Rp.50.000.000.000,- 
Setelah Pembahasan =Rp.68.000.000.000,- 
Catatan : 
-Mengembalikan Pagu T.A 2015 Rp. 68 M, volume reses 60 juta 
per anggota DPRD dan sosper 25 juta naik dari Tahun Anggaran 
2016 
-12 komputer untuk ruangan anggota DPRD 
-Toilet perlu pemeliharaan 
-pakaian dinas perlu dianggarkan untuk anggota DPRD 
14. DINAS CATATAN SIPIL 
Pagu Indikatif T.A 2017 = Rp.4.534.329.000,- 
Setelah Pembahasan =Rp. 4.534.329.000,- 
Secara garis besar dari seluruh SKPD Mitra Kerja Komisi I DPRD 
Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk membangun komunikasi dan 
koordinasi dengan baik untuk mensinergikan program-program yang ada 
di Provinsi Sulawesi Barat sehingga capaian-capaian  dan perencanaan 
dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan bersama. Kemudian, 
Ketua DPRD merekomendasikan Kepada Gubernur, wakil Gubernur 





1. Meningkatkan Serapan anggaran untuk tahun berjalan dan tahun-
tahun yang akan datang. 
2. Memaksimalkan pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan Program 
APBD maupun Program yang dibiaya melalui APBN 
3. Melakukan Koordinasi dengan baik Kepada Bupati yang ada 
diwilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan Anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat agar pelaksanaan Program dapat mencapai sasaran 
dan tidak menjadi tumpang tindih program. 
  Komisi II dengan juru bicara oleh Hj. Hastuti Indriani SE 
menyampaikan bahwa, Untuk Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat 
telah melakukan pembahasan dengan SKPD Mitra Kerja Komisi II yang 
sudah disesuaikan dengan kelembagaan baru berjumlah 9 SKPD Yaitu : 
1)Dinas Pertanian, 2) Dinas Perikanan dan Kelautan, 3) Dinas 
Kehutanan, 4) Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, 
5)Dinas Ketahanan Pangan, 6) Dinas Pariwisata, 7) Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Daerah dan PTSP, 8) Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, 9) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Dari pembahasan Komisi dengan mitra kerja sebagaimana 
dengan Rancangan APBD TA. 2017, disampaikan bahwa pada saat 
pembahasan ditingkat Komisi pada saat itu yang menjadi dasar 
pembahasan adalah sesuai dengan pagu indikatif yang diberikan oleh 
TAPD untuk masing-masing SKPD, yang kemudian hasil Rapat Komisi 
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ini telah disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran dan Rapat-rapat 
selanjutnya, sehingga kemungkinan pagu pada masing masing SKPD 
juga mengalami beberapa perubahan, penyesuaian dan rasionalisasi, 
dan setelah pengesahan RAPBD ini nantinya agar segera dilakukan 
penyempurnaan. 
Namun secara keseluruhan bahwa struktur Rancangan Anggaran 
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 
adalah sebagai berikut :  
1. Pendapatan  : Rp. 1.843.538.396.396,50 
 
2. Belanja  : Rp. 1.963.825.726.029,46 (-) 
Defisit    Rp. (120.287.329.632,96) 
3. Pembiayaan  
Penerimaan   : Rp. 128.287.329.632,96 
Pengeluaran  : Rp. 8.000.000.000,00     (-) 
Pembiayaan Netto    Rp. 120.287.329.632,96 
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan Rp. 0,00 
Olehnya itu, berdasarkan struktur RAPBD tersebut diatas maka 
Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan ini menyatakan bahwa 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada prinsipnya dapat dipahami 
dan setuju untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
dengan catatan jika masih terdapat hal-hal yang perlu dan prinsip untuk 
dilakukan perbaikan agar tetap dilakukan penyempurnaan dan dilaporkan 
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kembali ke DPRD serta nantinya tetap memperhatikan arahan dan 
rekomendasi dari Hasil Evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri RI. 
Harapan Komisi II bahwa kedepan agar perencanaan dan proses 
penyusunan APBD bisa lebih baik lagi, sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan-permasalahan, dan apa yang kita rencanakan dan 
programkan betul-betul dapat kita laksanakan, dan tentunya harapannya 
bahwa apa yang termuat dalam RAPBD dapat meningkatkan 
Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Sulawesi Barat. 
Komisi III dengan juru bicara oleh Ir. Yahuda, MM menyampaikan 
bahwa : Gambaran Umum Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017 Terbagi atas 
Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi : 
Dari Hasil Perhitungan Tersebut Dapat dilihat bahwa : 
 Pendapatan  Rp.1.843.538.396.396,50 
 Belanja   Rp.1.963.825.726.029,46 
 DEVISIT  Rp.120.287.329.632,96 
Pembiayaan : 
A.Penerimaan   Rp.128.287.329.632,96 
B.Pengeluaraan   Rp. 8.000.000.000,00 
Pembiayaan Netto  Rp.120.287.329.632,96 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp.0,00 
Pembahasan APBD TA.2017 telah dilaksanakan melalui rapat 
kerja bersama mitra kerja pada masing-masing Komisi, dalam 
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pembahasan ini masih seperti pada tahun-tahun kemarin, karena 
terlambatnya Pagu Indikatif yang diberikan kepada SKPD oleh TAPD 
salah satu faktor serta tidak konsistennya kepala SKPD untuk menghadiri 
undangan rapat dalam pembahasan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 
Dari hasil pembahasan bersama Mitra Kerja Komisi III secara 
keseluruhan pada rincian pagu anggaran SKPD yang mitra kerja Komisi 
III setelah dirasionalisasi ada pengurangan pagu anggaran pada program 
kegiatan yang kami anggap terlalu besar dialihkan ke program yang 
sifatnya sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk kebutuhan 
masyarakat. Dari beberapa SKPD Mitra kerja Komisi III, Hanya Dinas 
Pekerjaan umum dan tata ruang yang agak begitu besar, menurun 
dibanding tahun lalu, namun ada beberapa perlu mendapat perhatian 
serius oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan dibutuhkan 
penyelesaian dengan baik, seperti pada utang pihak ketiga kegiatan 
Rehabilitasi jalan ruas Kalumpang-Batu Isi DAK tambahan Tahun 2015 
tidak terselesaikan dengan jumlah 2,7 Milyar lebih. Kemudian 
pembangunan stadion yang pernah dianggarkan pada tahun 2016 
dengan isin prinsip dari DPRD namun tidak terlaksana, pada APBD 
TA.2017 dianggarkan kembali sebesar 6 Milyar dengan ternyata status 
kepemilikan stadion olahraga dimaksud belum belum ada kejelasan. 
Mengenai pembiayaan kegiatan untuk pembangunan bandara 
tanpa padang pada dinas perhubungan dibutuhkan dana 1,5 Milyar pada 
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termasuk kegiatan amdal sebagai syarat untuk mendapatkan kucuran 
dana dari pemerintah pusat namun pada APBD TA.2017 tidak 
dianggarkan. Pagu anggaran belanja langsung Mitra Kerja Komisi III 
Berdasarkan hasil rapat Komisi III DPRD Prov.SUL-BAR masih perlu 
dilakuikan penyempurnaan dan penyesuaian mengingat masih ada 
SKPD mitra Komisi III yang belum ada pejabatnya badan penelitian 
pengembangan daerah, Kominfo persandian statistic dan Dinas 
Perumahan kawasan pemukiman. Untuk mencapai hasil APBD yang 
programnya tepat sasaran ke masyarakat bersama ini Komisi III 
menyarankan dan direkomendasikan pada Bapak Gubernur bersama 
jajarannya sebagai berikut : 
Dinas Pekerjaan Umum,  
- Kegiatan pembayaran utang pihak ketiga kegiatan rehabilitasi jalan 
ruas Kalumpang-Batu Isi kegiatan tahun 2015, yang bersumber dari 
DAK tambahan T.A 2015 untuk lebih dicermati mekanisme 
pembayarannya pada APBD Tahun 2017 ini dengan mengikuti 
prosedur dan ketentuan yang berlaku. 
- Untuk pembangunan stadion olahraga Provinsi Sulawesi Barat 
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6 Milyar ditunda 
penganggarannya dialihkan pada program yang sifatnya Prioritas 
yaitu untuk pembangunan yang lebih menyentuh kepada 
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masyarakat mengingat status kepemilikan stadion dimaksud belum 
jelas. 
Dinas Lingkungan Hidup, 
- Dengan keterbatasan anggaran yang ada untuk pembangunan 
laboratorium, jika tidak mencukupi pagu anggarannya diharapkan 
dilaksanakan secara bertahap 
- Pada APBD Ta 2017 hampir semua pagu anggaran SKPD 
mengalami penurunan dibandingkan APBD TA 2016, diharapkan 
kepada SKPD untuk lebih efesiensi dalam pengalokasian Anggaran 
dengan mengutamakan proses lelang jabatan dengan 
mengedepankan disiplin ilmu pengetahuan, jenjang 
kepangkatannya, serta pengalaman kerja. 
Diharapkan seluruh SKPD menyesuaikan Program keguatan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
Komisi IV dengan juru bicara oleh Drs.H. Sudirman 
menyampaikan bahwa Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
Anggaran 2017 yang telah dikaji secara mendalam oleh Komisi IV 
bersama dengan SKPD mitra kerja Komisi IV dalam beberapa hari ini 
berjalan dengan lancar. Sesuai dengan kesepakatan Komisi IV DPRD 
Provinsi Sulawesi Barat telah menyepakati untuk ditetapkan sebagai 
Perda APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017. 
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Dengan disahkannya perda APBD Tahun 2017 tepat waktu, 
Komisi IV meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat lebih tegas 
kepada SKPD khususnya Mitra Kerja Komisi agar Program dan kegiatan 
masing-masing SKPD dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 
kesalahan-kesakahan tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Komisi IV 
DPRD Provinsi Barat menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2017 
untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
Anggaran 2017. 
Setelah mendengarkan bersama penyampaian Laporan Akhir 
Komisi yang disampaikan oleh masing-masingh juru bicara Komisi, maka 
dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya DPRD dapat menerima 
RAPBD Tahun Anggaran 2017 untuk disetujui menjadi Persetujuan 
Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat. Selanjutnya, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2017 telah 
disetujui bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah. Untuk mengetahui Rancangan Persetujuan DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2017, 
kemudian Sekretaris DPRD membacakan Naskah Rancangan 
Persetujuan DPRD. Selanjutnya diadakan acara penandatanganan 
persetujuan bersama oleh ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Barat  
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1) Persetujuan Penetapan Ranperda APBD 
  Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 
2017. Yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. H.Andi Mappangara, S.Sos (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi   
Barat), Drs.H.Hamzah Hapati Hasan, M.Si (wakil Ketua DPRD 
Provinsi Sulawesi Barat),  Munandar Wijaya, S.Ip, M.A.P (wakil 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Drs.H.Harun, MM (wakil 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat) dalam hal ini bertindak 
selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat alamat H.Abd Malik Pattana Endeng  
2. Drs.H. Ismail Zainuddin (plh.Gubernur Sulawesi Barat) dalam hal 
ini bertindak selaku atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat alamat jln.H.Abd Malik Pattana Endeng 
  Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 85 tentang Pedoman  
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 141 (ayat 1) 
tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bahwa Rancangan 
Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh 
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DPRD bersama Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan Bersama, 
maka setelah melalui Mekanisme Pembahasan sebagaimana diatur 
dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan ini DPRD 
bersama Gubernur Sulawesi Barat memberikan Persetujuan : 
Pertama : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 
2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 
Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 
1. Pendapatan  : Rp.1.843.538.396,50 
2. Belanja  : Rp.1.963.825.729.029,46 
  Defisit   : 120.287.329.632,96 
3. Pembiayaan  
a. Penerimaan  : Rp. 128.287.329.632,96 
b. Pengeluaran : Rp. 8.000.000.000,00 
Pembiayaan Netto   : Rp. 120.287.329.632,96 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thn berkenaan Rp. 0,00 
  Saran Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta 
Pendapat Akhir Gubernur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 30 Desember 2016 merupakan 
bagian tak terpisahkan dengan Persetujuan bersama ini. Demikian 
Persetujuan ini dibuat sebagai dasar dalam penetapan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat.  




2) Program Pembentukan Perda 
Pada hari jum’at tanggal 30 Desember 2016. 
Dalam kegiatan Penetapan Persetujuan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang bertandatangan dalam 
penetapan RAPBD yakni dibawah ini: 
1. Drs.H. Ismail Zainuddin (plh.Gubernur Sulawesi Barat) dalam hal 
ini bertindak selaku atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat alamat jln.H.Abd Malik Pattana Endeng selanjutnya disebut 
sebagai Pihak Pertama. 
2. H.Andi Mappangara, S.Sos (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi   
Barat), Drs.H.Hamzah Hapati Hasan, M.Si (wakil Ketua DPRD 
Provinsi Sulawesi Barat),  Munandar Wijaya, S.Ip, M.A.P (wakil 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Drs.H.Harun, MM (wakil 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat) dalam hal ini bertindak 
selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat alamat H.Abd Malik Pattana Endeng selanjutnya 
disebut sebagai Pihak Kedua. 
Pihak pertama DPRD dan pihak kedua telah sepakat untuk 
melakukan Kesepakatan bersama dalam rangka Program Pembentukan 
Peraturan Daerah Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Barat dengan 





Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat untuk menetapkan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 
yang berjumlah Dua Puluh Empat (24) Rancangan Peraturan Daerah, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran kesepakatan bersama ini. 
Pasal 2 
1. Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Peerintah 
Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Hasil PenyusunanProgram Pembentukan Peraturan Daerah 
antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan 
Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. 
3. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 
Pasal 3 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan 
bersama, DPRD dengan Gubernur berdasarkan Peraturan Tata Tertib 
DPRD dan Tata Cara Pembentukan Peraturan sesuai Peraturan 




Pasal 4  
Dalam keadaan tertentu Gubernur dan / atau DPRD dapat 
mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program 
Pembentukan Peraturan Daerah, setelah terlebih dahulu mengajukan 
pemberitahuan kepada Mayarakat dengan menyertakan Penjelasan 
mengenai Konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan disusun. 
Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani 
pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 ( dua ) Masing – 
masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 
Mamuju, Desember 2016 
3) Pendapat akhir dan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi 
Barat 
 Pendapat akhir dan sambutan Gubernur berisi ucapan terimah kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
telah berpartisipasi, baik secara langsung, maupun tidak langsung 
terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi 
Barat, terutama kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, yang 
dengan pengorbanan seta  curahan  pikiran telah mampu memberikan 
kontribusi yang sangat berharga dan bermakna dalam melakukan 
penyempurnaan persetujuan program pembentukan Peraturan Daerah 
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Tahun 2017 dan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017. 
 Penyempurnaan konsep kebijakan yang termuat dalam persetujuan 
program pembentukan peraturan daerah Tahun 2017 dan pendapat akhir 
Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
Anggaran 2017 yang dihasilkan dari proses pembahasan merupakan 
upaya penyatuan pandangan terhadap setiap kebijakan. Setelah 
dilakukan rangkaian rapat antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD 
melalui Badan Pembentukan Perda akhirnya disepakati program 
pembentukan Perda Tahun 2017 untuk dibawa ke dalam rapat yang 
terhormat ini. 
 Beberapa saat yang lalu kita telah mendengarkan laporan dari dean 
bahwa jumlah propemperda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 
sebanyak 23 yang terdiri dari 6 program lanjutan tahun 2016 dan 17 
merupakan program baru. Diantara 23 tersebut 19 merupakan usulan 
dari Pemerintah Provinsi dan sisanya merupakan hak inisiatif DPRD. 
Terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun Anggaran 2017 disampaikan bahwa, terdiri dari : 




2. Alokasi belanja daerah pada TA.2017 dianggarkan sebesar 
Rp.1,963 Triliun lebih 
3. Terhadap kebijakan pembiayaan daerah TA.2017 adalah sebesar 
Rp.128 Milyar. 
  Dari hasil tersebut diatas diharapkan dapat dioptimalkan 
pelaksanaannya, tentunya dukungan dan kerjasama yang sudah terjalin 
selama ini dengan anggota dewan yang terhormat dapat diwujudkan 
dimasa-masa yang akan datang. Pada kesempatan yang terhormat ini, 
saya selaku pimpinan  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta 
jajaran, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas 
kerjasama yang terjalin sehingga persetujuan program pembentukan 
peraturan daerah tahun 2017 dan pendapat akhir Gubernur terhadap 
rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 dapat ditetapkan 
menjadi peraturan daerah pada pagi ini. 
  Kita menyadari dalam penetapan peraturan daerah, masih jauh 
dari kesempurnaan, hal ini disebabkan masih banyaknya permasalahan 
sehingga masih ada keinginan masyarakat Sulawesi Barat yang masih 
belum dapat terakomodir, namun kita selalu berupaya untuk berbuat  
lebih baik pada tahun berikutnya, sehingga cita-cita utuk kesejahteraan 
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masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Sulawesi Barat 
dapat terwujud. 
  Akhirnya pada kesempatan ini, saya mengingatkan kepada 
segenap jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya SKPD 
untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya terutama dalam memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena pengabdian yang 
kita lakukan ini merupakan kewajiban selaku Aparatur Negara, Abdi 
Negara dan Abdi Masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, 
semoga apa yang telah kita sepakati dalam penetapan peraturan Daerah 
pada pagi ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi 
Barat. 
  Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan jalan 
yang benar untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Barat melalui 
persetujuan program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 dan 
pendapat akhir Gubernur terhadap rancangan Peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun Anggaran 2017. 
 Dengan selesainya Sambutan Gubernur atas Penetapan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 
dan Pendapat Akhir Gubernur Sulawesi Barat terhadap Persetujuan 
Bersama atas RAPBD Tahun Anggaran 2017, maka seluruh rangkaian 
acara telah selesai. 
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  Sebelum mengakhiri rapat paripurna, kami atas nama Pimpinan 
dan Anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Gubernur 
Sulawesi Barat serta hadirin yang telah mengikuti dengan baik jalannya 
rapat paripurna DPRD. Akhirnya, dengan mengucapkan 
“alhamdulillahirabbil alamin” Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi 
Barat, ditutup dengan resmi. 
  Berdasarkan alur pembahasan penetapan diatas, DPRD dan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan alur proses 
penetapan Perda ABPD yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 sehingga dapat diselesaikan tepat waktu tidak 
menemukan hambatan yang berarti.  
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Perancangan, 
pembahasan, dan penetapan Perda APBD 
Hubungan Eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan 
daerah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik 
faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung 
yang berpengaruh terhadap hubungan eksekutif dan legislatif dalam 
pembuatan peraturan daerah seperti peraturan perundang-undangan 
dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor-faktor penghambat yang 
berpengaruh seperti perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan 
sulawesi barat, pemahaman Sumber Daya Manusia, Partisipasi 
Penyelenggara Pemerintahan dan kepentingan politik. 
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4.3.1. Faktor pendukung 
1) Peraturan Perundangan-undangan 
  Sebagai Negara Hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan 
sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengertian Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara 
umum. Untuk mewujudkan Negara hukum tersebut diperlukan tatanan 
yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Junda 
yaitu: 
“Lebih awal kita harus sama sama memahami tentang proses 
apbd itu, jadi kepentingannya ini murni kepentingan untuk 
masyarakat.tidak menjadikan pembahasan apbd menjadi dil2 
kepentingan, kalau bgt trus kita tidak akan mengalami 
perkembangan. Hal apa ang mendukung lancarnya pembuatan 
perda APBD itu Ikuti aturan saja, sistem perencanaan yang 
diperbaiki,ada perda yang dibuat eksekutif tentang sistem 
perencanaan, tapi belum diterima di dprd,harusnya diperbaiki 
komunikasi,sistem diperbaiki,perilaku juga diperbaiki”. (wawancara 
pada tanggal 24 januari 2017).  
Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang APBD, aturan 
sangatlah penting untuk menjadi pedoman pembuatannya. Dalam hal ini, 
peraturan mengatur tentang pelaku, proses, dan jadwal pembuatan 
Peraturan Daaerah APBD. Selanjutnya, tertib Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan, proses 
pembuatan, dan pengundangannya. 
2) Komunikasi Yang Baik 
Komunikasi merupakan jembatan pengertian diantara orang-orang 
sehingga mereka dapat membagi pemikiran dan pengetahuan. Untuk itu 
komunikasi sangat diperlukan, sebab tanpa adanya komunikasi, pelaku 
tidak bisa memberi atau menerima suatu informasi dalam kerjasama. 
Sehingga dapat dikatakan komunikasi dapat mempengaruhi suatu 
proses dan interaksi antar manusia. 
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, lebih banyak 
menggunakan sistem komunikasi politik. Komunikasi Politik adalah 
penyampaian ataupun penerimaan pesan yang berkenaan dengan fungsi 
suatu sistem politik. Sistem Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat 
khususnya dalam lembaga Eksekutif dan Legislatif juga menggunakan 
Komunikasi politik dalam membangun bersama Provinsi Sulawesi Barat 
dalam hal ini adalah Pembentukan Peraturan Daerah. 
Pola komunikasi yang baik antara dua lembaga tersebut baik pada 
tahap perumusan maupun tahap pembahasan dan penetapannya akan 
melahirkan suatu kebijakan yang tepat sasaran. Melihat komunikasi yang 
terjadi pada kedua unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu 
pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD) dalam 
pembentukan APBD 2017 di Provinsi Sulawesi Barat  telah sesuai 
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dengan porsi kewenangan yang dimilikinya. Pernyataan dari Bapak Andi 
Mappangarra, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, terkait dengan pola 
komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan legislatif, bahwa: 
“Selama ini komunikasi kami lancar dengan pihak pemerintah 
provinsi. Tapi dalam proses tersebut, sering terjadi dinamika 
perdebatan atau ketidak cocokan pandangan, sehingga kami 
mengembalikan draft nya untuk dikoreksi kembali.” (Wawancara 
pada tanggal 21 januari 2017). 
Dalam penentuan pertemuan,  jadwal pertemuan antara 
pemerintah provinsi dan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan 
musyawarah. Olehnya itu dibutuh komunikasi yang intens antara kedua 
belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hokum, 
Dr.Yakub F.Solon, SH.MPd, yaitu : 
“Kita harus konsisten dengan jadwal, dan jadwal itu harus 
disepakati. Setelah itu draf abpd harus lengkap, sehingga tidak 
menimbulkan perdebatan dengan masalah itu(wawancara pada 
tanggal 01 februari 2017)” 
Selanjutnya, proses komunikasi yang terbentuk dalam 
musyawarah kedua pihak ini biasanya mengalami kebuntuan. sehingga 
metode yang digunakan adalah metode voting. Voting yaitu pemungutan 
suara. Langkah itu ditempuh jika musyawarah mufakat tidak tercapai. 
Konteksnya, semua pihak harus menghormati keputusan yang ditempuh 
secara voting, apapun hasilnya, dan berapapun selisih suaranya. Hal ini 





“dalam proses komunikasi, biasanya akan berujung vooting. Jika 
sudah masuk dalam ranah vooting maka itu sudah masuk dalam 
bagian  area politik. namanya saja politik itu kan ada yang tidak 
puas. Jika voting sudah dilakukan, maka apapun pilihanmu. itulah 
yang terbaik.i tu saya bilang, bagaimanapun ujungnya harus 
sepakat, itulah paling berat ujungnya voting.selesai.” (wawancara 
pada tanggal 1 februari 2017). 
 
Dalam suatu perancangan peraturan seperti halnya RAPBD, 
sudah sepatutnya rancangan tersebut dikomunikasikan bersama antara 
pihak eksekutif dan pihak legislatif. Hal tersebut dikarenakan mengingat 
kewenangan perancangan APBD berada pada pihak eksekutif 
sedangkan pembahasan dan penetapannya melibatkan eksekutif dan 
legislatif. Untuk menciptakan kebijakan atau aturan yang melibatkan dua 
unsur penyelenggara pemerintahan seperti halnya yang terjadi pada 
pembentukan Perda APBD 2017. 
 
4.3.2. Faktor Penghambat 
1. Perubahan Kelembagaan di Lingkup Pemerintahan Sulawesi 
Barat 
Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat, maka telah terjadi beberapa kali perubahan-
perubahan lembaga keorganisasian di tingkat SKPD Provinsi. Perubahan 
ini ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini 
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dengan serta merta mengubah tata kelembagaan beberapa Organisasi 
Perangkat Daerah terkait. Namun dalam proses penyusunan ABPD, 
khususnya pembahasan komisi dengan mitra kerja (SKPD Provinsi), 
mengakibatkan kebingungan akibat berubahnya beberapa SKPD. Hal ini 
sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Drs.Eman Hermawan, 
bahwa, 
“dalam APBD 2017 ada perubahan organisasi, seperti pertanian 
kan, ini ada peternakan, pertanian, perkebunan, 3 SKPD ini 
disatukan, sementara waktu di KUA-PPAS itu rancangan awal 
dibagi itu 3, masing-masing punya anggaran, tiba-tiba perubahan 
organisasi kemudian ini disatukan. Dan ini kan harus 1 
anggarannya, seperti juga biro pemerintahan , kan tadinya catatan 
sipil masuk di  pemerintahan, 1 ji skpd, tiba-tiba kemudian  cat sipil 
nya keluar menjadi 2 skpd, dipecah lagi anggarannya. Begitu 
seperti biro-biro yang ada di sekitar daerah tadinya 9 biro, setelah 
perubahan organisasi menjadi 6, untuk disatukan lagi. Masalah-
masalah lain yang terjadi, yaitu tentang keorganisasian SKPD. 
ada yang digabung, ada yang  dipecah, jadi terakhir itu jumlahnya 
Cuma berkurang 1, yang tadinya 38 menjadi 37, karena ada yang 
mekar ada yang disatukan”. (Wawancara pada tanggal 15 
Februari 2017). 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, perubahan lembaga dalam 
SKPD di Provinsi Sulawesi Barat membuat terjadinya kebingungan 
khususnya dalam masalah adminitrasi. Perubahan-perubahan seperti ini 
dikhawatirkan membuat capaian kinerja yang sudah direncanakan akan 
menjadi tidak berjalan dengan maksimal. 
2. Pemahaman Sumber Daya Manusia 
Peran eksekutif dan legislatif juga menuntut sumber daya manusia 
yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas 
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adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas 
dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam 
menyelesaikan tugas terutama dalam pembuatan Perda. Kualitas 
sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan 
masa kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legislatif tentunya 
telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-
masalah pemerintahan khususnya dalam  pembuatan Perda. 
Dalam proses pembentukan/pembuatan Perda Sumber Daya 
Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 
pembuatan Perda baik itu di provinsi Sulawesi Barat maupun didaerah 
lainnya. SDM yang dimaksudkan disini adalah anggota DPRD dan 
Pemda. SDM merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi bagi 
lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sehingga untuk 
meningkatkan SDM tersebut, Pemerintah Daerah dan DPRD telah 
mengupayakan  berbagai bentuk pelatihan maupun kegiatan yang 
ditujukan untuk peningkatan SDM lainnya. Dalam peningkatannya perlu 
juga diketahui bahwa salah satu faktor penunjang dalam peningkatan 
SDM yaitu dilihat dari segi tingkat pendidikan masing-masing. Seperti 
yang disampaikan Bapak Dr.Yakub F.Solon, bahwa : 
“Karena komunikasi dan ego masing-masing pihak dan anggota, 
selain itu, banyak juga yang tidak paham aturan, sopan santun 
juga tidak ada, itu semua termasuk faktor sdm”. (wawancara pada 
tanggal 1 februari 2017). 
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Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya bukan 
disebabkan karena kurangnya jumlah/kuantitas, akan tetapi kurang dari 
segi kualitas yang berkaitan dengan tugas. Diketahui bahwa kualitas 
SDM terkait pembentukan peraturan daerah melalui proses legislasi 
daerah masih belum maksimal, sehingga sumber daya manusia yang 
menjadi penopang hanyalah akademisi, yang dalam hal ini sebagai 
pembuat naskah akademik rancangan peraturan daerah. 
3. Partisipasi Penyelenggara Pemerintahan 
Partisipasi merupakan sistem yang berkembang dalam  
perumusan kebijakan di era modern sekarang ini.  adanya partisipasi 
pemerintah sebagai lembaga birokrasi dan DPRD sebagai lembaga 
legislatif merupakan  tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi 
dan pembangunan suatu daerah.  Namun yang terjadi, terkadang adanya 
ketimpangan partisipasi dari kedua lembaga ini. Hal ini terlihat dalam 
pembuatan Perda Provinsi Sulawesi Barat. Wawancara dengan bapak 
Drs.Eman Hermawan mengungkapkan : 
“pada saat kita melaksanakan rapat dengan pihak skpd, yang 
seharusnya menghadirkan kepala dinas terkait, mereka (pihak 
pemprov) hanya mengutus kepala bidangnya saja. Bukannya kami 
menganggap kabid tersebut kurang mampu, tapi alangkah 
baiknya pimpinannya langsung yang hadir. Hal ini supaya kita 
dapat melihat dan mengetahu akar rumput secara mendetail 
masalah yang akan dibahas, serta itu juga sebagai bentuk 
tanggung jawab dengan lembaga yang dipimpinnya.” (Wawancara 
pada tanggal 15 Februari 2017). 
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Implikasi kepentingan-kepentingan yang berbeda antara eksekutif 
dan legislatif serta adanya negosiasi diantara keduanya terhadap 
kepentingan publik adalah terkait dengan partisipasi penyusunan 
anggaran yang berdampak kepada masyarakat. Kepentingan publik yang 
dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 
anggaran persoalan publik harusnya menjadi menjadi prioritas.  
4. Kepentingan Politik 
Peraturan Daerah atau yang sering disingkat Perda bukanlah 
suatu proses yang sederhana dalam merumuskannya. Hal ini 
disebabkan karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
proses pembuatannya. Suatu peraturan yang dibuat biasanya 
dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berkembang di Pemerintah 
Daerah maupun DPRD. Akan tetapi kepentingan tersebut justru untuk 
memberikan dukungan peningkatan kesejahteraan rakyat secara 
keseluruhan. Kenyataannya perumusan tujuan peraturan daerah lebih 
banyak diwarnai nuansa politik ketimbang memperhatikan sasaran 
Peraturan daerah yang tepat dan objektif. 
Pewarnaan nuansa politik dalam pembuatan peraturan daerah 
dapat dipahami dengan mengambil kebijakan yang menemukan bukti 
bahwa hampir semua kebijakan yaitu peraturan daerah sebagai produk 
hukum, telah diwarnai oleh kepentingan politik. Kepentingan pihak yang 
berperan dalam pembuatan Perda pada akhirnya akan bersinggungan 
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dengan para aktor Perda yang mempengaruhi Perda tersebut. Akibatnya 
akan terjadi konflik kepentingan. Aktor yang mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan dapat berasal dari pemerintah daerah, partai 
politik, lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers dan 
organisasi masyarakat (Ormas). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh Bapak Andi Mappangarra, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, 
bahwa, 
“Pasti ada kepentingan politik didalam pengambilan keputusan 
dalam pembahasan apbd,bagaimanapun juga DPRD kan orang-
orang politik semua, itu kan disana ada partai-partai, pada saat 
kampanye kan ada janji-janji politiknya di semua konstituen, 
misalnya saya partai demokrat , pada saat kampanye saya  
berjanji ke masyarakat, kalau saya nanti terpilih melalui partai 
democrat saya akan melakukan seperti ini, jadi pada saat saya 
terpilih maka secara politis saya akan perjuangkan itu, itu kan 
aspirasi masyarakat, dibuatlah program kerja di DPRD, ada 
namanya reses, kunjungan komisi, disitu kita menyerap aspirasi 
masyarakat,kemudian kita tindaklanjuti, itu kan kepentingan 
politik,itu sudah pasti.” (Wawancara pada tanggal 21 Januari 
2017). 
Konflik dan perbedaan kepentingan juga dapat menyangkut aspek 
filosofis dan motivasi para pelaku perumus Perda. Pihak Legislatif 
berpandangan bahwa motivasi perumusan Perda dikehendaki agar 
sifatnya populis karena nilai politik yang tinggi bagi kepentingan mereka. 
Hal ini terjadi dalam proses pembuatan Perda di daerah Provinsi 
Sulawesi Barat, dimana kerapkali ada hal atau masalah dalam 
menghambat penetapan Perda. Hal yang menghambat biasanya 
dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu kepentingan 
pemerintah daerah, DPRD maupun kepentingan kedua lembaga 
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tersebut. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Abdul 
Samid, SE, Ak. CA  mengatakan bahwa :  
“birokrat punya kebutuhan,kenapa banyak pegawai yang kita  
pakai untuk mengelola administrasi, termasuk admnistrasi  di 
DPRD. Sementara di DPRD juga  ada kepentingan untuk 
konstituen, kan setiap turun ke lapangan pasti duit, kami paham 
itu Kadang tidak harmonis hubungannya karena punya 
kepentingan yang berbeda, eksekutif  dan legislative kan 2 kubuh 
yang berbeda, kepentingan eksekutif itu bagaimana pegawai kami 
tetap hidup tenang, maka dari itu harus disuntik dengan 
kesejahteraan, jadi  kepentingan kami adalah kepada 
pegawai,kepentingan dewan adalah kepada rakyat, kan 
begitu,takaran yang berbeda.” (Wawancara pada tanggal 6 
Januari 2017). 
 Kepentingan Legislatif sama halnya dengan eksekutif mempunyai 
kepentingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Kepentingan yang dimiliki oleh pihak legislatif ada sedikit 
perbedaan dengan pihak eksekutif meskipun secara garis besar bisa 
dikatakan sama. Jika kepentingan yang dibawa eksekutif adalah usulan 
program dan anggaran dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
kepentingan publik yang masuk melalui proses Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan, mulai dari tingkat kelurahan/desa hingga 
tingkat kabupaten. Sedangkan di pihak legislatif ada dua kepentingan 
yakni, kepentingan politik yang dibawa melalui proses Jaring Aspirasi 
Masyarakat yang dilaksanakan waktu reses sebanyak tiga kali dan 
kepentingan yang berasal dari misi partai, titipan pemilihnya atau dalam 
kata lain kepentingan konstituennya dan kepentingan mitra kerja yang 
terintegrasi dalam komisi. Kepentingan publik yang dibawa adalah terkait 
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dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pemenuhan 
kebutuhan kostituennya dalam bentuk proyek atau program yang 
diarahkan kepada daerah pemilihan setiap anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Kebutuhan atau kepentingan konstituen dianggap juga 
sebagai kepentingan politik “sempit” karena ruang lingkupnya adalah 
hanya daerah pemilihan. Kepentingan politik yang dibawa setiap anggota 
legislatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan 




















Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari 
pembahasan sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari 
rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran merupakan suatu 
masukan atau pandangan unruk menjadi bahan perbaikan terhadap 
suatu hal yang tidak maksimal dalam praktiknya. Berikut adalah 
pemaparan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. 
5.1. Kesimpulan 
1. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam 
pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat telah mengikuti 
prosedur penyusunan APBD yang ada. Namun, dalam proses 
perancangan Perda APBD tidak maksimal. Hal ini ditunjukan 
dengan dikembalikannya KUA PPAS ke pihak eksekutif akibat 
adanya kendala seperti perubahan kelembagaan di lingkup 
pemerintahan Sulawesi Barat dan tidak sesuai dengan rancangan 
awal. Hal ini membuat proses pembahasan cenderung lamban dan 
dinamis. proses penetapan dilakukan tepat waktu. Dalam proses 
tersebut melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, namun Dalam 
hubungan antar keduanya terlihat tidak terlalu baik. Hal ini terlihat 
dalam proses pembahasan, dimana Pihak eksekutif dan legislatif 
saling mempertahankan pendapat masing-masing yang 
mengakibatkan lambatnya RAPBD diserahkan ke Mendagri.  
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2. Proses perancangan, pembahasan dan penetapan APBD 2017 di 
Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor 
pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung 
meliputi peraturan perundang-undangan dan komunikasi yang 
baik. Sedangkan Faktor penghambat meliputi perubahan 
kelembagaan di lingkup pemerintahan sulawesi barat, 
pemahaman Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyelenggara 
Pemerintahan dan kepentingan politik. 
 
5.2. Saran 
1. Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda 
APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Sulawesi Barat 
mengalami banyak dinamika. Hal tersebut dilihat dari hubungan 
eksekutif dan legislative yang kurang baik dalam proses 
pembahasan. Maka dari itu, pembentukan Perda APBD harus 
dipersiapkan secara matang, kualitas dan kompetensi sumber 
daya manusia harus ditingkatkan, para perilaku pembentuk Perda 
APBD TA 2017 harus lebih memperhatikan waktu dan mengikuti 
aturan dalam pembuatan perda APBD, komunikasi antara kedua 
lembaga tinggi daerah ini perlu ditingkatkan ke ranah positif dan 
dapat mengontrol kepentingan pribadi demi kepentingan bersama 
serta pola komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam mitra 
kerja harus lebih terjalin dengan baik. 
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2. Baik pihak Eksekutif (pemerintah daerah) maupun Legislatif 
(DPRD) disarankan dapat mengikuti peraturan perundang-
undangan dan melakukan komunikasi yang baik antara kedua 
belah pihak dengan meminalisir faktor penghambat dan 
meningkatkan faktor pendukung dalam pembuatan Perda APBD di 
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Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 




pada tanggal 1 november 2016. 
 
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah. Diakses 




Bintan Ragen Saragih “Himpunan Undang-Undang Dasar ,Undang-
undang dan Beberapa Aturan Lainnya Tentang Pemerintah Daerah 
Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya ,Jakarta 
1984, hlm 510-511 
 
Saepuddin, Perbedaan Legislasi dan Regulasi, diakses dari 
https://saepudinonline.wordpress.com/2010/09/01/perbedaan-
legislasi-dan -regulasi/pada tanggal 28 Oktober 2016. 
 
Sucy V.M, “Fungsi Perda”, Blogspot diakses dari 
http://sucyvira.blogspot.com/2012/10/fungsi-perda.html pada 
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Lampiran 2. Peraturan Perundang-undangan 
1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2016 




















































 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 












































Lampiran 3. Dokumentasi 
 






Wawancara Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H.Andi Mappangara 
S.Sos 
 
Wawancara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Drs.H.Ismail 
Zainuddin,M.Pd 
 






Wawancara dengan Kepala Biro Keuangan, Bapak Abdul Samid, SE., 
AK, CA 
 





Wawancara dengan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, 
Drs.Eman Hermawan 
 





Wawancara dengan Kepala bagian Pemerintahan Umum, Muhammad 
Iksan Mustari,S.Stp, M.Si 
 
































Andi Mappangara, S.Sos 
Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si 
Munandar Wijaya, S.IP, M.AP 











Syamsul Samad, S.IP 
H. A. Marini Ariakati 
Sukri 
H. Muh. Thamrin Endeng 
Dra. Hj. Jumiati Mahmud 
Arman Salimin 
Drs. H. Itol Syaiful Tonra, MM 
Risbar Berlian Bachri, SH 
Muh. Risal Saal, SH 

















Hastuti Inriani, SE 
Muhammad Tasrif, SE 
Drs. H. Sukardi Muhammad Noer 
Ir. H. Abidin 
H. Muhammad Yamin 
Sudirman Darius 
Rayu, SE 
H. Mahyaddin Madhy 
Ir. H. Abd. Latif Abbas 




















Ir. Yahuda, MM 
Ir. H. Hamsah Sunuba, M.Kes 
Zadrak To’tuan 
Ir. H. Firman Argo Waskito 
Hj. Fatmawati, S.Sos 
Hj. A. Andriani Herdin, S.Sos 
H. Haris Halim  Sinring 
Drs. H. Mukhtar Belo, MM 
Ahmad Istiqlal Ismail 















Abdul Rahim, S.Ag 
Drs. H. Sudirman 
Abd. Halim 
Hj. Amalia Fitri, SE, MM 
Hj. Sahariah, SE 
Wahyuddin 
Hj. Nurul Fuada. A.Ma 
Tomi, ST 











3. Badan Anggaran A. Mappangara,  S.Sos 
Drs, H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si 
Munandar Wijaya,  S. IP, M.AP 
Drs. H. Harun, MM 
Syamsul Samad, S.IP 
Ir. H. Abidin 
Sukri 
Ir. Yahuda, MM 













Hastuti Indriani, SE 
Ir. H. Hamsah Sunuba, M.Kes 
H. Muhammad Yamin, SH. MH 
Drs. H. Sudirman 
Dra. Hj. Jumiati Mahmud 
Sudirman Darius 
H. Arman Salimin, S.Pd, M.Pd 
Ir. H. Muh. Taufan, MM 
Rayu, SE 
H. Almalik Pababari 
Yuki Permana, ST 
H. Mahyaddin Mahdy 


















Ir. H. Abd. Latif Abbas 
Risbar Berlian Bachri, SH 
Ajbar 
Ahmad Istiqlal Ismail 
Hj. Farmawati, S.Sos 
Hj. A. Marini Ariakati 










A. Mappangara, S.Sos 
Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si 
Munandar Wijaya, S.IP, M.AP 
Drs. H. Harun, MM 
Hj. Andi Amalia Fitri, SE, MM  
Hj. Syahariah, SE 
Drs, Sukardy M. Noer 













Drs. H. Mukhtar Belo, MM 
Abdul Halim 
H. Abdul Rahim, S.Ag 
Muhammad Tasrif, SE 
Wahyuddin 









6.  Badan Kehormatan Drs. H. Itol Syaiful Tonra,MM 
Muhammad Rizal Saal, SH 
H. Haris Halim Sinring, SE 
Hj. Salma Y Andi Ara Arif 
Ir. H. Firman Argo Waskito, ST 

























LAMPIRAN 5. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat 
JABATAN DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 
DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT 
NAMA PEJABAT 
SEKRETARIS DAERAH   Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
1. Asisten Tata Praja  
a. Biro Tata Pemerintahan  
 Bagian Otonomi Daerah 
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
- Sub Bagian Fasilitasi dan Pejabat 
Daerah 
- Sub Bagian Kapasitas 
Pengembangan Daerah 
 Bagian Bina Agraria 
- Sub Bagian Pengadaan Tanah 
- Sub Bagian Administrasi 
Persertifikatan Tanah 
- Sub Bagian Penanganan Konflik dan 
Sengketa Pertanahan  
 Bagian Pemerintahan Umum 
- Sub Bagian Kerjasama, 
Dekosentrasi dan Tugas 
Pembantuan 
- Sub Bagian Bina Kewilayahan 
- Sub Bagian Penataan Batas 
Wilayah 
 Bagian Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 
- Sub Bagian Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 
- Sub Bagian Pencatatan Sipil 




H. NUR ALAM TAHIR, SH.M.Pd 
Drs. H.ABDUL WAHAB HASAN SULUR 
Drs. ANDI AHMAD LUTHFI SALAHUDDIN 
Dra. Hj. NARDIAH 
HERMAN, S.Sos 
MUHAMMAD RUSDI, S.Sos. MM 




MUHAMMAD IKSAN MUSTARI,S.STP,M.Si 
MUH.DHANY SADRY, S.IP 











b. Biro Hukum 
 Bagian Dokumentasi  
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
- Sub Bagian Dokumentasi 
Pengundangan Pusat 
- Sub Bagian Dokumentasi 
Pengundangan Daerah 
 Bagian Penyusunan Peraturan 
Perundang-Undangan Pusat dan 
Daerah 
- Sub Bagian Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan pusat 
- Sub Bagian Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan daerah 
 Bagian Pengkajian Produk Hukum 
Pusat dan Daerah  
- Sub Bagian Pengkajian Produk 
Hukum Pusat 
- Sub Bagian Pengkajian Produk 
Hukum Daerah  
 Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi 
Manusia 
- Sub Bagian Sengketa hukum 
- Sub Bagian Perlindungan dan 
Penegakan Hak Azasi Manusia  
c. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
 Bagian Dokumentasi 
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
- Sub Bagian Peliputan Dokumentasi, 
Penerbitan dan Distribusi  
 Bagian Hubungan Masyarakat 
- Sub Bagian Pemberitaan, 
Pelayanan Media dan Penyusunan 
Sambutan  
- Sub Bagian Hubungan Antara 
 
DRS. YAKUB SOLON, M.Pd 
SRI WAHYUNI, SE., MM 
NUR AKIL MIDE, S.Kom. M.AP 
ENDANG RUKMAYANTI, S.Sos 
RAODAH, SH.MH 
AFRISAL, SH 
H. SYAMSUL ALAM, SH.M.Si 
SENIWATI, SH 
BERTI TOMBI, SH 
YUSTINUS, SH, S.Pd, M.Si 
ANDI ARMIYATI, SH 
ULWIAH, SH.MH 
H.MUHAMMAD HAMZIH, S.Ag. MM 






DIAN AFRIANTY, S.Ksi 
MUHAMMADONG, SE.M.AP 





 Bagian Protokol  
- Sub Bagian Pengaturan Acara, Tata 
Upacara/Tata Tempat 
- Sub Bagian Pelayanan Tamu 
 Bagian Sandi dan Telekomunikasi 
- Sub Bagian Sandi dan 
Telekomunikasi 
- Sub Bagian Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana 
H.SATRIAWAN HASAN SULUR, SE.MM 
JAMILA, SE.M.Si 
ABDUL AZIS, S.Pd.MM 
IKA LISRAYANI, SS 
IRMA IRAWATI, SE 
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat  
a. Biro Perekonomian dan Administrasi 
Pembangunan  
 Bagian Administrasi Pembangunan  
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
- Sub Bagian Perencanaan, 
Penyusunan Program dan 
Pelaporan 
- Sub Bagian Layanan Pengadaan 
barang Jasa Elektronik  
 Bagian Bina Pembangunan 
- Sub Bagian Sarana, Prasarana dan 
Analisis Pendataan 
- Sub Bagian Bina Pengawasan 
Sertifikasi 
- Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring  
  Bagian Perekonomian  
- Sub Bagian Bina Perekonomian  
- Sub Bagian Kemitraan dan 
kelembagaan 
- Sub Bagian Analisis Perekonomian 
dan Standarisasi 
 Bagian Bina Produksi dan Pemasaran 
- Sub Bagian Bina Produksi Primer 
dan Pengembangan Produksi 
Dr. H. MUH.JAMIL BARAMBANGI, M.Pd 
MOHAMMAD ALI CHANDRA, SE.M.Si 
H. HASANUDDIN, SE.M.Si 
APRIANY THAHIR, S.STP,M.Si 
AHMAD YANI, SE 
ANDI HILALUDDIN, SE.M.Si 
Drs. DANIEL TIRANDA, M.Si 
Hj.FADLIYAH, SH.M.A.P 
A.RISMAYANTI Q, S.STP 
H. HAMZAH, S.Sos, M.AP 
ASMAR, M, SE.M.Si 
Hj.WAHIDA JUSUF, S.IP 
Hj.MULKIS, SE.MM 
AMIRULLAH RAMLIE, SE 
Drs. Ek.SEMUEL BIJA, M.AP 





- Sub Bagian Pemasaran Produk 
Daerah 




b. Biro Kesejahteraan Rakyat  
 Bagian Kesejahteraan Rakyat  
- Sub Bagian Tata Usaha Biro  
- Sub Bagian Fasilitasi 
Pemberdayaan Masyarakat 
- Sub Bagian Fasilitasi Kesehatan 
Masyarakat 
 Bagian Keagamaan 
- Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan 
- Sub Bagian fasilitasi Sarana dan 
Prasarana Peribadatan 
- Sub Bagian Bina Mental Spiritual 
 Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan 
Organisasi Kemasyarakatan 
- Sub Bagian Fasilitasi Pendidikan 
dan Kebudayaan 
- Sub Bagian Fasilitasi Organisasi 
Kemasyarakatan 
- Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 
 Bagian Bina Sosial 
- Sub Bagian Kesejahteraan sosial 
- Sub Bagian Rehabilitasi Sosial dan 
Penanggulangan Bencana 
- Sub Bagian Penanganan Masalah 
Sosial 
H. IBRAHIM, S.Pd, M.Si 
HASMAN, S.Pd 
SYAHARUDDIN, S.Pd 
Hj. RASMAH, SE 
NUGROHO HAMID, SKM, M.Kes 
H. SUBUKI, S.Ag,S.Pd.M.A.P 
ANDI BAHTIAR, SE 




Dra.Hj.SUHARNI PATTA GAU 




MARDIANA FATTA, S.Pd.i 
c. Biro Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  
 Bagian  Pengarusutamaan Gender 
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
Hj.DARMAWATI, S.Pi, MM 
CITRA DEWI, S.Pd 




- Sub Bagian Ekonomi 
- Sub Bagian Sosial, Politik dan 
Hukum 
 Bagian Perlindungan Perempuan  
- Sub Bagian Penanganan Masalah 
Sosial Perempuan 
- Sub Bagian Perlindungan Tenaga 
Kerja dan Perdagangan Orang  
 Bagian Perlindungan Anak 
- Sub Bagian Penanganan Masalah 
Sosial Anak 
- Sub Bagian Kesejahteraan Anak 
 Bagian Tumbuh Kembang Anak 
- Sub Bagian Pendidikan, Nilai Luhur 
dan Kesehatan 
- Sub Bagian Partisipasi dan 
Lingkungan Anak 
AMORY,SE 
Dra.Hj.ST. AMINAH, M.Si 
AUDREY FATIMAH TUMANKEN, SE 
SY.SHADRI NURANTI SJARIFUDDIN,SH 
IRMA SYURYANI, S.Sos 
SRI HANDAYANI, S.Sos 
Hj.HARTATI ZAINUDDIN, S.Pd 
BUDIMAN, S.Pd 
MARIANI, S.Kep.NERS 
Dra. WASTHIYAH LATIEF, M.Pd 
RAHBANA, SE 
ANDI SYAFRI, SH,MM 
3. Asisten Administrasi Umum  
a. Biro Organisasi dan Tata Laksana  
 Bagian Kelembagaan  
- Sub Bagian Kelembagaan Provinsi, 
Fasilitasi dan Pembinaan Kab/Kota 
- Sub Bagian Penyusunan Program, 
Evaluasi dan Pelaporan  
 Bagian Analisis Jabatan  
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
- Sub Bagian Analisis dan Formasi 
Jabatan Struktural dan Fungsional 
 Bagian Kinerja dan Tata Laksana 
- Sub Bagian Penilaian Kinerja 
Pelayanan publik dan Penyusunan 
LAKIP 
- Sub Bagian Standarisasi Kerja, 
Sistem dan Prosedur  
Hj. DJAMILA, SH 
H.MASRIADI NADI ATJO, SE.M.Si 
Drs. AMRIN, M.Si 
ANDI DESY FAHRILAWATI, SE 
SUHARDI, S.Pd.M.Si 
Hj. RUSMAYANTI RUSLI, SE 
HASBIAH, S.Pd.SD 
PAULUS PANGLOLI PALI, SH 
NUZULULHIAH THAMRIN, S.Sos 





 Bagian Kepegawaian Sekretariat 
Daerah 
- Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian 
- Sub Bagian Pengukuran Kinerja 
PNS  
RIA ANGGRIANI, SH.MH 
 
HASANUDDIN SALEH, SE 
 
b. Biro Umum dan Perlengkapan  
 Bagian Tata Usaha Umum  
- Sub Bagian Tata Usaha  
- Sub Bagian Pelayanan dan 
Pengelolaan Mess Pemprov. 
- Sub Bagian Penyusunan Program, 
Evaluasi dan Pelaporan  
 Bagian  Rumah Tangga 
- Sub Bagian Pelayanan dan Rumah 
Tangga Pimpinan dan Akomodasi 
Tamu pimpinan 
- Sub Bagian Pemeliharaan Rujab 
dan VIP Room Bandara 
- Sub Bagian Pemeliharaan Kantor, 
Kendaraan Dinas dan Peralatan 
lainnya 
 Bagian Perlengkapan dan Layanan 
Pengadaan  
- Sub Bagian Perencanaan dan 
Analisis Kebutuhan  
- Sub Bagian Layanan Pengadaan  
- Sub Bagian Penyimpanan dan 
Pendistribusian 
 Bagian Tata Usaha Pimpinan  
- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 
dan Keuangan Gubernur  
- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 
dan Keuangan Wakil Gubernur  
- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 
SAFARUDDIN SANUSI DM, S.Sos, M.A.P 
Hj.PATMAWATI, S.Pd 
MUHIDDIN, S.Sos 
ALI NIRWAN, SE 
 
ELMARHAMAH MAHMUD, SE 
MUH. RUS’AN AT, SE.M.Si 
ASLAM YANSYA KUBRA, S.IP,M.A.P 
UMMI FATIMA, SE 
YUSUF ANWAR, SE 
 
MUHAMMAD RIDWAN DJAFAR,S.IP,M.S.I 
BARDIANTO, S.Sos 
A.BARLI M, S.Si 
MUH. AMRAM RAMLI, SE 
MUSRA AWALUDDIN, SH 
Hj.IDAYANTI, SE 
WAHIRA, S.Sos 




dan Keuangan Sekretaris Provinsi  
c. Biro Keuangan  
 Bagian Penyusunan Anggaran  
- Sub Bagian Tata Usaha Biro 
- Sub Bagian Penyusunan Anggaran 
Penerimaan dan Anggaran Belanja  
- Sub Bagian Penggunaan Anggaran 
 Bagian Akuntansi  
- Sub Bagian Verifikasi 
- Sub Bagian Pembukuan 
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  
 Bagian Perbendaharaan  
- Sub Bagian Bina Perbendaharaan 
- Sub Bagian Pembiayaan dan 
Bantuan 
- Sub Bagian Belanja Pegawai 
 Bagian Pengelolaan Aset  
- Sub Bagian Perencanaan dan 
Pengadaan Aset 
- Sub Bagian Pemanfaatan Aset 
- Sub Bagian Inventarisasi, 
Pembukuan dan Penghapusan Aset  
ABDUL SAMID, SE.Ak,C.A 
H. HABIBI AZIS, S.STP, MM 
JUFRISAL PALIMBUAN, SE 
ANDI HARDIANZAH, SE.M.Si 
MURDANIL, SE.M.A.P 
H. SYAHARUDDIN H, SE.M.Si 
H.MUHAMMAD SYUKRI SUTARI, SE 
ST.FATIMAH, SE.MM 
MUHAMMAD, SE.MM 
Drs.AMIR BIRI, M.Si 
SYAHARUDDIN, SE.M.Si 
Hj. DARMI, SE.MM 
HASMI MANSYUR, SE 
H. IWAN NUGRAHA R, ST 
H. DIDI WAHYUDI, SH 
ERNAWATI, S.Kom, M.A.P 









LAMPIRAN 6. Daftar Nama  Anggota DPRD Berdasarkan Fraksi 
Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2014-2019 
 
NO NAMA JABATAN FRAKSI 
1. SYAMSUL  SAMAD, S.Ip KETUA DEMOKRAT 
2. Hj. A. MARINI ARIAKATI WAKIL KETUA GOLKAR 
3. SUKRI SEKRETARIS DEMOKRAT 
4. H. MUH. THAMRIN ENDENG ANGGOTA GOLKAR 
5. Dra. Hj. JUMIATI  MAHMUD ANGGOTA GERINDRA 
6. ARMAN SALIMIN ANGGOTA PAN 
7. Drs. H. ITOL SYAIFUL ONRA, MM ANGGOTA PDIP 
8. RISBAR BERLIAN BACHRI,  SH ANGGOTA NASDEM 
9. MUH. RISAL SAAL, SH ANGGOTA HANURA 
10. YUKI PERMANA, ST ANGGOTA PKS 
11. AJBAR KETUA PAN 
12. HASTUTI  INDRIANI,  SE WAKIL KETUA GOLKAR 
13. MUHAMMAD TASRIF, SE SEKRETARIS HANURA 
14. Drs. H. SUKARDI M NOER ANGGOTA DEMOKRAT 
15. Ir. H. ABIDIN ABDULLAH ANGGOTA DEMOKRAT 
16. H. MUHAMMAD YAMIN ANGGOTA GOLKAR 
17. SUDIRMAN DARIUS ANGGOTA GERINDRA 
18. RAYU, SE ANGGOTA PDIP 
19. H. MAHYADDIN  MAHDY ANGGOTA PPP 
20. Ir. H. ABDUL  LATIF  ABBAS ANGGOTA PKS 
21. Ir. H. MUH. TAUFAN, MM ANGGOTA PKPI 
22. Ir. YAHUDA, MM KETUA DEMOKRAT 
23. Ir. H. HAMSAH SUNUBA, M.Kes WAKIL KETUA GOLKAR 
24. ZADRAK TO’TUAN SEKRETARIS PPP 
25. Ir. H. FIRMAN ARGO WASKITO ANGGOTA DEMOKRAT 
26. Hj. FATMAWATI, S.Sos ANGGOTA DEMOKRAT 
27. Hj. A. ADRIANI HERDIN, S. Sos ANGGOTA GOLKAR 
28. H. HARIS HALIM SINRING ANGGOTA GERINDRA 
29. Drs. H. MUKHTAR BELO, MM ANGGOTA PAN 
30. AHMAD ISTIQLAL  ISMAIL ANGGOTA PDIP 
31. H. ALMALIK  PABABARI ANGGOTA HANURA 
32. H. ABDUL RAHIM,  S.Ag KETUA NASDEM 
33. Drs. H. SUDIRMAN WAKIL KETUA GOLKAR 
34. ABDUL HALIM SEKRETARIS PDIP 
35. Hj. AMALIA FITRI, SE, MM ANGGOTA DEMOKRAT 
36. Hj. SYAHARIAH, SE ANGGOTA DEMOKRAT 
37. WAHYUDDIN ANGGOTA PKB 
38. Hj. NURUL FUADA,  A.Ma ANGGOTA GOLKAR 
39. TOMI, ST ANGGOTA GERINDRA 







LAMPIRAN 7. Jadwal Pembahasan Rancangan  KUA/PPAS APBD 
Tahun Anggaran 2017 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2017 
No Hari Tanggal/ 
Bulan 
Jam Kegiatan 
1. Selasa 13 
Desember 
2016 







2. Rabu 14 
Desember 
2016 
09.00 Rapat Pimpinan Diperluas + 
Tim TAPD 
 Ekspose Rancangan 
KUA/ PPAS APBD 
Tahun Anggaran 
2017 
11.00 Rapat badan Musyawarah 








dan pembahasan  
11.30 Rapat Kerja Badan 
Anggaran Bersama Tim 

















































21.00 Rapat Badan Anggaran 










3 Kamis 15 
Desember 
2016 
10.00 Rapat Paripurna DPRD 




 Penjelasan Gubernur 
Sulawesi Barat 
terhadap nota  
 Keuangan RAPBD 
Ta. 2017 
 
14.00 Rapat Paripurna DPRD 









20.00 Rapat Paripurna DPRD 
 Jawaban Gubernur 
Sulawesi Barat atas 
pemandangan umum 
fraksi-fraksi terhadap 




4. Jum’at 16 s/d 21 
Desember 
2016 
 Kunjungan Kerja dalam 
rangka Pembahasan 
RAPBD Tahun Anggaran 
 
5. Kamis 22 
Desember 
2016 
09.00 Rapat Kerja Komisi 
nersama Pemerintah 
Daerah 
 Rapat kerja Komisi 
dalam rangka 
pembahasan RAPBD 
tahun Anggaran 2017  
15.00 Rapat  Komisi Gabungan 
 Penyampaian 





17.00 Rapat Badan Anggaran  





23 s/d 26 
Desember 
2016 
 Konsultasi Kemendagri 
 Evaluasi RAPBD 
TahunAnggaran 2017 
di kementrian dalam 
Negeri 
7. Kamis 29 
Desember 
2016 
10.00 Rapat Badan Anggaran 
APBD bersama TAPD  


















Mamuju, Desember  2016 
       
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
    WAKIL KETUA, 
 
          
  






STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH 













           GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 
 H. ANWAR ADNAN SALEH  
SEKRETARIS  DAERAH 
Drs.H.ISMAIL ZAINUDDIN,M.Pd 
Bidang Ekonomi dan 
Keuangan 
Bidang Kemasyarakatan dan 
Sumber Daya 
Bidang Hukum dan Politik Bidang Pemerintahan Bidang Pembangunan 




















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
H. NUR ALAM TAHIR, SH, M.Pd 
ASISTEN TATA PRAJA 
Drs. ANDI AHMAD LUTHFI SALAHUDDIN  
BAGIAN OTONOMI DAERAH 
SOFYAN, S.Sos, M.Si 
BAGIAN BINA AGRARIA 
MUHAMMAD IKSAN MUSTARI,S.STP,M.Si 
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 
Drs. HAMMAUDDIN 
BAGIAN KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL  
Dra. Hj. NARDIAH 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
AMIRUDDIN 
SUBBAG. PENGADAAN TANAH 
MUH.DHANY SADRY, S.IP 
19810704 200112 1 004, III/d 
SUBBAG. KERJASAMA, DEKOSENTRASI 
DAN TUGAS  PEPEMBANTUAN 
NASRI, S.IP 
19591231 198611 1 060, III/d 
SUBBAG. PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
ZULFIADI, S.STP, M.Si 
SUBBAG. PENCATATAN SIPIL  
KURNIATI, S.STP 
SUBBAG. PENDAFTARAN DAN 
PERKEMBANGAN PENDUDUK 
HERMAN, S.Sos 





A.DESY IRMALASARI AMRI, 
S.Farm,M.A.OP 
SUBBAG. BINA KEWILAYAHAN 
MUHAMMAD RUSDI, S.Sos,MM 
SUBBAG. KAPASITAS 
PENGEMBANGAN DAERAH 
BAHAR, SH, M.A.P 
SUBBAG. PENANGANAN KONFLIK 
DAN SENGKETA PERTANAHAN 
MASRUHING 
SUBBAG. PENATAAN BATAS WILAYAH 
Drs. H.ABDUL WAHAB HASAN SULUR, 
M.Si 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
H. NUR ALAM TAHIR, SH, M.Pd 
ASISTEN TATA PRAJA 
LOWONG3 
BAGIAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM 
Lowong3 
BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT DAN DAERAH 
H. SYAMSUL ALAM, SH, M.Si 
BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK 
HUKUM PUSAT DAN DAERAH 
YUSTINUS, SH, S.Pd, M.Si 
BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK 
AZASI MANUSIA  
SRI WAHYUNI, SE.MM 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
RAODAH, SH, MH 
SUBBAG. PENYUSUNAN PERATURAN 
PERUNDANG UNDANGAN PUSAT 
SENIWATI, SH 
SUBBAG. PENGKAJIAN PRODUK 
HUKUM PUSAT  
ANDI ARMIYATI, SH 
19790522 200701 2 008, III/c 
SUBBAG. SENGKETA HUKUM 
ULWIAH, SH, MH 
SUBBAG. PERLINDUNGAN DAN 
PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA  




SUBBAG. PENYUSUNAN PERATURAN 
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH 
BERTI TOMBI, SH 
SUBBAG. PENGKAJIAN PRODUK 
HUKUM DAERAH  
ENDANG RUKMAYANTI, S.Sos 
SUBBAG.DOKUMENTASI 
PENGUNDANGAN DAERAH  
Drs. YAKUB SOLON, M.Pd 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
H. NUR ALAM TAHIR, SH, M.Pd 
ASISTEN TATA PRAJA 
Hj. ASRARIA, S.Sos 
BAGIAN DOKUMENTASI 
IRFAN, AT, S.Sos 
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 
Hj.RINI LUKITA SARI, S.Sos, M.AP 
BAGIAN PROTOKOL 
ABDUL AZIS, S.Pd.MM 
BAGIAN SANDI DAN 
TELEKOMUNIKASI  
ARMAN, S.Sos 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
DIAN AFRIANTY, S.Ksi 
SUBBAG. PEMBERITAAN, PELAYANAN 
MEDIA DAN PENYUSUNAN SAMBUTAN 
H. SATRIAWAN HASAN SULUR, SE.MM 
SUBBAG. PENGATURAN ACARA, TATA 
UPACARA/TATA TEMPAT 
IKA LISRAYANI, SS 
19850906 201001 2 010, III/b  
SUBBAG. SANDI DAN 
TELEKOMUNIKASI 
IRMA IRAWATI, SE 
SUBBAG. PEMELIHARAAN SARANA 
DAN PRASARANA  
ASLIYAH, S.Sos 
SUBBAG. PELIPUTAN DOKUMENTASI, 
PENERBITAN DAN DISTRIBUSI 
MUHAMMADONG, SE.M.A.P 
SUBBAG. HUBUNGAN ANTARA 
LEMBAGA 
JAMILA, SE. M.Si 
SUBBAG. PELAYANAN TAMU 
H. MUHAMMAD HAMZIH, S.Ag. MM 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
Dr.H.MUH.JAMIL BARAMBANGI, M.Pd 
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
H. HASANUDDIN, SE.M.Si 
BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 
Drs. DANIEL TIRANDA, M.Si 
BAGIAN BINA  PEMBANGUNAN 
ASMAR, M, SE.M.Si 
BAGIAN PEREKONOMIAN 
Drs.Ek.SEMUEL BIJA, M.AP 
BAGIAN BINA PRODUKSI DAN 
PEMASARAN  
APRIANY THAHIR, S.STP, M.Si 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
Hj.FADLIYAH, SH, M.A.P 
SUBBAG. SARANA, PRASARANA DAN 
ANALISIS PENDATAAN  
Hj. WAHIDA JUSUF, S.IP 
 
SUBBAG. BINA PEREKONOMIAN 
SYARKIAH WAHID, SE.MM 
19740307 200804 2 002, III/c 
SUBBAG. BINA PRODUKSI PRIMER DAN 
PENGEMBANGAN PRODUKSI OLAHAN 
SUGIYONO, SE 
SUBBAG. PEMASARAN PRODUK 
DAERAH  
Hj. SUBAEDAH, SKM, M.Adm.Pem 
SUBBAG. PERLINDUNGAN KONSUMEN 
AHMAD YANI, SE 
SUBBAG PERENCANAAN, PENYUSUNAN 
PROGRAM DAN PELAPORAN 
A.RISMAYANTI Q, S.STP 
SUBBAG. BINA PENGAWASAN 
SERTIFIKASI 
Hj. MULKIS, SE.MM 
SUBBAG. KEMITRAAN DAN 
KELEMBAGAAN  
ANDI HILALUDDIN, SE.M.Si 
SUBBAG. LAYANAN PENGADAAN 
BARANG JASA ELEKTRONIK 
H. HAMZAH, S.Sos, M.A.P 
SUBBAG. EVALUASI DAN 
MONITORING 
AMIRULLAH RAMLIE, SE 
SUBBAG. ANALISIS PEREKONOMIAN 
DAN STANDARISASI 
MOHAMMAD ALI CHANDRA, SE.M.Si 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
HASMAN, S.Pd 
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
H.SUBUKI, S.Ag,S.Pd, M.A.P 
BAGIAN KEAGAMAAN 
Dra. Hj. SUMARNI 
BAGIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN 
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
RASAK, S.Ag 
BAGIAN BINA SOSIAL  
SYAHARUDDIN, S.Pd 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
ANDI BAHTIAR, SE 
SUBBAG. FASILITASI KEAGAMAAN  
MANSUR, S.Sos 
SUBBAG. FASILITASI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 
EMILIA, SE 
19790113 201001 2 005, III/d 
SUBBAG. KESEJAHTERAAN SOSIAL 
Hj. ST.RAODAH, SE,M.Adm.Pem 
SUBBAG. REHABILITASI SOSIAL DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA  
MARDIANA FATTA, S.Pd.I 
SUBBAG. PENANGANAN MASALAH 
SOSIAL  
Hj. RASMAH, SE 
SUBBAG. FASILITASI 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
MAKDUM IBRAHIM, S.Th.I,MA 
SUBBAG. FASILITASI SARANNA DAN 
PRASARANA PERIBADATAN 
Dra. Hj.SUHARNI PATTA GAU 
SUBBAG. FASILITAS ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 




SUBBAG. BINA MENTAL SPIRITUAL 
ABU BAKAR, S.Pd.I 
SUBBAG. MONITORING DAN EVALUASI 
H. IBRAHIM, S.Pd, M.Si 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 
Dr.H.MUH.JAMIL BARAMBANGI, M.Pd 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
DR. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M. Pd 
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN  RAKYAT 
CITRA DEWI, S.Pd 
BAGIAN PENGARUSUTAMAAN 
GENDER 
SY. SHADRI NURANTI SJARIFUDDIN, SH 
BAGIAN PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 
Hj. HARTATI ZAINUDDIN, S.Pd 
BAGIAN PERLINDUNGAN ANAK 
Drs. WASTHIYAH LATIEF, M.Pd 
BAGIAN TUMBUH KEMBANG ANAK 
JEFFRIANSYAH DWI SAHPUTRA 
AMORY,SE.M.AP 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
IRMA SYURYANI, S.Sos 
SUBBAG. PENANGANAN 
MASALAH SOSIAL PEREMPUAN 
BUDIMAN, S.Pd 
SUBBAG. PENANGANAN MASALAH 
SOSIAL ANAK 
RAHBANA, SE 
19631022 198503 1 006, III/d 
SUBBAG. PENDIDIKAN,NILAI 
LUHUR DAN KESEHATAN 
ANDI SYAFRI, SH.MM 
SUBBAG. PARTISIPASI DAN 
LINDUNGAN ANAK 
Dra. Hj. ST.AMINAH, M.Si 
 
SUBBAG. EKONOMI 
SRY HANDAYANI, S.Sos 
SUBBAG.PERLINDUNGAN TENAGA 
KERJA & PERDAGANGAN ORANG 
MARIANI, S.Kep. NERS 
SUBBAG. KESEJAHTERAAN  
AUDREY FATIMAH TUMANKEN, SE 
SUBBAG.SOSIAL,POLITIK DAN 
HUKUM 
Drs. H.ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
Hj. DJAMILA, SH 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
Drs. AMRIN, M.Si 
BAGIAN KELEMBAGAAN 
SUHARDI, S.Pd,M.Si 
BAGIAN ANALISIS JABATAN  
PAULUS PANGLOLI PALI,SH 
BAGIAN KINERJA DAN TATA LAKSANA 
Lowong3 
BAGIAN KEPEGAWAIAN 
SEKRETARIAT DAERAH  
ANDI DESY FAHRILAWATI, SE 
SUBBAG. KELEMBAGAAN PROVINSI,FASILITASI 
DAN PEMBINAAN KAB/KOTA 
Hj. RUSMAYANTI RUSLI, SE 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
NUZULULHIAH THAMRIN, S.Sos 
SUBBAG. PENILAIAN KINERJA 
PELAYANAN PUBLIK DAN PENY. LAKIP 
RIA ANGGRIANI, SH,MH 
19850802 200312 2 001, III/c 
SUBBAG.  ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN  
HASANUDDIN SALEH, SE 
SUBBAG. PENGUKURAN  
 
Lowong 4 
SUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM, 
EVALUASI DAN PELAPORAN 
HASBIAH, S.Pd.SD 
SUBBAG. ANALISIS DAN FORMASI 
JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL 
ANDI PURNAMA, S.Kom 
SUBBAG. STANDARISASI KERJA, 
SISTEM DAN PROSEDUR 
H. MASRIADI NADI ATJO, SE.M.Si 



















Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
Hj. DJAMILA, SH 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
H. HABIBI AZIS, S.STP,MM 
BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN 
H.SYAHARUDDIN H,SE.M.Si 
BAGIAN AKUNTANSI 
Drs. AMIR BIRI, M.Si 
BAGIAN PERBENDAHARAAN 
H. IWAN NUGRAHA R, ST 
BAGIAN PENGELOLAAN ASET  
JUFRISAL PALIMBUAN, SE 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
H. MUHAMMAD SYUKRI SUTARI, SE 
SUBBAG. VERIFIKASI 
SYAHARUDDIN, SE. M. Si 
SUBBAGBINA PERBENDAHARAAN 
 
H. DIDI WAHYUDI, SH 
19800807 201001 1 013, III/b 
SUBBAG. PERENCANAAN DAN 
PENGADAAN ASET 
ERNAWATI, S.Kom. M.AP 
SUBBAG. PEMANFAATAN ASET  
GAFFAR, SE 
SUBBAG. INVENTARISASI, 
PEMBUKUAN DAN PENGHAPUSAN 
ANDI HARDIANZAH, SE.M.Si 
SUBBAG. PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENERIMAAN & ANGGARAN BELANJA 
ST. FATIMAH, SE.MM 
SUBBAG. PEMBUKUAN 
Hj. DARMI, SE.MM 
SUBBAG. PEMBIAYAAN DAN BANTUAN 
MURDANIL, SE.M.A.P 
SUBBAG. PENGGUNAAN ANGGARAN 
MUHAMMAD, SE.MM 
SUBBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN 
HASMI MANSYUR, SE 
SUBBAG. BELANJA PEGAWAI 
ABDUL SAMID, SE.Ak,C.A 



















Drs. EMAN HERMAWAN 
19740203 199302 1 001, IV/c 
SEKRETARIS DPRD 
H. BAKRI, S.Sos. MH. 
BAGIAN PERSIDANGAN 
Hj. IMELDA PABABARI, SE 
BAGIAN UMUM 
Drs. MOH. SALEH RAHIM, M.Si 
BAGIAN KEUANGAN 
MUHAMMAD YASIR FATTAH, SE, M.Si 
BAGIAN KEHUMASAN  
SAHRIN SALATUNG, SH 
SUBBAG. PERSIDANGAN RISALAH 
DAN PELAPORAN 
SYARKIAH, S.Sos 
SUBBAG. TATA USAHA DAN 
KEPEGAWAIAN  
KABIANTO, SE,MM 
19611012 198303 1 025, IV/a 
SUBBAG. ANGGARAN 
RUKMAN, SE 
19691212 199106 1 001, III/d 
SUBBAG. HUMAS 
HARTONO, SS 
SUBBAG. PERPUSTAKAAN DAN 
PENGKAJIAN 
Drs. MUH. HASYIR YUSUF, M.Si 
SUBBAG. PENGADUAN MASYARAKAT 
SYAHRUDDIN, S.IP 
SUBBAG. PER UNDANG-UNDANGAN  
 
NURJAYANI, SE 




SUBBAG. PEMBUKUAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 
ALIMUDDIN, SE, M.Si 
SUBBAG. KOMISI DAN PANITIA-
PANITIA 
MUHAMMAD FAJRI, SE 
SUBBAG. RUMAH TANGGA DAN 
PERLENGKAPAN 






 Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
19590529 198503 1 012, IV/e 
SEKRETARIS DAERAH 
H. NUR ALAM TAHIR, SH, M.Pd 
ASISTEN TATA PRAJA 
Drs. ANDI AHMAD LUTHFI SALAHUDDIN  
BAGIAN OTONOMI DAERAH 
SOFYAN, S.Sos, M.Si 
BAGIAN BINA AGRARIA 
MUHAMMAD IKSAN MUSTARI,S.STP,M.Si 
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 
Drs. HAMMAUDDIN 
BAGIAN KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL  
Dra. Hj. NARDIAH 
SUBBAG. TATA USAHA BIRO 
AMIRUDDIN 
SUBBAG. PENGADAAN TANAH 
MUH.DHANY SADRY, S.IP 
SUBBAG. KERJASAMA, DEKOSENTRASI 
DAN TUGAS  PEPEMBANTUAN 
NASRI, S.IP 
19591231 198611 1 060, III/d 
SUBBAG. PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
ZULFIADI, S.STP, M.Si 
SUBBAG. PENCATATAN SIPIL  
KURNIATI, S.STP 
SUBBAG. PENDAFTARAN DAN 
PERKEMBANGAN PENDUDUK 
HERMAN, S.Sos 





A.DESY IRMALASARI AMRI, 
S.Farm,M.A.OP 
SUBBAG. BINA KEWILAYAHAN 
MUHAMMAD RUSDI, S.Sos,MM 
SUBBAG. KAPASITAS 
PENGEMBANGAN DAERAH 
BAHAR, SH, M.A.P 
SUBBAG. PENANGANAN KONFLIK 
DAN SENGKETA PERTANAHAN 
MASRUHING 
SUBBAG. PENATAAN BATAS WILAYAH 
Drs. H.ABDUL WAHAB HASAN SULUR, 
M.Si 
BIRO TATA PEMERINTAHAN 
